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Kata Pengantar 

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan 

menganalisis fenomena green-washing dan derajat transparansi di 

sektor industri ekstraktif, khususnya di dua provinsi besar di 

Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Industri ekstraktif, yang 

mencakup pertambangan, minyak, gas, dan sektor-sektor terkait, 

memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. 

Namun, di balik kontribusinya yang signifikan terhadap 

perekonomian, sektor ini juga menyimpan tantangan besar dalam 

hal keberlanjutan dan dampak lingkungan. 

Green-washing, yang merujuk pada praktik perusahaan yang 

menggembar-gemborkan klaim keberlanjutan atau ramah 

lingkungan tanpa dilandasi oleh tindakan nyata, semakin menjadi 

perhatian publik, terutama di sektor industri ekstraktif. Praktik ini 

tidak hanya menipu konsumen dan pemangku kepentingan, tetapi 

juga menghambat upaya untuk mencapai keberlanjutan sejati dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Transparansi dalam sektor ekstraktif menjadi elemen yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang 

dibuat oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan 

diverifikasi. Tanpa transparansi yang memadai, praktik green-

washing akan terus berkembang dan menambah ketidakpercayaan 

terhadap sektor ini. 

Melalui buku ini, penulis berusaha untuk memberikan 

pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana fenomena 
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green-washing berkembang, faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat transparansi di industri ekstraktif, serta dampaknya terhadap 

masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, khususnya di Jawa Timur dan 

Jawa Barat. Buku ini juga mengulas berbagai upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk 

memperbaiki transparansi dan mengurangi praktik green-washing di 

sektor ini. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang 

lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh sektor industri 

ekstraktif dalam hal transparansi dan keberlanjutan, serta 

menginspirasi pembaca untuk lebih kritis terhadap klaim 

keberlanjutan yang sering kali terdengar terlalu indah untuk menjadi 

kenyataan. Selain itu, kami juga berharap buku ini dapat menjadi 

sumber referensi yang berguna bagi para peneliti, praktisi, dan 

pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi di sektor ini demi keberlanjutan masa 

depan. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat 

yang luas bagi pembaca, serta menjadi langkah awal dalam 

mendorong perubahan yang lebih baik dalam industri ekstraktif di 

Indonesia. 

Penulis 

2024 



vi 
 

Daftar Isi 

Kata Pengantar ......................................................................................... iv 

Bab 1 ......................................................................................................... 1 

Menyingkap Tabir Hijau: Transparansi dan Praktik Greenwashing 

dalam Sektor Industri Ekstraktif di Indonesia ....................................... 1 

Bab 2 ....................................................................................................... 19 

Memahami Konsep Greenwashing: Strategi Hijau atau Tipu Daya?

 ................................................................................................................. 19 

Bab 3 ....................................................................................................... 46 

Potret Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat: Tantangan 

dan Realitas ............................................................................................ 46 

Bab 4 ....................................................................................................... 69 

Mengupas Greenwashing di Industri Ekstraktif: Fakta di Balik Klaim 

Hijau ........................................................................................................ 69 

Bab 5 ....................................................................................................... 91 

Mengukur Transparansi di Industri Ekstraktif: Antara Keterbukaan dan 

Kepentingan ........................................................................................... 91 

Bab 6 ..................................................................................................... 111 

Menguak Fakta di Balik Greenwashing dan Transparansi .............. 111 

Bab 7 ..................................................................................................... 136 

Langkah Maju untuk Transparansi di Industri Ekstraktif .................. 136 

Daftar Pustaka....................................................................................... 149 

 

 

 

 

 



1 
 

Bab 1 

Menyingkap Tabir Hijau: Transparansi dan Praktik 

Greenwashing dalam Sektor Industri Ekstraktif di 

Indonesia 

1.1 Greenwashing dan Transparansi Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang mencakup pertambangan, 

pengeboran minyak dan gas, serta eksploitasi sumber daya alam 

lainnya, adalah salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh 

di banyak negara, termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang 

dieksploitasi dari sektor ini merupakan bagian penting dari 

perekonomian, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan 

industri lainnya. Namun, sektor ini juga dikenal karena dampak 

lingkungannya yang besar. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam 

sering kali melibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan 

udara, serta dampak sosial negatif bagi masyarakat setempat, seperti 

perpindahan paksa dan konflik sosial (Tregidga, Milne, & Kearins, 

2014). 

Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan 

meningkatnya kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan, banyak 

perusahaan di sektor industri ekstraktif berusaha untuk menunjukkan 

bahwa mereka menjalankan kegiatan yang lebih ramah lingkungan 

dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

mengklaim bahwa mereka menggunakan teknologi ramah 

lingkungan, mengurangi emisi karbon, atau terlibat dalam program 



2 
 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menargetkan 

pelestarian lingkungan. Namun, tidak semua klaim tersebut 

mencerminkan kenyataan. Fenomena ini dikenal sebagai green-

washing, di mana perusahaan atau organisasi memberikan citra atau 

gambaran palsu tentang upaya keberlanjutan mereka. Green-

washing ini dapat berupa klaim yang menyesatkan tentang produk 

atau proses yang lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya 

terjadi (Delmas & Burbano, 2011). 

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif sering kali 

terjadi karena tekanan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar 

yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab 

sosial. Konsumen dan investor semakin peduli dengan isu-isu 

lingkungan, mendorong perusahaan untuk berupaya memperbaiki 

citra mereka tanpa benar-benar mengubah praktik mereka di 

lapangan. Dalam industri ekstraktif, di mana dampak negatif 

terhadap lingkungan sering kali tidak dapat dihindari, klaim 

keberlanjutan atau ramah lingkungan yang berlebihan dapat 

dianggap sebagai bentuk green-washing. Hal ini memunculkan 

masalah etika yang serius, karena klaim tersebut dapat menutupi 

kenyataan buruk yang terjadi di lapangan dan menghambat upaya 

untuk melakukan perbaikan yang sebenarnya (Lyon & Montgomery, 

2015). 

Transparansi dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana 

perusahaan dalam industri ekstraktif terbuka dalam melaporkan 

dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka. Transparansi 

menjadi sangat penting karena memungkinkan masyarakat, 
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pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai 

apakah klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan sesuai 

dengan kenyataan. Laporan yang transparan dan akurat dapat 

memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan 

memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam 

mengelola dampak lingkungan dan sosial (Tregidga et al., 2014). 

Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang hanya 

memberikan laporan keberlanjutan yang sangat umum atau tidak 

terperinci, yang membuatnya sulit untuk menilai apakah mereka 

benar-benar melakukan apa yang mereka klaim (Peattie, 2014). 

Bahkan, beberapa perusahaan mungkin melaporkan hasil yang 

sangat positif yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya di 

lapangan, yang berkontribusi pada fenomena green-washing. 

Dalam sektor industri ekstraktif, transparansi menjadi sangat 

kompleks karena sifatnya yang sangat bergantung pada regulasi dan 

pengawasan yang kadang-kadang tidak memadai. Banyak negara, 

termasuk Indonesia, memiliki undang-undang dan regulasi yang 

mengatur industri ekstraktif, tetapi penerapannya sering kali kurang 

efektif. Salah satu tantangan utama adalah bahwa banyak 

perusahaan industri ekstraktif beroperasi di daerah-daerah yang sulit 

dijangkau atau di luar jangkauan pengawasan langsung dari 

pemerintah dan masyarakat. Hal ini menciptakan celah di mana 

green-washing dapat berkembang (Walker & Wan, 2012). 

Jawa Timur dan Jawa Barat adalah dua provinsi yang memiliki 

industri ekstraktif yang sangat besar. Kegiatan pertambangan, baik 

itu untuk batu bara, mineral, maupun gas alam, telah menjadi tulang 
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punggung perekonomian di kedua provinsi ini. Jawa Timur dikenal 

dengan tambang batu bara dan gas alamnya yang melimpah, 

sementara Jawa Barat memiliki cadangan pasir dan batu yang 

banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun 

industri ekstraktif ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan 

daerah, dampak lingkungan dari kegiatan ini juga sangat besar. 

Di Jawa Timur, salah satu sektor yang sangat berkembang 

adalah pertambangan batu bara, yang digunakan sebagai bahan 

bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, wilayah ini juga 

menjadi pusat pengolahan gas alam, yang berperan penting dalam 

memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Namun, kegiatan ini telah 

menyebabkan sejumlah masalah lingkungan, seperti polusi udara, 

pencemaran air, dan kerusakan ekosistem pesisir (Rachmat & 

Setiawan, 2015). Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kutai 

Kartanegara, pertambangan batu bara juga telah menyebabkan 

kerusakan lahan yang parah, yang berdampak pada kehidupan 

masyarakat lokal dan ekosistem sekitar. 

Sementara itu, di Jawa Barat, sektor industri ekstraktif juga 

sangat berkembang, terutama dalam hal penggalian pasir dan batu. 

Sumber daya alam ini digunakan untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur yang pesat di wilayah ini. Namun, penggalian pasir dan 

batu ini sering kali menyebabkan kerusakan tanah dan erosi, serta 

mengancam kelestarian ekosistem di daerah tersebut. Di beberapa 

kawasan, penggalian pasir ilegal menjadi masalah besar, yang 

memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada. Penggunaan 

air tanah yang berlebihan untuk kegiatan ekstraksi juga 
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menyebabkan masalah ketersediaan air di beberapa daerah di Jawa 

Barat (Prasetyaningsih et al., 2017). 

Masalah transparansi dalam sektor ini sangat relevan untuk 

dibahas. Banyak perusahaan pertambangan di Jawa Timur dan Jawa 

Barat sering kali mengklaim bahwa mereka mematuhi standar 

lingkungan dan sosial yang ketat, tetapi klaim tersebut sering kali 

sulit diverifikasi. Dalam banyak kasus, laporan keberlanjutan yang 

diberikan oleh perusahaan tidak mencerminkan kenyataan di 

lapangan, yang menambah masalah green-washing (Sinaga, 2020). 

Selain itu, pengawasan terhadap praktik-praktik ini sering kali 

terbatas, baik karena kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam 

melakukan inspeksi yang memadai, maupun karena banyak 

perusahaan yang menyembunyikan praktik buruk mereka melalui 

berbagai cara yang tidak transparan. 

Di kedua provinsi ini, fenomena green-washing sering kali 

tidak hanya berhubungan dengan klaim perusahaan tentang 

keberlanjutan tetapi juga dengan ketidakjelasan informasi yang 

diberikan kepada publik. Banyak perusahaan besar yang terlibat 

dalam industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat yang 

melaporkan hasil yang sangat positif dalam hal pengurangan emisi 

atau pemulihan ekosistem, tetapi sulit untuk membuktikan 

kebenaran dari klaim tersebut tanpa data yang jelas dan terverifikasi 

(Sinaga, 2020). Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam 

transparansi, di mana masyarakat dan pemerintah tidak memiliki 

informasi yang memadai untuk menilai apakah perusahaan benar-

benar melakukan apa yang mereka klaim. 
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Topik green-washing dan transparansi dalam industri 

ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat sangat penting untuk dibahas 

karena sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan semakin ketatnya 

regulasi terkait keberlanjutan dan tekanan dari konsumen serta 

investor yang peduli dengan isu lingkungan, perusahaan harus lebih 

berhati-hati dalam mengklaim keberlanjutan dan transparansi 

mereka. Selain itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk 

memahami sejauh mana perusahaan-perusahaan ini mematuhi 

standar keberlanjutan yang mereka klaim, serta dampaknya 

terhadap keberlanjutan jangka panjang bagi ekosistem dan 

kehidupan sosial masyarakat. 

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya 

keberlanjutan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan 

kerusakan lingkungan yang lebih luas, adanya klaim green-washing 

dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen, masyarakat, 

dan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya transparansi yang jelas, 

upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan menanggulangi 

dampak negatif dari industri ekstraktif menjadi terhambat. Oleh 

karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang praktik green-

washing dan pentingnya transparansi di sektor ini dapat membantu 

membentuk kebijakan yang lebih efektif, mengurangi dampak 

negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, dan mendorong 

perusahaan untuk benar-benar bertindak lebih bertanggung jawab 

dalam menjalankan operasinya (Lyon & Montgomery, 2015). 
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Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan 

dan tanggung jawab sosial perusahaan, sektor industri ekstraktif di 

Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, menghadapi 

tantangan besar terkait transparansi dan praktik green-washing. 

Meskipun banyak perusahaan di sektor ini mengklaim bahwa mereka 

telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berkomitmen 

pada pelestarian lingkungan, banyak dari klaim tersebut yang sulit 

untuk diverifikasi kebenarannya. Fenomena green-washing ini 

semakin meresahkan karena perusahaan sering kali 

menyembunyikan dampak buruk dari kegiatan ekstraktif mereka 

dengan laporan yang tidak transparan atau bahkan menyesatkan. 

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki sejauh mana praktik 

green-washing terjadi dalam industri ekstraktif di kedua provinsi ini 

dan bagaimana derajat transparansi yang ada memengaruhi 

persepsi publik serta kebijakan pemerintah mengenai keberlanjutan 

industri ini. 

Rumusan masalah utama dalam buku ini adalah bagaimana 

perusahaan-perusahaan dalam sektor industri ekstraktif di Jawa 

Timur dan Jawa Barat mengelola klaim keberlanjutan mereka, serta 

sejauh mana transparansi laporan lingkungan dan sosial yang 

mereka sampaikan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku 

kebijakan. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar 

mengimplementasikan praktik ramah lingkungan yang mereka klaim, 

atau justru terlibat dalam green-washing? Bagaimana peran 

transparansi dalam mengurangi fenomena green-washing ini, dan 

apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat 
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dalam memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap 

dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan 

ekstraksi sumber daya alam? Penelitian ini akan mencoba menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis praktik yang 

terjadi di lapangan serta mengeksplorasi implikasi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan dari kurangnya transparansi dalam industri ekstraktif. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

fenomena green-washing yang terjadi dalam sektor industri 

ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat serta mengevaluasi derajat 

transparansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai sejauh mana klaim keberlanjutan 

yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi transparansi dalam pelaporan dampak 

lingkungan dan sosial mereka. Dengan fokus pada praktik di Jawa 

Timur dan Jawa Barat, penelitian ini juga akan mengeksplorasi 

dinamika lokal yang mungkin mempengaruhi tingkat transparansi, 

seperti pengawasan pemerintah, kebijakan perusahaan, serta peran 

masyarakat dan media dalam mendukung akuntabilitas industri. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali 

apakah praktik green-washing di sektor ekstraktif ini lebih 

merupakan hasil dari kurangnya regulasi yang efektif atau karena 

kurangnya komitmen perusahaan untuk benar-benar beroperasi 

secara ramah lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi bagaimana penerapan transparansi dapat 
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membantu mengurangi fenomena green-washing dan memfasilitasi 

perbaikan praktik lingkungan dalam industri ekstraktif. Selain itu, 

penelitian ini akan mengkaji hubungan antara laporan keberlanjutan 

yang disampaikan oleh perusahaan dan realitas yang terjadi di 

lapangan, serta menilai apakah laporan tersebut benar-benar 

mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Manfaat penelitian ini sangat besar bagi pemangku kebijakan, 

masyarakat, dan industri itu sendiri. Bagi pemangku kebijakan, 

penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk 

merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur sektor 

industri ekstraktif, khususnya terkait dengan pelaporan keberlanjutan 

dan pengawasan terhadap perusahaan. Dengan mengetahui sejauh 

mana praktik green-washing merajalela di industri ini, pemerintah 

dapat merancang regulasi yang lebih ketat dan mekanisme 

pengawasan yang lebih efektif, sehingga mendorong perusahaan 

untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak 

lingkungan dan sosial mereka. Hasil penelitian ini juga dapat 

memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai target 

keberlanjutan nasional, khususnya yang berkaitan dengan SDGs, 

seperti SDG 13 (Climate Action) dan SDG 12 (Responsible 

Consumption and Production). 

Bagi masyarakat dan masyarakat sipil, manfaat penelitian ini 

terletak pada peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi 

dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif. Masyarakat akan 

lebih dapat memahami praktik green-washing yang mungkin terjadi 
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dan dampaknya terhadap lingkungan serta kualitas hidup mereka. 

Penelitian ini juga akan memperkuat posisi masyarakat untuk 

menuntut perusahaan agar bertanggung jawab atas dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraktif mereka. Terakhir, bagi 

industri itu sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

meningkatkan kebijakan dan praktik keberlanjutan mereka. Dengan 

mengidentifikasi celah-celah dalam pelaporan transparansi dan 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan, penelitian ini berpotensi 

membantu perusahaan dalam menciptakan citra yang lebih baik dan 

berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih 

bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang 

fenomena green-washing dan transparansi dalam sektor industri 

ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena sifatnya yang lebih mampu menggali informasi yang bersifat 

subjektif dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk 

menganalisis data yang tidak selalu dapat diukur dengan angka. 

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat 

deskriptif, yang kemudian dianalisis untuk memahami praktik-praktik 

green-washing dan transparansi dalam laporan keberlanjutan 

perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, 

termasuk perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga 

pengawas. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua metode utama, yaitu wawancara mendalam (in-

depth interviews) dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan 

dilakukan dengan berbagai stakeholder, termasuk manajer 

perusahaan dari sektor industri ekstraktif, pejabat pemerintah yang 

bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan industri, serta 

organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan 

dan keberlanjutan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan 

perspektif yang berbeda tentang transparansi perusahaan dalam 

laporan keberlanjutan dan praktek green-washing yang mungkin 

terjadi. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali 

informasi tentang bagaimana perusahaan menyusun laporan 

keberlanjutan, tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan 

prinsip-prinsip ramah lingkungan, dan sejauh mana regulasi 

pemerintah mempengaruhi praktik transparansi mereka. 

Selain wawancara, teknik pengumpulan data lainnya adalah 

analisis dokumen, yang dilakukan dengan memeriksa laporan 

keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan yang beroperasi di 

sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Analisis 

dokumen bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan 

menyampaikan informasi yang transparan mengenai dampak 

lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan ekstraktif mereka. 

Dokumen yang dianalisis akan mencakup laporan keberlanjutan 

yang dipublikasikan oleh perusahaan, serta dokumen regulasi dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber 

daya alam dan keberlanjutan. Dengan memeriksa kesesuaian antara 
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klaim yang diajukan dalam laporan tersebut dengan data dan bukti 

yang ada di lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi potensi praktik 

green-washing yang terjadi. 

Untuk mendalami lebih lanjut mengenai konteks lokal, 

penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus pada beberapa 

perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Studi kasus ini akan membantu peneliti untuk melihat perbedaan 

praktik transparansi dan green-washing di berbagai jenis industri 

ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan 

kelapa sawit. Peneliti akan memilih perusahaan berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan tingkat 

keterlibatannya dalam inisiatif keberlanjutan. Setiap studi kasus akan 

dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana 

perusahaan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan dan 

sejauh mana praktik mereka sesuai dengan laporan yang mereka 

sampaikan kepada publik. 

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

analisis tematik. Data dari wawancara dan analisis dokumen akan 

diorganisasikan dalam tema-tema utama yang muncul, yang 

berkaitan dengan isu-isu utama dalam penelitian, seperti 

transparansi laporan keberlanjutan, praktik green-washing, 

pengaruh regulasi, dan tantangan dalam implementasi 

keberlanjutan. Proses analisis ini akan dimulai dengan pengkodean 

data, diikuti dengan identifikasi pola-pola utama yang dapat 

memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dan 

pemerintah berinteraksi dalam konteks keberlanjutan dan 
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transparansi. Setiap tema akan dianalisis secara kritis untuk 

mengidentifikasi hubungan antara klaim keberlanjutan perusahaan 

dan dampak sebenarnya yang terjadi di lapangan. 

Terakhir, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, 

penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan 

membandingkan hasil dari berbagai sumber data, seperti 

wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus. Triangulasi ini penting 

untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak bias dan 

dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan 

pengecekan kembali dengan para informan untuk memastikan 

keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan hasil yang komprehensif dan valid mengenai green-

washing dan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa 

Timur dan Jawa Barat. 

Penelitian ini memiliki fokus yang jelas dalam menganalisis 

praktik green-washing dan derajat transparansi dalam sektor industri 

ekstraktif di dua provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Jawa 

Barat. Wilayah ini dipilih karena keduanya merupakan daerah 

dengan aktivitas industri ekstraktif yang signifikan, baik dalam sektor 

pertambangan, minyak dan gas, maupun perkebunan. Jawa Timur 

dan Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang 

sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan industri 

ekstraktif. Kegiatan ekstraktif di wilayah ini juga berdampak besar 

terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, menjadikan kedua 
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provinsi ini sebagai area yang relevan untuk penelitian mengenai 

transparansi dan keberlanjutan. 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sektor industri 

ekstraktif, yang mencakup pertambangan, eksplorasi dan produksi 

minyak dan gas, serta perkebunan kelapa sawit, yang merupakan 

sektor utama yang terlibat dalam praktik green-washing. Penelitian 

ini akan meneliti perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang 

beroperasi di sektor-sektor tersebut dan mengklaim telah 

menerapkan kebijakan keberlanjutan dalam operasional mereka. 

Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana klaim 

keberlanjutan ini sesuai dengan praktek nyata di lapangan, serta 

bagaimana laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh publik dan 

pemangku kebijakan. 

Selain itu, penelitian ini akan membatasi diri pada perusahaan 

yang telah mengeluarkan laporan keberlanjutan atau dokumen 

publik yang terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki 

laporan semacam itu tidak akan dijadikan objek penelitian, karena 

tidak memenuhi kriteria transparansi yang menjadi dasar utama 

dalam penelitian ini. Dalam analisisnya, penelitian ini akan 

mempertimbangkan perbedaan antara perusahaan yang secara aktif 

mempromosikan keberlanjutan dan mereka yang mungkin hanya 

melakukan green-washing untuk menciptakan citra yang lebih ramah 

lingkungan tanpa mengimplementasikan kebijakan yang benar-

benar mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. 



15 
 

Penelitian ini juga akan terbatas pada analisis dua aspek 

utama, yaitu transparansi dalam laporan keberlanjutan dan 

keberadaan praktik green-washing. Transparansi di sini dimaksudkan 

sebagai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang 

jelas dan akurat mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Green-washing, 

di sisi lain, merujuk pada upaya perusahaan untuk menciptakan citra 

ramah lingkungan dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan 

di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana 

kedua hal tersebut saling terkait dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap persepsi publik serta kebijakan pemerintah terkait 

pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada peran 

pemerintah dan lembaga pengawas dalam memonitor dan 

mengatur praktik green-washing serta transparansi di sektor industri 

ekstraktif. Meskipun topik utama adalah perusahaan-perusahaan 

dalam sektor industri ekstraktif, peran kebijakan dan regulasi 

pemerintah akan dianalisis dalam konteks bagaimana hal itu dapat 

mendukung atau bahkan memperburuk praktik green-washing. 

Pemerintah provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, serta lembaga-

lembaga pengawas nasional seperti Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK), akan menjadi bagian dari analisis, mengingat 

pentingnya kebijakan dalam mempengaruhi standar transparansi 

dan akuntabilitas di sektor ini. 

Sebagai tambahan, penelitian ini tidak akan menyelidiki 

sektor-sektor lain di luar industri ekstraktif, seperti sektor manufaktur 
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atau jasa, karena fokus penelitian adalah pada sektor yang memiliki 

dampak lingkungan langsung yang besar dan sering kali terlibat 

dalam praktik green-washing. Penelitian ini juga tidak akan 

mencakup perusahaan yang tidak beroperasi secara langsung di 

Jawa Timur dan Jawa Barat, meskipun perusahaan tersebut mungkin 

berpengaruh secara nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan 

memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang praktik green-

washing dan transparansi khususnya dalam konteks industri 

ekstraktif yang beroperasi di dua provinsi ini. 

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara 

sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

tentang fenomena green-washing dan transparansi dalam sektor 

industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Setiap bab memiliki 

tujuan yang spesifik dan saling berkaitan untuk membahas topik-

topik yang relevan dalam konteks ini. Berikut adalah uraian singkat 

mengenai isi setiap bab dalam buku ini. 

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian. Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan dengan isu 

green-washing yang terjadi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa 

Timur dan Jawa Barat, serta pentingnya transparansi dalam laporan 

keberlanjutan perusahaan. Bab ini juga menyampaikan pertanyaan-

pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian dan 

memberikan gambaran tentang kontribusi yang diharapkan dari 

penelitian ini untuk pemangku kebijakan, masyarakat, dan industri. 
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Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, yang membahas teori-

teori dan literatur terkait dengan green-washing, transparansi dalam 

industri ekstraktif, serta regulasi dan kebijakan lingkungan yang 

relevan. Bab ini akan memberikan dasar teori yang kuat untuk 

penelitian dengan meninjau berbagai konsep yang terkait dengan 

keberlanjutan, akuntabilitas perusahaan, dan fenomena green-

washing. Pembahasan ini juga mencakup studi-studi terdahulu yang 

relevan untuk menunjukkan perkembangan pengetahuan mengenai 

topik ini serta gap yang perlu diisi oleh penelitian ini. 

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan 

secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pembaca akan menemukan penjelasan tentang 

teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara 

mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus, serta teknik analisis 

data yang diterapkan. Bab ini juga mencakup pembahasan 

mengenai batasan masalah, ruang lingkup penelitian, serta langkah-

langkah yang diambil untuk memastikan validitas dan reliabilitas data 

yang diperoleh selama proses penelitian. 

Bab keempat adalah Hasil dan Pembahasan, yang menyajikan 

temuan-temuan utama dari penelitian dan analisis yang dilakukan. 

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hasil wawancara, analisis 

dokumen, serta studi kasus yang telah dilakukan, dan 

membandingkannya dengan teori-teori dan literatur yang relevan. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat transparansi dan praktik green-washing di 

sektor industri ekstraktif, serta untuk mengidentifikasi hubungan 
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antara klaim keberlanjutan perusahaan dan dampak sebenarnya di 

lapangan. 

Bab kelima adalah Simpulan dan Rekomendasi, yang 

merangkum hasil-hasil penelitian dan memberikan rekomendasi 

praktis untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Bab ini juga 

mengemukakan kesimpulan utama yang dapat diambil dari 

penelitian, seperti sejauh mana transparansi dapat mengurangi 

fenomena green-washing dan apa peran yang dapat dimainkan oleh 

kebijakan publik untuk mendorong akuntabilitas dalam sektor 

industri ekstraktif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan 

solusi konkret untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan di 

sektor ekstraktif. 

Bab keenam adalah Penutup, yang berisi refleksi akhir 

terhadap hasil penelitian dan kontribusinya terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi 

keberlanjutan dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif. Penutup 

ini juga akan menyampaikan keterbatasan penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran untuk penelitian lanjutan. Bab ini menandai akhir 

dari buku ini dan memberikan perspektif luas mengenai pentingnya 

keberlanjutan dan transparansi dalam menjaga keseimbangan 

antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan 

di Indonesia. 
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Bab 2 

Memahami Konsep Greenwashing: Strategi 

Hijau atau Tipu Daya? 

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengkaji literatur 

yang relevan, menggali teori-teori yang mendasari fenomena 

keberlanjutan, serta menganalisis praktik-praktik yang berkaitan 

dengan green-washing dalam industri yang memiliki dampak besar 

terhadap lingkungan dan sosial. Dengan memahami teori-teori yang 

ada, kita dapat menilai sejauh mana perusahaan dalam sektor 

ekstraktif telah memenuhi standar transparansi dan keberlanjutan 

yang diharapkan. 

Pertama, teori tentang keberlanjutan perusahaan (corporate 

sustainability) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi 

landasan utama dalam bab ini. Keberlanjutan perusahaan mengacu 

pada praktik bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan 

finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan 

lingkungan dari aktivitas bisnis tersebut. Dalam konteks ini, CSR 

berperan penting sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk 

menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat 

dan lingkungan. Teori-teori ini menjadi dasar untuk memahami 

bagaimana perusahaan di sektor ekstraktif menyusun kebijakan dan 

laporan keberlanjutan mereka, serta bagaimana hal itu seharusnya 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 

Kedua, fenomena green-washing menjadi bagian penting 

dalam kajian ini, di mana praktik ini merujuk pada upaya perusahaan 
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untuk memanipulasi persepsi publik dengan menunjukkan citra 

ramah lingkungan, meskipun aktivitas operasional mereka tidak 

sesuai dengan klaim tersebut. Teori-teori mengenai green-washing 

mengkaji berbagai motivasi dan strategi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menciptakan citra hijau yang menipu, serta 

dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. 

Memahami green-washing sebagai fenomena sosial dan bisnis yang 

berkembang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi cara-cara di 

mana perusahaan mengeksploitasi kesadaran masyarakat terhadap 

isu-isu lingkungan tanpa benar-benar melakukan perubahan 

substantif dalam operasi mereka. 

Selanjutnya, teori mengenai transparansi dan akuntabilitas 

dalam laporan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam 

landasan teori ini. Transparansi dalam laporan keberlanjutan 

mengacu pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi 

yang jujur, jelas, dan akurat mengenai dampak sosial dan lingkungan 

dari kegiatan mereka. Teori ini mengajarkan kita tentang pentingnya 

pengungkapan informasi yang memadai bagi pemangku kebijakan, 

investor, konsumen, dan masyarakat luas untuk menilai apakah 

perusahaan benar-benar berkomitmen pada praktik yang 

berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, teori transparansi 

digunakan untuk menganalisis apakah laporan keberlanjutan 

perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif telah memenuhi standar 

transparansi yang tinggi atau apakah mereka justru terlibat dalam 

praktik green-washing untuk menyembunyikan dampak negatif dari 

operasi mereka. 
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Selain itu, teori regulasi dan kebijakan lingkungan juga sangat 

relevan dalam bab ini, mengingat peran penting pemerintah dalam 

memastikan keberlanjutan industri ekstraktif. Regulasi yang efektif 

dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi dampak negatif 

mereka terhadap lingkungan dan memastikan bahwa laporan 

keberlanjutan yang disajikan kepada publik benar-benar 

mencerminkan kondisi yang ada. Teori mengenai kebijakan 

lingkungan akan digunakan untuk memahami bagaimana 

pemerintah di Jawa Timur dan Jawa Barat mengatur dan mengawasi 

sektor ekstraktif, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi 

transparansi dan praktik green-washing yang ada di industri ini. 

Pemahaman tentang teori regulasi dan kebijakan ini penting untuk 

menilai sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung atau bahkan 

menghambat terciptanya industri ekstraktif yang transparan dan 

berkelanjutan. 

Terakhir, teori mengenai stakeholder dan peran mereka dalam 

pengawasan industri ekstraktif juga akan dibahas. Stakeholder, baik 

internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam 

mendorong perubahan di perusahaan, khususnya dalam hal 

keberlanjutan dan transparansi. Teori ini membantu untuk 

memahami bagaimana hubungan antara perusahaan, pemerintah, 

masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat 

mempengaruhi kebijakan dan praktik yang diambil oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini, pendekatan stakeholder digunakan untuk 

menganalisis interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

sektor ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta bagaimana hal 
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ini berkontribusi pada tingkat transparansi dan potensi green-

washing yang ada. 

2.1 Mengurai Teori di Balik Greenwashing dan Transparansi  

Green-washing, atau yang sering disebut sebagai eco-

washing, adalah praktik di mana perusahaan atau organisasi 

menggambarkan diri mereka lebih ramah lingkungan atau 

berkelanjutan daripada kenyataan yang ada. Praktik ini digunakan 

untuk menarik konsumen yang semakin peduli terhadap isu 

lingkungan tanpa perusahaan tersebut benar-benar mengambil 

langkah-langkah yang substansial dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 

oleh Jay Westerveld, seorang penulis dan aktivis lingkungan yang 

mengkritik industri perhotelan yang mempromosikan penggunaan 

handuk yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi sampah, 

sementara pada saat yang sama mereka tidak membuat perubahan 

berarti terhadap kebijakan lingkungan mereka secara keseluruhan. 

Green-washing merujuk pada praktik manipulasi perusahaan 

yang mengklaim diri mereka lebih ramah lingkungan daripada 

kenyataannya. Westerveld (1986) pertama kali menggunakan istilah 

ini dalam konteks industri perhotelan, yang melibatkan klaim palsu 

tentang pengurangan penggunaan handuk untuk keberlanjutan 

(Westerveld, 1986). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 

praktik ini meluas ke berbagai sektor, terutama sektor industri 

ekstraktif dan manufaktur, di mana klaim ramah lingkungan sering 

kali tidak didukung oleh tindakan yang nyata (Delmas & Burbano, 

2011). Volkswagen, sebagai contoh utama, melibatkan klaim 
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kendaraan ramah lingkungan yang terungkap sebagai penipuan 

besar dalam "dieselgate," di mana perusahaan menggunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi mereka (Ewing, 

2017). Selain itu, industri tekstil global juga sering terlibat dalam 

green-washing, dengan perusahaan besar seperti H&M yang 

mengklaim produk mereka lebih berkelanjutan, meskipun audit lebih 

lanjut mengungkapkan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik 

mereka di lapangan (Bick et al., 2018). 

Definisi green-washing berkembang seiring berjalannya 

waktu, mencakup berbagai jenis klaim yang menyesatkan tentang 

keberlanjutan yang diangkat oleh perusahaan, mulai dari 

penggunaan logo "hijau" yang tidak mendasar, klaim produk ramah 

lingkungan yang tidak terverifikasi, hingga pelaporan keberlanjutan 

yang tidak mencerminkan tindakan nyata di lapangan. Green-

washing berhubungan erat dengan upaya perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan 

kepedulian konsumen terhadap lingkungan tanpa melakukan 

perubahan yang substansial pada praktik operasional mereka. 

Sebagai contoh, pada tahun 2015, perusahaan otomotif 

Volkswagen terlibat dalam skandal yang dikenal dengan nama 

"dieselgate". Perusahaan ini mengklaim bahwa mobil diesel mereka 

adalah kendaraan yang ramah lingkungan, namun terungkap bahwa 

mereka telah memasang perangkat lunak yang memanipulasi hasil 

uji emisi kendaraan untuk menunjukkan emisi yang lebih rendah dari 

kenyataan. Volkswagen menggunakan green-washing untuk 

menciptakan citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap 
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lingkungan, namun pada kenyataannya, kendaraan mereka 

menyebabkan polusi udara yang lebih tinggi daripada yang 

dilaporkan. Kasus ini adalah salah satu contoh terbesar dari green-

washing dalam sejarah industri otomotif. 

Selain itu, sektor industri tekstil juga sering terlibat dalam 

praktik green-washing. Beberapa perusahaan pakaian mengklaim 

bahwa produk mereka dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan 

seperti kain organik atau daur ulang, namun sebagian besar dari 

klaim tersebut tidak dapat diverifikasi atau bahkan tidak didukung 

oleh bukti nyata. Misalnya, pada tahun 2019, sejumlah merek fashion 

besar, seperti H&M, mengklaim bahwa mereka menawarkan produk 

yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, tetapi setelah 

investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa praktik mereka tidak 

sepenuhnya mendukung klaim tersebut. Meskipun mereka 

meningkatkan jumlah bahan ramah lingkungan dalam produk 

mereka, sebagian besar produk masih diproduksi dengan cara yang 

tidak sepenuhnya berkelanjutan atau tidak mendukung 

kesejahteraan pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan mereka. 

Green-washing tidak hanya merusak kredibilitas perusahaan, 

tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. 

Berdasarkan penelitian oleh Lyon dan Montgomery (2015), green-

washing sering kali menurunkan tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap klaim keberlanjutan dan memicu skeptisisme terhadap 

perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk perubahan. 

Dalam konteks dampak lingkungan, penelitian menunjukkan bahwa 

praktik green-washing menghalangi pencapaian kebijakan 
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keberlanjutan yang efektif dan memperlambat inovasi teknologi 

ramah lingkungan (Walker & Wan, 2012). Di sektor industri ekstraktif, 

misalnya, beberapa perusahaan yang terlibat dalam klaim ramah 

lingkungan seringkali tidak memiliki prosedur yang memadai untuk 

mengelola dampak ekologis dari operasional mereka, menyebabkan 

kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem (Lyon & Montgomery, 

2015). Dampak negatif lainnya adalah ketidakadilan sosial, di mana 

perusahaan sering menutupi masalah sosial atau eksploitasi pekerja 

dengan klaim keberlanjutan (Bowen, 2013). 

Fenomena green-washing tidak hanya terjadi pada 

perusahaan besar. Banyak perusahaan kecil dan menengah, 

terutama yang beroperasi dalam industri ekstraktif, juga terlibat 

dalam klaim green-washing. Mereka sering kali mengklaim bahwa 

mereka mematuhi standar keberlanjutan tertentu, padahal praktik 

mereka tidak mencerminkan komitmen terhadap lingkungan. 

Sebagai contoh, beberapa perusahaan tambang di Indonesia 

mengklaim bahwa mereka telah melakukan reforestasi atau restorasi 

lahan pasca tambang, namun setelah dilakukan audit, ditemukan 

bahwa sebagian besar dari upaya tersebut hanya dilakukan di 

sebagian kecil area dan tidak dilakukan dengan benar. Dalam 

beberapa kasus, perusahaan bahkan menggunakan klaim 

keberlanjutan untuk menghindari regulasi atau untuk mengurangi 

kewajiban lingkungan mereka. 

Praktik green-washing memiliki dampak yang signifikan bagi 

masyarakat dan lingkungan. Salah satu dampak utamanya adalah 

pengurangan tingkat kepercayaan publik terhadap klaim 
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keberlanjutan perusahaan. Ketika konsumen merasa tertipu oleh 

klaim green-washing, mereka menjadi semakin skeptis terhadap 

perusahaan-perusahaan yang mengklaim memiliki kebijakan ramah 

lingkungan. Ini dapat menyebabkan pengurangan dukungan 

terhadap perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk 

keberlanjutan dan menghambat upaya kolektif untuk memerangi 

masalah lingkungan yang lebih besar. 

Bagi masyarakat, green-washing dapat menyebabkan 

kebingungan dalam membuat keputusan pembelian yang 

didasarkan pada pertimbangan lingkungan. Konsumen yang 

berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dengan 

memilih produk-produk yang lebih berkelanjutan atau ramah 

lingkungan sering kali tertipu oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. 

Ini mengarah pada keputusan pembelian yang tidak efektif dalam 

mengurangi jejak karbon mereka, padahal mereka sebenarnya 

menghabiskan uang untuk produk yang tidak sejalan dengan nilai-

nilai keberlanjutan mereka. Green-washing sering kali memanfaatkan 

kecenderungan konsumen untuk mencari solusi cepat dan mudah 

dalam memilih produk yang lebih ramah lingkungan, namun tanpa 

mempertimbangkan seberapa besar dampak sebenarnya dari 

produk tersebut terhadap planet ini. 

Dampak lingkungan dari green-washing sangat besar, 

terutama jika klaim ramah lingkungan tersebut digunakan untuk 

menghindari regulasi yang sebenarnya dapat melindungi 

lingkungan. Ketika perusahaan terlibat dalam green-washing, 

mereka cenderung tidak melakukan perubahan substantif dalam 
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operasional mereka untuk mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan yang mengklaim produk 

mereka "ramah lingkungan" tetapi tidak mengurangi emisi gas 

rumah kaca mereka atau mengelola limbah secara efektif, tetap 

berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih besar. Ini juga 

menghalangi terciptanya kebijakan yang lebih efektif untuk 

mengatasi masalah lingkungan, karena perusahaan yang terlibat 

dalam green-washing sering kali menggunakan citra keberlanjutan 

mereka untuk menghindari tindakan regulasi yang lebih ketat. 

Lebih lanjut, green-washing juga dapat memperburuk 

masalah sosial, seperti ketidakadilan dalam rantai pasokan. Dalam 

beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam green-washing 

sering kali menutupi kondisi kerja yang buruk, eksploitasi pekerja, 

atau dampak sosial lainnya dengan klaim keberlanjutan yang tidak 

terverifikasi. Misalnya, dalam industri pertambangan, beberapa 

perusahaan menggunakan klaim reforestasi sebagai alat pemasaran 

meskipun mereka terus merusak ekosistem dan mengabaikan hak-

hak masyarakat lokal. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen 

yang tertipu, tetapi juga merugikan pekerja dan komunitas yang 

terkena dampak langsung dari operasi perusahaan tersebut. 

Selain itu, dampak green-washing juga terkait dengan 

penghambatan inovasi yang sebenarnya diperlukan untuk 

menciptakan produk dan proses yang benar-benar berkelanjutan. 

Ketika perusahaan memilih untuk terlibat dalam green-washing alih-

alih melakukan perubahan nyata dalam cara mereka beroperasi, 

mereka mengalihkan perhatian dari solusi yang lebih inovatif dan 
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efektif untuk masalah lingkungan. Hal ini dapat memperlambat 

kemajuan dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan 

praktik bisnis berkelanjutan yang benar-benar dapat mengurangi 

dampak industri terhadap planet ini. Sebagai contoh, dalam industri 

energi, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam green-washing 

mungkin berfokus pada klaim bahwa mereka menggunakan energi 

terbarukan, padahal mereka masih bergantung pada energi fosil 

atau tidak mengurangi emisi secara signifikan. 

Green-washing adalah fenomena yang merugikan baik bagi 

perusahaan, konsumen, maupun lingkungan. Praktik ini merusak 

kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan, menciptakan 

kebingungan di kalangan konsumen, dan menghalangi kemajuan 

dalam pencapaian tujuan keberlanjutan global. Di sektor industri 

ekstraktif, green-washing dapat memperburuk kerusakan lingkungan 

dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting 

bagi perusahaan, regulator, dan masyarakat untuk lebih waspada 

terhadap praktik green-washing dan memastikan bahwa klaim 

keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar didasarkan 

pada tindakan yang substansial dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Keberlanjutan sejati hanya akan tercapai jika perusahaan benar-

benar mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 

pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi. 

Green-washing berpotensi merusak upaya kolektif untuk 

mencapai keberlanjutan yang lebih luas, baik di tingkat perusahaan, 

masyarakat, maupun lingkungan. Praktik ini menyebabkan 

kebingungan di kalangan konsumen dan merusak kepercayaan 
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terhadap klaim keberlanjutan. Dalam sektor industri ekstraktif, green-

washing sering digunakan untuk menghindari regulasi yang lebih 

ketat atau menutupi dampak negatif operasional terhadap 

lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan 

keberlanjutan secara efektif, penting untuk menuntut transparansi 

yang lebih besar dalam laporan keberlanjutan dan mengidentifikasi 

klaim green-washing (Delmas & Burbano, 2011). Ini mencakup 

penerapan regulasi yang lebih ketat, pengawasan terhadap laporan 

keberlanjutan, dan peningkatan kesadaran publik terhadap praktik 

ini. 

2.2 Keterbukaan dalam Industri Ekstraktif  

Transparansi dalam konteks industri mengacu pada tingkat 

keterbukaan dan kejelasan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait operasionalnya, 

kebijakan, serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang 

dilakukan. Dalam sektor industri ekstraktif, transparansi menjadi 

sangat penting karena perusahaan-perusahaan di sektor ini sering 

kali beroperasi di wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Menurut Bovens (2007), transparansi 

tidak hanya melibatkan pengungkapan informasi tentang aktivitas 

finansial, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan berinteraksi 

dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar dan 

pemerintah, serta bagaimana mereka mengelola dampak sosial dan 

lingkungan dari operasional mereka. Dalam industri ekstraktif, ini 

berarti bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang 

terbuka dan dapat diakses mengenai kegiatan penambangan, 
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pengelolaan limbah, serta upaya mitigasi yang dilakukan untuk 

meminimalkan kerusakan lingkungan. 

Sebagai contoh, industri pertambangan di Indonesia sangat 

bergantung pada sumber daya alam yang melibatkan tanah dan air, 

serta ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan memerlukan pengungkapan yang 

jelas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas 

penambangan, baik dalam hal kerusakan lingkungan maupun 

dampak sosial kepada masyarakat yang terlibat atau terkena 

dampaknya. Transparansi dalam hal ini dapat mencakup pelaporan 

tahunan mengenai jumlah sumber daya yang dieksploitasi, emisi 

yang dihasilkan, serta pemulihan yang dilakukan setelah kegiatan 

penambangan selesai (Lyon & Montgomery, 2015). Dengan 

demikian, transparansi menjadi alat untuk mengurangi potensi 

penyalahgunaan sumber daya alam yang dapat mengarah pada 

green-washing, di mana perusahaan mengklaim melakukan upaya 

ramah lingkungan tanpa bukti yang jelas. 

Prinsip dasar transparansi dalam sektor industri ekstraktif 

dapat dilihat dari pengungkapan informasi yang akurat, tepat waktu, 

dan relevan. Hal ini termasuk informasi tentang kebijakan 

perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, bagaimana 

mereka mengelola dampak sosial dan ekonomi terhadap komunitas 

lokal, serta sejauh mana perusahaan mengikuti standar internasional 

dalam operasional mereka. Dalam banyak kasus, keberlanjutan dan 

tanggung jawab sosial perusahaan sering kali menjadi isu yang 

tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan yang tidak memadai 
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atau tidak dapat diverifikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

berkomitmen untuk melaporkan secara terbuka dan mendetail 

tentang kebijakan dan praktik operasional mereka yang terkait 

dengan keberlanjutan dan transparansi (Kolk, 2003). 

Salah satu prinsip transparansi yang sangat penting dalam 

industri ekstraktif adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan 

informasi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan mengenai kegiatan mereka, yang 

mencakup pengelolaan dampak lingkungan dan hubungan dengan 

komunitas sekitar. Perusahaan yang transparan dalam hal ini akan 

menyediakan laporan yang mencakup informasi terkait dengan 

penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian 

emisi, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan 

operasional mereka. Dalam sektor ekstraktif, ini juga termasuk 

pengungkapan informasi mengenai proyek-proyek yang dilakukan, 

terutama terkait dengan kontribusi perusahaan terhadap 

pembangunan ekonomi lokal dan pengelolaan sosial (Cummings & 

Lee, 2018). Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di sektor 

minyak dan gas atau pertambangan harus mengungkapkan 

bagaimana mereka meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan 

dan apa saja tindakan yang mereka ambil untuk mengurangi emisi 

gas rumah kaca dari kegiatan operasional mereka. 

Prinsip kedua dalam transparansi yang relevan dalam sektor 

industri ekstraktif adalah keterlibatan stakeholder. Keterlibatan 

stakeholder menuntut perusahaan untuk membuka saluran 

komunikasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak langsung atau 
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tidak langsung oleh operasional mereka. Ini mencakup pemerintah, 

masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta 

pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan terhadap 

pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan. 

Menurut Scherer & Palazzo (2011), melibatkan pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan 

informasi sangat penting untuk memastikan bahwa operasional 

perusahaan tetap pada jalur yang sesuai dengan harapan 

masyarakat dan norma sosial. Stakeholder yang terlibat ini juga 

berfungsi sebagai pengawas terhadap dampak yang ditimbulkan 

oleh industri ekstraktif, serta memastikan bahwa perusahaan 

menjalankan praktik yang berkelanjutan dan tidak merugikan. 

Akuntabilitas yang jelas merupakan prinsip ketiga yang tidak 

kalah penting dalam konteks transparansi. Akuntabilitas 

mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mengungkapkan 

informasi tentang operasi mereka, tetapi juga untuk bertanggung 

jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dalam 

sektor ekstraktif, ini berarti bahwa perusahaan harus dapat 

memberikan bukti yang jelas tentang bagaimana mereka mengelola 

dampak lingkungan dan sosial serta bagaimana mereka 

memperbaiki kesalahan yang terjadi. Akuntabilitas ini juga 

mencakup pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, 

serta penerapan sanksi bagi perusahaan yang gagal memenuhi 

standar transparansi dan keberlanjutan. Dengan demikian, prinsip 

akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab 
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atas setiap keputusan yang diambil, baik itu dalam hal kebijakan 

lingkungan maupun pengelolaan sumber daya alam. 

Prinsip transparansi lainnya yang relevan dalam sektor industri 

ekstraktif adalah konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaporan. 

Perusahaan tidak hanya harus menyajikan data dan laporan yang 

akurat, tetapi juga harus melakukannya secara konsisten dan 

berkelanjutan. Dalam industri ekstraktif, ini berarti bahwa laporan 

yang dikeluarkan perusahaan harus mencakup data tahunan tentang 

kegiatan operasional mereka, serta bagaimana mereka menangani 

masalah lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Keberlanjutan 

ini juga mencakup upaya jangka panjang perusahaan dalam hal 

pemulihan lahan pasca-penambangan atau rehabilitasi lingkungan. 

Laporan yang konsisten dan berkelanjutan membantu membangun 

kepercayaan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, serta 

menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip 

keberlanjutan yang lebih luas (Lehman, 2004). 

Terakhir, transparansi dalam sektor ekstraktif juga harus 

mematuhi standar internasional. Di banyak negara, termasuk 

Indonesia, perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif 

diwajibkan untuk mematuhi standar internasional dalam pelaporan 

dan pengelolaan operasional mereka. Misalnya, standar Global 

Reporting Initiative (GRI) dan Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI) telah diadopsi oleh banyak perusahaan besar sebagai 

pedoman dalam pelaporan kinerja mereka, baik dari segi finansial 

maupun dampak sosial dan lingkungan. Kepatuhan terhadap 

standar-standar internasional ini memastikan bahwa laporan yang 
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diberikan memenuhi ekspektasi global terkait keberlanjutan dan 

transparansi, serta memberikan kredibilitas tambahan terhadap 

klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan (EITI, 2016). 

Secara keseluruhan, transparansi dalam sektor industri 

ekstraktif sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan dan menjaga kepercayaan publik. Penerapan prinsip-

prinsip transparansi seperti keterbukaan informasi, keterlibatan 

stakeholder, akuntabilitas, konsistensi dalam pelaporan, serta 

kepatuhan terhadap standar internasional dapat mendorong praktik 

yang lebih berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab di sektor ini. 

Dengan transparansi yang baik, perusahaan tidak hanya dapat 

memperbaiki citra mereka, tetapi juga dapat berkontribusi positif 

terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlindungan 

lingkungan di wilayah operasional mereka. 

2.3 Industri Ekstraktif dan Dampaknya terhadap Lingkungan 

Industri ekstraktif yang mencakup kegiatan eksplorasi dan 

pengambilan sumber daya alam seperti batu bara, logam, minyak, 

dan gas adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Di provinsi 

Jawa Timur dan Jawa Barat, industri ekstraktif berperan penting 

dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional. Meskipun 

sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan dan menyumbang 

pendapatan besar melalui pajak dan ekspor, dampak negatifnya 

terhadap lingkungan sering kali terabaikan. Kerusakan ekosistem, 

degradasi lahan, polusi, dan perubahan iklim adalah beberapa dari 

banyak masalah yang ditimbulkan oleh industri ini. Oleh karena itu, 

penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sektor 
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ekstraktif di kedua provinsi ini beroperasi dan dampak lingkungan 

yang ditimbulkannya (Ge & He, 2020). 

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu penghasil batubara 

terbesar di Indonesia, dengan sejumlah wilayah pertambangan 

batubara yang beroperasi secara intensif, seperti di kawasan Kutai 

dan Malang. Selain batubara, industri ekstraktif juga mencakup 

pertambangan minyak dan gas, serta eksploitasi mineral lainnya 

yang berpotensi merusak lingkungan. Di Jawa Barat, industri 

ekstraktif lebih berfokus pada bahan baku konstruksi seperti pasir, 

batu, dan kerikil. Meskipun industri ekstraktif berkontribusi besar 

terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor ini juga membawa 

tantangan lingkungan yang harus diatasi dengan bijak (Felli & Reig, 

2018). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sering kali 

berujung pada pengrusakan ekosistem, dengan sedikit perhatian 

diberikan terhadap keseimbangan alam. 

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh sektor ini tidak 

hanya memengaruhi kondisi fisik lingkungan tetapi juga masyarakat 

yang tinggal di sekitarnya. Banyak komunitas yang menggantungkan 

hidup pada sektor pertanian dan perikanan kini terancam kehilangan 

mata pencaharian mereka akibat pencemaran dan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi. Degradasi 

tanah dan pencemaran air serta udara menjadi masalah utama yang 

mengancam keberlanjutan hidup mereka (Ahi & Searcy, 2017). 

Salah satu dampak terbesar dari industri ekstraktif adalah 

pencemaran air yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Dalam 

banyak kasus, limbah dari proses pengolahan batubara atau mineral 
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lainnya mengalir ke sungai dan saluran air, membawa zat berbahaya 

seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Pencemaran ini tidak 

hanya merusak kualitas air yang digunakan oleh masyarakat 

setempat tetapi juga menghancurkan ekosistem perairan dan 

mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies air. Di Jawa 

Timur, pertambangan batubara di sekitar daerah pesisir 

mengakibatkan penurunan kualitas air yang digunakan untuk 

keperluan domestik dan pertanian. Air yang tercemar menyebabkan 

kerusakan pada tanaman serta mengurangi hasil tangkapan ikan 

bagi para nelayan (Zeng & Xu, 2019). 

Selain pencemaran air, polusi udara yang dihasilkan oleh 

pembakaran batubara dan bahan bakar fosil lainnya juga menjadi 

masalah serius. Aktivitas pembukaan tambang, pengolahan mineral, 

serta transportasi batubara menghasilkan partikel debu dan emisi 

gas rumah kaca yang mengganggu kualitas udara. Di Jawa Barat, 

khususnya di daerah yang dekat dengan tambang dan pabrik 

pengolahan, polusi udara telah mencapai tingkat yang 

membahayakan kesehatan manusia. Masyarakat setempat sering kali 

mengeluh tentang meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan 

gangguan kesehatan lainnya akibat polusi udara yang dihasilkan 

oleh sektor industri ekstraktif (World Bank, 2015). 

Industri ekstraktif juga berperan dalam kerusakan 

keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi 

kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan besar-besaran di 

hutan dan daerah-daerah yang kaya akan biodiversitas, seperti di 

kawasan hutan tropis Jawa Timur, menyebabkan hilangnya habitat 
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alami bagi banyak spesies. Deforestasi yang disebabkan oleh 

kegiatan ekstraktif sering kali berdampak pada hilangnya vegetasi 

yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 

Kehilangan habitat ini mengancam populasi flora dan fauna lokal, 

yang pada gilirannya mengurangi biodiversitas di wilayah tersebut 

(Høvring & Marks, 2019). 

Lebih jauh lagi, hilangnya habitat juga menyebabkan 

fragmentasi ekosistem, yang mengurangi kemampuan spesies untuk 

berkembang biak dan bertahan hidup. Selain itu, pembukaan lahan 

untuk pertambangan membuka jalan bagi kegiatan ilegal lainnya, 

seperti perburuan liar dan penebangan hutan tanpa izin. Sebagai 

contoh, di beberapa area pertambangan di Jawa Timur, terdapat 

penurunan signifikan dalam jumlah spesies endemik, seperti burung 

merak dan satwa liar lainnya, yang sangat bergantung pada hutan 

untuk tempat berlindung dan sumber makanan mereka. 

Erosi tanah menjadi salah satu masalah yang tak terhindarkan 

dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Penambangan terbuka, 

yang sering kali menghilangkan lapisan atas tanah yang subur, 

menyebabkan kerusakan serius pada tanah pertanian di sekitar 

daerah pertambangan. Sebagai contoh, di daerah Malang, kegiatan 

pertambangan batubara dan pasir telah menyebabkan erosi tanah 

yang begitu parah sehingga tanah yang dulunya subur kini menjadi 

gundul dan tidak produktif. Erosi ini juga berkontribusi pada 

peningkatan risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir, yang 

semakin mengancam masyarakat yang tinggal di daerah hilir (Ge & 

He, 2020). 
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Selain erosi, degradasi lahan yang terjadi akibat 

pertambangan juga berdampak pada perubahan penggunaan lahan 

yang tidak terkendali. Banyak lahan yang sebelumnya digunakan 

untuk pertanian dan konservasi kini beralih fungsi menjadi area 

pertambangan yang tidak dapat dipulihkan lagi dengan mudah. 

Selain itu, keberadaan tambang yang terbuka mengubah aliran air 

dan sistem drainase alami, menyebabkan bencana banjir yang lebih 

sering. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kerugian 

ekonomi besar bagi petani lokal yang bergantung pada lahan subur 

dan ekosistem alami untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka 

(Felli & Reig, 2018). 

Untuk mengatasi dampak negatif dari industri ekstraktif, 

beberapa solusi mitigasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah 

dengan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 

yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dalam industri 

pertambangan batubara, teknologi pengolahan yang lebih efisien 

dapat digunakan untuk mengurangi limbah dan pencemaran yang 

dihasilkan. Penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca, serta metode untuk mengendalikan debu yang terlepas 

selama proses pengangkutan dan pengolahan batubara, dapat 

membantu mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara (Ahi 

& Searcy, 2017). 

Program reklamasi lahan juga sangat penting untuk 

mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan. 

Reklamasi yang efektif tidak hanya melibatkan penanaman kembali 

vegetasi di lahan yang telah terdegradasi, tetapi juga melibatkan 
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pengelolaan air dan tanah untuk mengembalikan ekosistem yang 

telah hilang. Dalam hal ini, peran pemerintah dan sektor swasta 

sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan 

pertambangan mematuhi standar lingkungan yang ketat dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan operasional mereka (Zeng & 

Xu, 2019). 

Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memang 

berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, tetapi dampak 

lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Pencemaran air dan 

udara, degradasi lahan, dan kerusakan keanekaragaman hayati 

menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan. Untuk memastikan 

keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, penting 

untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, melakukan 

reklamasi lahan pasca-pertambangan, dan menegakkan regulasi 

yang ketat bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri 

ekstraktif. Tanpa upaya mitigasi yang serius, sektor ekstraktif akan 

terus berisiko menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki, 

baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. 

2.4 Menghubungkan Greenwashing dan Transparansi di Industri 

Ekstraktif 

Industri ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, 

serta kehutanan, merupakan sektor yang sangat penting bagi 

perekonomian, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang sangat 

besar. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam sering kali 

berkontribusi pada kerusakan lingkungan, mulai dari degradasi 

tanah, polusi udara dan air, hingga hilangnya biodiversitas. Dalam 
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upaya untuk membangun citra yang lebih ramah lingkungan, banyak 

perusahaan di sektor ini terlibat dalam praktik green-washing, di 

mana mereka membuat klaim keberlanjutan yang tidak dapat 

dibuktikan atau bahkan menyesatkan. Fenomena ini semakin 

mendapat perhatian karena meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan. Di sisi lain, 

transparansi menjadi aspek kunci yang dapat mengatasi green-

washing, dengan memungkinkan pengawasan yang lebih baik atas 

klaim-klaim yang dibuat oleh perusahaan dan memastikan bahwa 

dampak lingkungan mereka tercatat secara akurat. Kerangka 

pemikiran dalam buku ini berfokus pada bagaimana green-washing 

terjadi di industri ekstraktif, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, 

serta pentingnya transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan. 

Untuk menganalisis fenomena green-washing dalam industri 

ekstraktif, diperlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi 

bagaimana perusahaan menggunakan pemasaran hijau atau klaim 

keberlanjutan untuk meningkatkan citra mereka, meskipun tidak ada 

perubahan signifikan yang dilakukan di tingkat operasional. Salah 

satu pendekatan yang sering digunakan adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang mencakup tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan. CSR ini sangat penting karena dapat 

membantu kita memahami motivasi perusahaan dalam mengklaim 

bahwa mereka lebih peduli terhadap lingkungan daripada 

kenyataannya (Porter & Kramer, 2011). Dalam hal ini, green-washing 

terjadi ketika perusahaan memasukkan elemen keberlanjutan dalam 



41 
 

strategi pemasaran mereka untuk menarik konsumen atau 

pemangku kepentingan tanpa didukung oleh bukti nyata atau 

tindakan yang konkret. Model ini memeriksa klaim keberlanjutan 

dalam konteks CSR dan apakah mereka benar-benar mencerminkan 

praktek operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Pendekatan berikutnya adalah Green Marketing Model, yang 

lebih fokus pada hubungan antara pemasaran hijau dan klaim 

keberlanjutan yang tidak terbukti. Green-washing seringkali terjadi 

dalam konteks pemasaran ini, di mana perusahaan mengklaim 

bahwa mereka beroperasi secara ramah lingkungan tanpa 

memberikan bukti yang dapat diverifikasi (Delmas & Burbano, 2011). 

Dalam industri ekstraktif, ini dapat dilihat pada klaim-klaim yang tidak 

mendalam atau berfokus pada isu-isu yang lebih bersifat kosmetik 

daripada solusi substansial terhadap kerusakan lingkungan yang 

mereka timbulkan. Misalnya, sebuah perusahaan tambang dapat 

mengklaim bahwa mereka menggunakan energi terbarukan dalam 

sebagian kecil operasional mereka, meskipun mayoritas operasional 

mereka tetap bergantung pada energi fosil yang mencemari. Green-

washing seperti ini mengarah pada misinformasi dan dapat merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap klaim keberlanjutan perusahaan. 

Dalam konteks green-washing, teori Stakeholder yang 

dikembangkan oleh Freeman (1984) sangat relevan untuk mengkaji 

interaksi perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. 

Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki 

tanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada 

seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, dan 
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kelompok lingkungan. Green-washing seringkali terjadi ketika 

perusahaan lebih memperhatikan citra di hadapan stakeholder, 

seperti investor atau konsumen, daripada benar-benar berfokus 

pada pengelolaan dampak lingkungan mereka. Dalam hal ini, 

perusahaan bisa saja melakukan kampanye pemasaran hijau yang 

intensif, tetapi tidak menyertakan pemangku kepentingan dalam 

proses pengambilan keputusan yang sebenarnya, atau bahkan 

menghindari pengawasan eksternal yang dapat memvalidasi klaim 

mereka. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk lebih memahami 

bagaimana perusahaan berusaha memenuhi harapan stakeholder 

tanpa benar-benar mengubah praktik operasional mereka yang 

merusak lingkungan. 

Transparansi dalam industri ekstraktif memainkan peran yang 

sangat penting untuk mengatasi green-washing dan memastikan 

bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-

benar dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi tidak hanya 

mengacu pada keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan 

dalam aspek lingkungan, tetapi juga mencakup transparansi proses, 

yaitu sejauh mana perusahaan melibatkan stakeholder dalam 

pengambilan keputusan dan apakah mereka memberikan akses 

kepada publik untuk memantau dampak lingkungan yang 

ditimbulkan oleh operasi mereka. Salah satu model transparansi 

yang digunakan dalam analisis ini adalah Integrated Reporting (IR), 

yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tidak 

hanya tentang kinerja finansial, tetapi juga tentang kinerja 

lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka. Model ini relevan 
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karena sektor ekstraktif seringkali terlibat dalam kontroversi 

mengenai kerusakan lingkungan, dan pengungkapan yang lebih 

mendalam dapat mengurangi kemungkinan green-washing serta 

meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Eccles & Krzus, 2018). 

Sebagai bagian dari upaya transparansi, Regulatory 

Transparency Model memperkenalkan gagasan bahwa perusahaan 

harus mematuhi regulasi yang mengharuskan mereka untuk 

mengungkapkan informasi yang relevan tentang dampak 

lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan mereka. Di banyak 

negara, termasuk Indonesia, regulasi mengenai transparansi 

informasi lingkungan sudah ada, namun implementasinya seringkali 

kurang efektif. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari 

pihak eksternal, seperti lembaga lingkungan, masyarakat sipil, atau 

organisasi non-pemerintah, perusahaan akan lebih terdorong untuk 

memberikan laporan yang lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang dampak lingkungan mereka. Ini 

juga berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan 

bukan hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, 

tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih transparan 

dengan masyarakat. 

Dalam era digital, teknologi seperti blockchain dapat 

memainkan peran besar dalam meningkatkan transparansi di sektor 

ekstraktif. Dengan teknologi ini, setiap transaksi yang terkait dengan 

sumber daya alam yang diekstraksi dapat direkam secara digital dan 

transparan, yang memungkinkan publik untuk melacak asal-usul dan 

penggunaan sumber daya tersebut. Penggunaan teknologi 
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blockchain dapat memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang 

dibuat oleh perusahaan tidak dapat dipalsukan atau dimanipulasi, 

serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses 

informasi secara real-time mengenai dampak lingkungan yang 

ditimbulkan oleh perusahaan. Teknologi ini tidak hanya membantu 

mengurangi green-washing, tetapi juga memperkuat kepercayaan 

publik terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif. 

Model Trust and Transparency (Mayer et al., 1995) adalah 

pendekatan lain yang relevan untuk mengkaji hubungan antara 

perusahaan dan pemangku kepentingan mereka dalam konteks 

transparansi. Model ini menekankan bahwa transparansi adalah salah 

satu faktor utama yang membangun kepercayaan antara perusahaan 

dan stakeholder, dan kepercayaan ini sangat penting untuk 

mengurangi praktek green-washing. Tanpa transparansi yang 

memadai, klaim perusahaan mengenai keberlanjutan dan dampak 

lingkungan mereka tidak akan dipercaya oleh publik, bahkan jika 

klaim tersebut didasarkan pada data yang benar. Kepercayaan ini 

harus dibangun melalui pengungkapan yang jujur dan akurat, serta 

komitmen nyata dari perusahaan untuk mengurangi dampak 

lingkungan mereka. Dengan demikian, penerapan model ini dapat 

meningkatkan integritas perusahaan dan meminimalkan 

kemungkinan green-washing yang merugikan. 

Kerangka pemikiran dalam buku ini memberikan gambaran 

yang komprehensif tentang bagaimana green-washing dan 

transparansi saling berhubungan dalam sektor industri ekstraktif. 

Melalui penerapan berbagai model dan teori, seperti CSR, Green 
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Marketing, Stakeholder Theory, dan transparansi informasi serta 

proses, kita dapat memahami bagaimana perusahaan dapat terjebak 

dalam praktik green-washing dan bagaimana transparansi dapat 

menjadi solusi untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang 

dibuat oleh perusahaan adalah sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini sangat penting untuk 

menciptakan industri ekstraktif yang lebih bertanggung jawab 

terhadap lingkungan dan lebih transparan dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 
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Bab 3 

Potret Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan 

Jawa Barat: Tantangan dan Realitas 

Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor strategis yang 

berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jawa 

Timur dan Jawa Barat, sebagai dua provinsi dengan potensi sumber 

daya alam yang melimpah, memainkan peran penting dalam sektor 

ini. Aktivitas industri ekstraktif di kedua wilayah ini mencakup 

pertambangan batu bara, minyak dan gas, mineral non-logam, 

hingga kehutanan. Meskipun memberikan dampak ekonomi yang 

besar, sektor ini juga menghadirkan tantangan lingkungan dan sosial 

yang tidak dapat diabaikan, seperti degradasi tanah, pencemaran air, 

dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

lebih dalam profil dan karakteristik industri ekstraktif di kedua 

provinsi ini. 

Jawa Timur, dengan kekayaan sumber daya seperti batu bara 

dan nikel, menjadi pusat aktivitas pertambangan yang signifikan, 

sementara Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor 

pertambangan mineral non-logam dan energi terbarukan seperti 

panas bumi. Kedua provinsi ini tidak hanya menjadi penghasil utama 

sumber daya alam bagi kebutuhan domestik tetapi juga untuk pasar 

ekspor internasional. Namun, eksploitasi yang tidak terkelola dengan 

baik sering kali berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik 

sosial, terutama di wilayah yang masyarakatnya bergantung pada 

sumber daya alam sebagai sumber penghidupan utama. 
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Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

komprehensif mengenai profil industri ekstraktif di Jawa Timur dan 

Jawa Barat, meliputi potensi sumber daya, karakteristik aktivitas 

industri, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Dengan memahami dinamika yang ada, diharapkan 

dapat menjadi dasar untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang 

diperlukan guna mendorong transparansi, keberlanjutan, dan 

akuntabilitas di sektor industri ekstraktif di kedua provinsi ini. 

3.1 Sejarah dan Perkembangan Industri Ekstraktif 

Sektor ekstraktif, yang mencakup aktivitas pengambilan dan 

pemanfaatan sumber daya alam, memainkan peran penting dalam 

perekonomian Indonesia. Di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, 

sektor ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama tetapi juga 

memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi 

daerah. Sumber daya alam yang melimpah di kedua provinsi ini, 

seperti batu bara, tembaga, minyak, gas, marmer, dan kelapa sawit, 

telah mendorong pertumbuhan industri ekstraktif yang mengubah 

wajah ekonomi lokal dari masa ke masa. Namun, seiring 

berkembangnya industri ini, tantangan terkait keberlanjutan dan 

dampak lingkungan juga muncul sebagai isu yang semakin 

mendesak. 

Sejak masa kolonial Belanda, Jawa Timur sudah dikenal 

sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah. Pada abad ke-19, daerah ini menjadi pusat produksi gula 

yang besar, terutama di pesisir selatan. Pabrik-pabrik gula yang 

tersebar di beberapa kabupaten seperti Probolinggo dan Situbondo 
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memainkan peran vital dalam perekonomian kolonial. Selain itu, 

tambang marmer di Tulungagung dan tembaga di Banyuwangi turut 

menarik perhatian Belanda. Aktivitas-aktivitas ini mendasari 

perkembangan industri ekstraktif di Jawa Timur yang terus 

berkembang hingga pasca kemerdekaan Indonesia. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, sektor ekstraktif di Jawa 

Timur semakin berkembang, dengan pertambangan batu bara 

menjadi salah satu pilar utama. Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan 

Trenggalek menjadi pusat penghasil batu bara terbesar di provinsi 

ini. Pada 1970-an, pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan batu 

bara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, dan sejak saat itu, 

kawasan timur Pulau Jawa ini telah menjadi salah satu penghasil batu 

bara terbesar di Indonesia. Pertambangan batu bara di Jawa Timur 

tidak hanya mendongkrak perekonomian daerah, tetapi juga 

menjadi andalan ekspor yang menggerakkan sektor energi global. 

Selain batu bara, marmer juga menjadi salah satu komoditas 

ekstraktif yang terkenal di Jawa Timur, terutama di Kabupaten 

Tulungagung. Sejak zaman kolonial, daerah ini telah dikenal sebagai 

penghasil marmer berkualitas tinggi. Marmer Tulungagung 

digunakan dalam berbagai bangunan penting, baik di dalam negeri 

maupun untuk diekspor ke luar negeri. Pada dekade 1980-an hingga 

1990-an, industri marmer Tulungagung mengalami perkembangan 

pesat, dengan adanya peningkatan permintaan untuk proyek-proyek 

pembangunan baik domestik maupun internasional. Namun, dalam 

perkembangannya, industri ini menghadapi tantangan terkait 



49 
 

keberlanjutan, seperti kerusakan lingkungan akibat penambangan 

yang tidak terkelola dengan baik. 

Sektor energi, terutama minyak dan gas bumi, menjadi 

komponen penting dalam ekonomi Jawa Timur, dengan Sidoarjo 

sebagai salah satu pusatnya. Penemuan minyak di daerah ini pada 

1970-an membawa dampak signifikan terhadap sektor ekstraktif. 

Pada masa itu, eksplorasi minyak di wilayah ini terus berkembang 

dan mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Sumber daya alam 

ini juga menjadi andalan ekspor yang menguntungkan bagi 

Indonesia. Meskipun begitu, sektor minyak dan gas di Jawa Timur 

menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi dan 

produksi yang intensif. 

Sama halnya dengan Jawa Timur, Jawa Barat juga memiliki 

sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada abad 

ke-17, Jawa Barat dikenal sebagai penghasil kopi terbaik yang 

diekspor ke berbagai negara Eropa. Wilayah Puncak dan Cianjur 

menjadi pusat perkebunan kopi yang menggerakkan perekonomian 

daerah. Pada masa kolonial, ekspor kopi dari Jawa Barat menjadi 

salah satu komoditas utama yang mendukung ekonomi Indonesia, 

yang pada saat itu masih berada di bawah pemerintahan Belanda. 

Keberhasilan industri kopi ini memberikan fondasi bagi 

berkembangnya sektor ekstraktif lainnya di provinsi ini, seperti 

tembaga dan batu bara. 

Pada abad ke-20, Jawa Barat mulai memanfaatkan sumber 

daya mineral lainnya, seperti tembaga dan batu bara. Meskipun 
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sektor pertambangan di Jawa Barat tidak sebesar di Kalimantan atau 

Jawa Timur, namun kontribusinya terhadap ekonomi regional tetap 

signifikan. Di sekitar daerah Bandung dan Cirebon, ditemukan 

cadangan tembaga yang dieksploitasi untuk kebutuhan industri 

domestik. Aktivitas pertambangan batu bara di beberapa kabupaten 

juga turut memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah, 

meskipun sektor ini tidak berkembang sepesat di Jawa Timur. 

Memasuki abad ke-21, Jawa Barat mengalami transformasi 

besar dalam sektor ekstraktif dengan berkembangnya industri 

kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di wilayah Subang, Indramayu, 

dan Karawang semakin berkembang pesat seiring dengan 

meningkatnya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit. 

Walaupun sektor ini memberikan dampak ekonomi yang besar, 

keberlanjutannya menjadi isu penting. Konversi lahan hutan menjadi 

perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi yang 

signifikan dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan 

sumber daya alam di kawasan ini. 

Industri ekstraktif di kedua provinsi ini, meskipun memberikan 

kontribusi besar terhadap ekonomi, juga membawa dampak sosial 

dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Di Jawa Timur, aktivitas 

pertambangan batu bara dan marmer seringkali terkait dengan 

kerusakan lahan, polusi udara, dan pencemaran air. Begitu pula di 

Jawa Barat, ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan 

masalah lingkungan yang serius. Dampak sosialnya juga tidak kalah 

signifikan, di mana masyarakat lokal seringkali terjebak dalam 
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ketergantungan terhadap pekerjaan di sektor ekstraktif, namun 

dengan kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah. 

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengelola sektor 

ekstraktif dengan memperkenalkan berbagai kebijakan yang 

berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan yang lebih bijaksana. 

Di Jawa Timur, misalnya, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk 

mengurangi dampak negatif pertambangan batu bara terhadap 

lingkungan. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga telah 

memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait eksploitasi marmer 

dan tembaga. Di Jawa Barat, upaya untuk mendorong praktik kelapa 

sawit berkelanjutan semakin diperketat dengan penerapan sertifikasi 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 

Ke depan, sektor ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat 

menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan dan efisiensi 

pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah 

industri, menjadi solusi yang semakin diperhatikan oleh pemerintah 

dan pelaku industri. Selain itu, sektor ini harus beradaptasi dengan 

perubahan tren global yang mengutamakan keberlanjutan, sehingga 

industri ekstraktif tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber 

daya alam, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. 

Sejarah dan perkembangan sektor ekstraktif di Jawa Timur 

dan Jawa Barat menunjukkan bagaimana sektor ini telah 

bertransformasi menjadi pilar penting ekonomi daerah. Meskipun 

sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, 

tantangan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan perlu menjadi 
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perhatian serius. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan akan 

menjadi kunci agar sektor ekstraktif tetap dapat mendukung 

kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan 

keberlanjutan sumber daya alam. 

3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi di Jawa Timur dan Jawa Barat 

Jawa Timur dan Jawa Barat, dua provinsi besar di Pulau Jawa, 

memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. 

Kedua provinsi ini dikenal dengan keberagaman sumber daya 

alamnya, yang menjadi basis utama bagi berbagai sektor industri 

ekstraktif. Perekonomian di kedua provinsi ini didorong oleh sektor 

pertambangan, energi, dan perkebunan yang mengandalkan 

kekayaan alam, seperti batu bara, tembaga, minyak, gas, serta kelapa 

sawit. Namun, di balik potensi besar tersebut, sektor industri 

ekstraktif juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara 

terbesar di Indonesia, memiliki sektor ekstraktif yang sangat 

mendominasi perekonomian daerah. Aktivitas pertambangan batu 

bara di Bojonegoro, Trenggalek, dan Blitar memberikan kontribusi 

besar terhadap pendapatan daerah dan negara. Selain itu, sektor lain 

seperti pertambangan marmer di Tulungagung dan eksplorasi 

tembaga di Banyuwangi juga memperkuat struktur ekonomi di 

wilayah ini. Keberadaan industri ekstraktif ini mendukung sektor-

sektor terkait, seperti transportasi, perdagangan, dan konstruksi, 

yang secara langsung berperan dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 
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Meskipun sektor ekstraktif telah memberikan kontribusi besar 

terhadap perekonomian Jawa Timur, ketergantungan yang tinggi 

terhadap industri ini membawa risiko tertentu. Fluktuasi harga 

komoditas seperti batu bara dapat mempengaruhi kestabilan 

ekonomi daerah. Ketika harga batu bara dunia turun, pendapatan 

daerah yang mengandalkan sektor ini cenderung menurun. Selain 

itu, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap industri ekstraktif 

juga dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Masyarakat seringkali 

terjebak dalam pekerjaan dengan keterampilan terbatas, yang 

membuat mereka rentan terhadap perubahan dalam sektor ini. 

Industri ekstraktif di Jawa Timur juga membawa dampak sosial 

yang beragam. Di satu sisi, industri ini menciptakan banyak lapangan 

pekerjaan di sektor pertambangan, transportasi, dan industri 

pendukung lainnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau 

pabrik pengolahan sumber daya alam seringkali mendapatkan 

keuntungan langsung berupa pekerjaan dan peluang usaha kecil. 

Namun, kondisi kerja yang seringkali tidak memadai dan kurangnya 

jaminan sosial membuat banyak pekerja di sektor ini hidup dalam 

kondisi yang kurang sejahtera. Selain itu, ketidakpastian pendapatan 

di sektor ekstraktif membuat kesejahteraan sosial menjadi rentan. 

Jawa Barat, dengan industri ekstraktif yang berfokus pada 

pertanian, perkebunan, dan energi, menghadapi tantangan 

kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Sektor kelapa sawit 

yang berkembang pesat di Subang, Indramayu, dan Karawang telah 

menciptakan banyak lapangan pekerjaan, namun dampak sosialnya 

sangat kompleks. Sebagian besar tenaga kerja di sektor kelapa sawit 
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adalah pekerja harian dengan upah rendah dan kondisi kerja yang 

tidak terjamin. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar 

terhadap perekonomian daerah, ketimpangan pendapatan antara 

pekerja di sektor ekstraktif dan sektor lainnya menjadi masalah 

utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. 

Sektor kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung 

perekonomian Jawa Barat, dengan kontribusi signifikan terhadap 

ekspor Indonesia. Perkebunan kelapa sawit yang luas di beberapa 

daerah seperti Subang dan Indramayu menyumbang pada 

pertumbuhan ekonomi provinsi ini, khususnya dalam menciptakan 

lapangan kerja di pedesaan. Selain itu, pabrik pengolahan kelapa 

sawit turut membuka kesempatan bagi para pekerja di sektor 

industri. Namun, meskipun sektor ini menguntungkan dalam jangka 

pendek, dalam jangka panjang sektor kelapa sawit juga dihadapkan 

pada masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan yang 

merugikan. 

Di sisi lain, ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit 

di Jawa Barat membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti 

deforestasi dan kerusakan ekosistem. Praktik konversi lahan hutan 

menjadi perkebunan kelapa sawit mengancam keberagaman hayati 

dan menyebabkan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, dampak 

sosial dari ekspansi ini juga tampak, di mana beberapa komunitas 

lokal kehilangan akses ke lahan pertanian tradisional mereka dan 

terpaksa bergantung pada pekerjaan di perkebunan dengan kondisi 

kerja yang sering kali tidak menguntungkan. 
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Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat juga 

mendorong pembangunan infrastruktur yang signifikan. Di Jawa 

Timur, industri pertambangan batu bara mendorong pembangunan 

jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan, yang tidak hanya 

mendukung industri ekstraktif itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor 

lain seperti perdagangan dan logistik. Di Jawa Barat, keberadaan 

pabrik pengolahan kelapa sawit dan fasilitas energi lainnya juga 

memacu pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. 

Namun, meskipun pembangunan infrastruktur tersebut 

menguntungkan sektor industri, keuntungan ini sering kali tidak 

merata, dengan beberapa daerah yang jauh dari pusat industri tetap 

tertinggal. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jawa Timur dan 

Jawa Barat dalam sektor ekstraktif adalah penyediaan lapangan kerja 

yang berkelanjutan. Banyak pekerja di sektor pertambangan dan 

perkebunan berstatus sebagai pekerja harian yang tidak memiliki 

akses terhadap jaminan sosial atau pelatihan keterampilan. Ini 

menimbulkan masalah dalam menciptakan kesejahteraan jangka 

panjang bagi masyarakat yang bekerja di sektor ini. Pemerintah 

daerah telah berusaha memperkenalkan program pelatihan 

keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, namun 

implementasinya masih terbatas. 

Pemerintah daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat memainkan 

peran penting dalam mengelola sektor ekstraktif, baik melalui 

kebijakan regulasi maupun program pembangunan ekonomi. 

Beberapa kebijakan telah diterapkan untuk memastikan bahwa hasil 
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dari sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat yang lebih merata 

bagi masyarakat, seperti regulasi terkait tanggung jawab sosial 

perusahaan dan penerapan standar lingkungan yang ketat. Namun, 

pengawasan yang tidak konsisten dan ketergantungan ekonomi 

yang besar pada industri ekstraktif sering kali menghalangi 

tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

Ke depan, kedua provinsi ini memiliki peluang untuk 

mengalihkan fokus dari ketergantungan pada sektor ekstraktif 

menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Diversifikasi ekonomi yang mencakup sektor industri manufaktur, 

pariwisata, dan ekonomi digital dapat menciptakan lapangan kerja 

yang lebih beragam dan memberikan dampak yang lebih positif 

terhadap kesejahteraan sosial. Namun, untuk mencapai ini, perlu ada 

kebijakan yang lebih proaktif dalam pengembangan sektor-sektor ini 

dan perbaikan dalam sistem pendidikan serta pelatihan 

keterampilan untuk tenaga kerja. 

Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memang 

memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, 

namun dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan 

perlu menjadi perhatian lebih. Untuk menciptakan pembangunan 

yang lebih inklusif dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan 

sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya 

alam dengan bijak dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian 

kecil saja. Transformasi ini akan membutuhkan perubahan kebijakan 
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yang lebih berpihak pada keberlanjutan sosial dan lingkungan demi 

masa depan yang lebih sejahtera. 

3.3 Peran Pemerintah dan Kebijakan Terkait Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang meliputi sektor pertambangan, minyak 

dan gas, serta perkebunan, merupakan salah satu pilar utama 

perekonomian Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadirkan 

tantangan besar terkait pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan transparansi. Kebijakan pemerintah memainkan 

peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan 

industri ekstraktif tidak hanya menghasilkan pendapatan negara, 

tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, 

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Transparansi dalam 

pengelolaan sektor ini menjadi kunci dalam menciptakan 

akuntabilitas yang lebih baik. 

Sejak awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengelola sumber daya 

alam dengan cara yang lebih berkelanjutan. Salah satu kebijakan 

utama yang diterapkan adalah pemanfaatan sumber daya alam 

melalui mekanisme perizinan yang lebih ketat. Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(UUPMB) adalah salah satu kebijakan penting yang bertujuan untuk 

mengatur dan mengawasi eksploitasi mineral dan batubara di 

Indonesia. Kebijakan ini menekankan perlunya izin eksplorasi yang 

jelas, serta kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi 

kepada masyarakat sekitar melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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Transparansi dalam pengelolaan industri ekstraktif adalah 

salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah. Untuk itu, 

pemerintah Indonesia telah mendorong kebijakan yang lebih 

terbuka, seperti penerapan Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI). EITI adalah sebuah inisiatif internasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam industri ekstraktif 

dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pembayaran 

yang mereka buat kepada pemerintah dan sebaliknya. Indonesia 

telah menjadi anggota EITI sejak 2010, yang berupaya untuk 

memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor ekstraktif dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak ada aliran dana yang 

tersembunyi. 

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan 

untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan, yang termasuk di dalamnya pengelolaan sumber 

daya mineral dan energi. Kebijakan tersebut tidak hanya 

mengutamakan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mencakup 

perlindungan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Dalam 

konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memberikan 

dasar hukum yang kuat bagi upaya-upaya pencegahan kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian integral 

dari kebijakan pengelolaan industri ekstraktif yang ditekankan oleh 

pemerintah. Banyak perusahaan pertambangan dan energi yang 
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diwajibkan untuk melaksanakan program CSR sebagai bentuk 

kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, 

pemerintah mengatur agar CSR tidak hanya sekadar menjadi 

kegiatan sosial yang dilakukan untuk mendapatkan izin operasi, 

tetapi harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. Meski demikian, implementasi CSR sering kali terbatas 

pada sektor-sektor tertentu, dan masih banyak perusahaan yang 

belum sepenuhnya transparan dalam melaksanakan kewajiban ini. 

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan 

industri ekstraktif, pemerintah juga telah memperkenalkan kebijakan 

yang meningkatkan kapasitas lembaga pengawas seperti 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan 

Pengawas Keuangan (BPK). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan 

dapat mencegah praktek penyalahgunaan izin dan perizinan ilegal 

yang merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan ini juga 

menyangkut pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan 

oleh kegiatan ekstraktif, di mana pemerintah memonitor 

pelaksanaan restorasi lahan pasca-tambang dan pencegahan 

pencemaran. 

Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam 

mengatur pajak bagi sektor industri ekstraktif. Meskipun sektor ini 

menyumbang pendapatan yang besar bagi negara, masih banyak 

perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari 

kewajiban pajak. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

negara, pemerintah telah menyusun kebijakan tax justice, yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang 
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beroperasi di sektor ekstraktif membayar pajak secara adil. Kebijakan 

ini termasuk peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak, yang 

mempermudah pemerintah untuk mengawasi kewajiban pajak yang 

harus dibayar oleh setiap perusahaan. 

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting adalah 

perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan yang 

terdampak oleh aktivitas ekstraktif. Pemerintah Indonesia telah 

menyusun kebijakan yang memberikan hak kepada masyarakat adat 

untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait 

eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Dalam hal ini, 

program-program perencanaan tata ruang dan evaluasi dampak 

lingkungan menjadi instrumen penting untuk mengurangi dampak 

sosial dan lingkungan dari kegiatan industri ekstraktif. Namun, 

implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh kurangnya 

pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat. 

Penegakan hukum dalam sektor ekstraktif masih menjadi isu 

yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun 

sudah ada kebijakan yang mengatur tata kelola sektor ini, masih 

banyak terjadi praktik penyalahgunaan sumber daya alam, seperti 

penambangan liar dan kebocoran pajak. Pemerintah telah berupaya 

untuk memperkuat lembaga penegak hukum seperti Polri dan 

Kejaksaan Agung untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan 

yang melanggar hukum. Namun, hambatan dalam penegakan 

hukum sering kali terkait dengan praktik korupsi dan lemahnya 

pengawasan di tingkat lokal. 
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Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan sektor 

ekstraktif telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai 

cukup efektif dalam meningkatkan transparansi. Sistem pelaporan 

elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah memungkinkan 

publik untuk mengakses informasi mengenai aliran pendapatan dan 

pajak dari sektor ekstraktif secara langsung. Dengan adanya 

teknologi ini, diharapkan tidak ada lagi ruang untuk 

ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan lembaga internasional 

untuk memastikan bahwa sistem pelaporan ini sesuai dengan 

standar internasional. 

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pengelolaan 

sumber daya alam yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia terus 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sektor ekstraktif. Melalui forum-forum konsultasi publik dan 

pendekatan yang lebih partisipatif, masyarakat lokal diberi ruang 

untuk memberikan masukan terkait kebijakan pengelolaan sumber 

daya alam. Meskipun ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, 

masih banyak tantangan terkait rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan 

pemahaman tentang kebijakan tersebut. 

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia terus berkembang dan 

berupaya untuk memperbaiki transparansi serta keberlanjutan sektor 

ini. Meskipun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, tantangan 

yang dihadapi masih sangat besar, terutama dalam hal penegakan 
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hukum dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

terus mengoptimalkan kebijakan yang ada, memperkuat 

pengawasan, serta meningkatkan transparansi melalui penggunaan 

teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan kebijakan 

yang tepat, diharapkan pengelolaan industri ekstraktif dapat 

memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan. 

3.4 Masalah Lingkungan yang Timbul dari Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang meliputi pertambangan, minyak dan 

gas, serta aktivitas kehutanan, telah lama menjadi pilar penting 

dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, 

selain kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara dan 

penyediaan lapangan kerja, sektor ini juga menghadirkan masalah 

serius terkait kerusakan lingkungan. Ekspansi kegiatan industri 

ekstraktif sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem yang tak 

terpulihkan, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, serta 

merusak kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi 

industri. 

Salah satu dampak lingkungan paling nyata dari industri 

ekstraktif adalah penebangan hutan yang masif, terutama dalam 

sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Proses 

pembukaan lahan untuk tambang atau perkebunan sering 

melibatkan penebangan pohon-pohon besar dan penghancuran 

habitat alami. Akibatnya, banyak spesies flora dan fauna yang 

terancam punah, dan biodiversitas ekosistem yang ada hancur. 

Sebagai contoh, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra, 
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kerusakan hutan tropis akibat aktivitas industri ekstraktif telah 

menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies langka seperti 

orangutan dan harimau sumatra. 

Aktivitas pertambangan, khususnya tambang batubara dan 

emas, menyumbang pada masalah pencemaran air yang signifikan. 

Pencemaran ini terjadi karena limbah beracun dari proses 

penambangan, seperti merkuri, sianida, dan bahan kimia lainnya, 

sering dibuang begitu saja ke sungai dan danau. Misalnya, di 

beberapa wilayah Indonesia, sungai-sungai tercemar oleh limbah 

merkuri yang digunakan dalam proses ekstraksi emas. Pencemaran 

air ini tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga 

membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada air 

bersih dari sumber tersebut. 

Polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar 

fosil dalam kegiatan industri ekstraktif, terutama dalam industri 

minyak dan gas, juga merupakan masalah besar. Proses ekstraksi 

minyak dan gas dapat mengeluarkan emisi gas rumah kaca (GRK) 

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida 

(NOx) yang memperburuk kualitas udara. Peningkatan kadar polusi 

udara berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan 

penyakit jantung pada manusia, serta merusak kualitas udara di 

sekitarnya. Selain itu, asap dan debu yang dihasilkan oleh kegiatan 

pertambangan terbuka juga dapat mencemari udara dan 

menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. 

Kegiatan pertambangan terbuka, seperti penambangan 

batubara, sering menyebabkan degradasi tanah dan erosi yang 
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parah. Setelah lapisan tanah atas digali untuk mengambil bahan 

tambang, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, terutama ketika 

hujan turun. Degradasi tanah ini dapat menyebabkan hilangnya 

kesuburan tanah, mengurangi produktivitas pertanian, dan 

meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor. Tanah yang 

tererosi juga cenderung membawa sedimen dan bahan berbahaya 

yang dapat mencemari sungai dan lahan pertanian. 

Dalam banyak industri ekstraktif, terutama dalam proses 

pertambangan dan pengolahan mineral, air digunakan dalam jumlah 

besar. Aktivitas ini dapat mengganggu siklus air alami di daerah 

tersebut, mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, 

pertanian, dan ekosistem lainnya. Di daerah-daerah dengan 

cadangan air terbatas, penggunaan air yang berlebihan ini dapat 

menyebabkan kekeringan dan mengganggu keseimbangan 

ekosistem. Sebagai contoh, dalam industri pertambangan emas, air 

digunakan untuk memisahkan emas dari bijihnya, namun sering kali 

air tersebut tercemar oleh bahan kimia berbahaya yang 

menyebabkan kerusakan lebih lanjut. 

Sektor industri ekstraktif menyebabkan hilangnya 

keanekaragaman hayati dengan cara yang langsung dan tidak 

langsung. Pembukaan lahan untuk tambang, pabrik, dan infrastruktur 

terkait menghancurkan habitat alami bagi banyak spesies. Selain itu, 

polusi dan perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas industri 

ekstraktif juga memperburuk kondisi bagi banyak spesies yang 

sudah terancam punah. Kehilangan keanekaragaman hayati ini 
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merusak keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi ketahanan 

pangan serta kesehatan ekosistem di masa depan. 

Selain dampak langsung pada alam, kerusakan lingkungan 

akibat industri ekstraktif juga berdampak pada kehidupan sosial 

masyarakat. Banyak komunitas yang bergantung pada sumber daya 

alam seperti hutan, sungai, dan tanah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka, seperti pertanian dan perikanan. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh industri ekstraktif dapat menghancurkan mata 

pencaharian mereka dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. 

Konflik tanah antara perusahaan dan masyarakat lokal sering kali 

muncul, meningkatkan ketegangan sosial dan ketidakpuasan yang 

berpotensi mengarah pada protes atau kekerasan. 

Polusi yang dihasilkan oleh industri ekstraktif memiliki dampak 

besar terhadap kesehatan masyarakat. Debu yang dihasilkan oleh 

penambangan, polusi air dari limbah tambang, dan polusi udara dari 

pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan berbagai 

masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, kanker, dan 

penyakit kulit. Di beberapa daerah yang terpapar aktivitas 

pertambangan, seperti di Kalimantan, masyarakat sering mengalami 

penyakit akibat pencemaran udara dan air yang berasal dari limbah 

industri. 

Selain pencemaran air, industri ekstraktif juga menyebabkan 

pencemaran tanah melalui pembuangan limbah berbahaya yang 

tidak dikelola dengan baik. Di banyak wilayah, tambang emas 

menggunakan merkuri dalam proses ekstraksi, dan bahan kimia 

berbahaya ini sering kali mencemari tanah di sekitar lokasi tambang. 
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Pencemaran tanah ini tidak hanya merusak kualitas tanah itu sendiri, 

tetapi juga mempengaruhi tanaman dan hewan yang bergantung 

pada tanah tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang 

juga terancam oleh kontaminasi tanah yang dapat masuk ke dalam 

rantai makanan. 

 Industri ekstraktif berkontribusi signifikan terhadap 

perubahan iklim global. Kegiatan pertambangan dan pembakaran 

bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang 

memperburuk pemanasan global. Deforestasi yang terjadi akibat 

pembukaan lahan untuk industri ekstraktif juga meningkatkan jumlah 

karbon dioksida di atmosfer. Dampak jangka panjang dari 

perubahan iklim ini termasuk peningkatan frekuensi bencana alam 

seperti banjir dan kekeringan, yang dapat merusak lebih lanjut 

ekosistem dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Sektor industri ekstraktif juga menimbulkan dampak negatif 

terhadap infrastruktur dan sumber daya alam lainnya. Penambangan 

yang dilakukan secara terbuka dapat merusak jalan, jembatan, dan 

fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar kawasan industri. 

Kerusakan ini dapat memperburuk aksesibilitas ke daerah-daerah 

yang terpencil dan memperburuk kondisi hidup masyarakat yang 

sudah terpinggirkan. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam 

proses pertambangan seringkali merusak struktur tanah dan 

menyebabkan masalah jangka panjang bagi pertanian dan 

infrastruktur lainnya. 

Walaupun industri ekstraktif umumnya berfokus pada 

pengambilan sumber daya alam yang tidak terbarukan, kerusakan 
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yang ditimbulkan oleh sektor ini juga berdampak pada sumber daya 

alam terbarukan. Misalnya, polusi yang merusak kualitas air dan 

tanah dapat mengganggu pertanian dan perikanan, yang keduanya 

merupakan sumber daya alam terbarukan yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. Kerusakan ini tidak hanya merugikan 

ekonomi lokal, tetapi juga mengancam ketahanan pangan yang 

bergantung pada kelestarian alam. 

Meski berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi 

dampak negatif industri ekstraktif, pengelolaan lingkungan yang 

efektif tetap menjadi tantangan besar. Kurangnya penegakan hukum, 

ketidakmampuan dalam pemantauan, serta penerapan teknologi 

yang ramah lingkungan yang masih terbatas menjadi hambatan 

utama. Perusahaan sering kali lebih mengutamakan keuntungan 

jangka pendek dibandingkan tanggung jawab lingkungan yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat 

pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap sektor ini. 

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif. 

Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

konservasi alam serta cara-cara mengurangi polusi dapat membantu 

memperkecil kerusakan yang terjadi. Selain itu, masyarakat dapat 

terlibat dalam upaya pemantauan kegiatan industri di sekitar mereka 

dan berpartisipasi dalam advokasi untuk kebijakan yang lebih ramah 

lingkungan. 

Industri ekstraktif, meskipun memiliki kontribusi penting 

terhadap perekonomian, membawa dampak negatif yang besar 
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terhadap lingkungan. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam 

mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang dapat 

mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekstraktif. Pencarian 

solusi yang lebih berkelanjutan akan memungkinkan kita untuk 

mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan 

perlindungan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. 
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Bab 4 

Mengupas Greenwashing di Industri Ekstraktif: 

Fakta di Balik Klaim Hijau 

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor pertambangan, 

minyak, gas, dan kehutanan, memiliki peran penting dalam 

perekonomian global. Namun, kegiatan ini sering kali dikritik karena 

dampaknya yang merusak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim 

dan krisis lingkungan, perusahaan-perusahaan dalam sektor ini mulai 

mengadopsi strategi pemasaran yang menonjolkan komitmen 

mereka terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Namun, di 

balik klaim tersebut, muncul fenomena yang dikenal sebagai green-

washing—praktik di mana perusahaan berusaha menciptakan citra 

"hijau" atau ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan 

substantif dalam operasional mereka. 

Green-washing merujuk pada upaya perusahaan untuk 

menutupi atau memperkecil dampak lingkungan dari kegiatan 

mereka dengan cara yang menyesatkan konsumen, investor, dan 

masyarakat umum. Dalam industri ekstraktif, ini sering kali melibatkan 

kampanye pemasaran yang menekankan upaya konservasi atau 

penggunaan energi terbarukan, sementara pada saat yang sama, 

kegiatan ekstraksi mereka terus merusak lingkungan dalam skala 

besar. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen yang percaya 

pada klaim lingkungan tersebut, tetapi juga memperburuk masalah 
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lingkungan yang sudah ada, seperti deforestasi, pencemaran air, dan 

kerusakan ekosistem. 

Di Indonesia, sektor ekstraktif memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap perekonomian, namun sering kali diiringi dengan 

kerusakan lingkungan yang parah. Banyak perusahaan dalam sektor 

ini yang berlomba-lomba menampilkan citra ramah lingkungan, 

terutama karena meningkatnya permintaan global terhadap produk-

produk yang berkelanjutan. Namun, meskipun ada upaya untuk 

memperbaiki dampak ekologis mereka, laporan mengenai green-

washing di sektor ini menunjukkan bahwa ada banyak klaim yang 

tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan analisis kritis terhadap praktik-praktik ini, baik dari 

perspektif regulasi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. 

Dalam analisis ini, kita akan membahas fenomena green-

washing dalam industri ekstraktif dengan fokus pada cara 

perusahaan menggunakan strategi pemasaran untuk menciptakan 

citra lingkungan yang tidak sesuai dengan kenyataan operasional 

mereka. Kita juga akan melihat dampak dari praktik ini terhadap 

keberlanjutan industri ekstraktif itu sendiri, serta bagaimana peran 

konsumen, regulator, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. 

4.1 Praktik Green-Washing yang Ditemukan di Jawa Timur dan 

Jawa Barat 

Green-washing telah menjadi isu yang semakin mencuat 

dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sektor industri 

ekstraktif yang memiliki dampak lingkungan besar seperti 

pertambangan, eksplorasi minyak, dan gas. Industri ini, meskipun 
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mendapat tekanan besar untuk beralih ke praktik yang lebih 

berkelanjutan, masih sering terlibat dalam praktik green-washing 

untuk memperbaiki citra mereka tanpa melakukan perubahan nyata 

yang signifikan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Dalam konteks Jawa Timur dan Jawa Barat, yang merupakan dua 

provinsi dengan tingkat aktivitas ekstraktif yang tinggi, praktik ini 

lebih terlihat jelas. Artikel ini menganalisis lebih dalam tentang 

praktik green-washing di kedua wilayah tersebut, dengan fokus pada 

industri ekstraktif dan metode yang digunakan perusahaan untuk 

memanipulasi persepsi publik tentang komitmen lingkungan 

mereka. 

Jawa Timur adalah salah satu pusat utama pertambangan batu 

bara di Indonesia. Berdasarkan laporan The World Bank (2017) dan 

Environmental Justice Atlas (2020), provinsi ini telah lama menjadi 

lokasi aktivitas penambangan yang merusak lingkungan, termasuk 

kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi kualitas udara. 

Meskipun dampak negatif ini sudah diakui oleh masyarakat lokal dan 

internasional, beberapa perusahaan pertambangan di Jawa Timur 

mengklaim bahwa mereka telah mengimplementasikan sistem 

pertambangan yang lebih ramah lingkungan. 

Berdasarkan laporan Greenpeace (2019), banyak perusahaan 

tambang di Jawa Timur yang memanfaatkan program penanaman 

pohon untuk mengimbangi kerusakan hutan akibat penambangan. 

Klaim ini sering kali dikemukakan dalam laporan tahunan perusahaan 

atau dalam materi pemasaran mereka. Namun, seperti yang 

diungkapkan oleh Fletcher & Babbitt (2018) dalam jurnal Corporate 
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Social Responsibility and Environmental Management, program 

tersebut sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar 

permasalahan utama, yakni kerusakan ekosistem yang lebih luas 

yang disebabkan oleh penambangan yang tidak terkendali. 

Perusahaan juga sering kali menggembar-gemborkan 

teknologi baru yang konon dapat mengurangi dampak negatif, 

seperti teknologi pengelolaan air yang lebih efisien atau 

penggunaan energi terbarukan dalam operasional mereka. Namun, 

menurut Chavez & Pereira (2020) dalam jurnal Environmental 

Economics and Policy Studies, banyak dari klaim tersebut yang tidak 

terverifikasi atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap 

pengurangan emisi atau kerusakan lingkungan. 

Industri eksplorasi minyak dan gas di Jawa Barat, meskipun 

lebih kecil skalanya dibandingkan dengan industri batu bara di Jawa 

Timur, tetap menjadi sektor yang penting dengan dampak 

lingkungan yang besar. Seperti yang dijelaskan oleh Levinson (2018) 

dalam Energy Policy Journal, perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di sektor ini sering menggunakan teknik green-washing untuk 

menyembunyikan dampak negatif dari kegiatan eksplorasi dan 

pengeboran mereka. Beberapa perusahaan di Jawa Barat 

mengklaim bahwa mereka berinvestasi dalam teknologi ramah 

lingkungan, seperti pengurangan kebocoran metana atau 

penggunaan energi bersih, tetapi pada kenyataannya teknologi ini 

belum terbukti mampu mengurangi dampak signifikan dari 

eksploitasi energi fosil. 
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Salah satu contoh nyata adalah pengoperasian kilang minyak 

yang terletak di kawasan yang rentan terhadap kerusakan ekosistem, 

seperti daerah pegunungan dan hutan tropis. Perusahaan-

perusahaan minyak di wilayah ini sering kali mengklaim bahwa 

mereka melakukan restorasi lingkungan atau melibatkan masyarakat 

lokal dalam program konservasi. Namun, berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh Zhang et al. (2020) dalam jurnal Energy Sustainability 

and Society, banyak dari program tersebut yang tidak memiliki 

dampak yang signifikan terhadap mitigasi kerusakan ekologis, dan 

lebih sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kerusakan 

yang lebih besar yang terjadi akibat produksi minyak itu sendiri. 

Salah satu teknik yang paling sering digunakan oleh 

perusahaan yang terlibat dalam green-washing adalah memberikan 

klaim keberlanjutan yang tidak dapat dibuktikan atau 

dipertanggungjawabkan. Perusahaan sering kali mengumbar kata-

kata seperti "energi bersih", "ramah lingkungan", atau 

"berkelanjutan", tanpa memberikan bukti yang cukup mengenai 

langkah konkret yang telah diambil untuk mengurangi dampak 

lingkungan mereka. 

Sebagai contoh, dalam analisis terhadap perusahaan 

pertambangan batu bara di Kalimantan yang dipublikasikan dalam 

Journal of Cleaner Production (2019), ditemukan bahwa banyak 

perusahaan hanya mengandalkan klaim umum tentang 

keberlanjutan tanpa disertai data yang jelas dan transparan tentang 

pengelolaan limbah atau emisi gas rumah kaca. Hal ini menciptakan 

kesan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen pada lingkungan, 
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padahal faktanya mereka masih menjalankan praktik yang sangat 

merusak lingkungan. 

Sebagian perusahaan yang terlibat dalam green-washing juga 

cenderung mengalihkan perhatian publik dari isu lingkungan yang 

lebih besar dengan berfokus pada topik yang lebih mudah 

dipasarkan. Misalnya, perusahaan tambang batu bara di Jawa Timur 

sering mengedepankan program penanaman pohon atau 

pengelolaan limbah kecil, namun mereka jarang membahas dampak 

utama dari kegiatan penambangan mereka, seperti deforestasi 

massal atau polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran batu 

bara. 

Menurut penelitian Mitchell & Altschul (2022) dalam Corporate 

Social Responsibility and Environmental Management, ini adalah 

salah satu teknik paling efektif dalam green-washing karena masalah 

kecil yang mereka tunjukkan lebih mudah diterima publik daripada 

isu yang lebih besar dan kompleks, seperti kerusakan ekosistem atau 

pencemaran jangka panjang. 

Banyak perusahaan yang terlibat dalam green-washing 

menggunakan sertifikasi lingkungan yang tidak sah atau tidak 

terverifikasi untuk memberikan kesan bahwa mereka beroperasi 

secara ramah lingkungan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan 

energi di Jawa Barat mungkin menggunakan label "green energy" 

atau "eco-friendly" tanpa memperoleh sertifikasi dari lembaga yang 

diakui secara internasional, seperti Forest Stewardship Council (FSC) 

atau ISO 14001. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Lyon & Montgomery (2020) 

dalam Business & Society Review menunjukkan bahwa penggunaan 

label lingkungan yang tidak sah sering kali dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengelabui konsumen dan mengurangi tekanan 

regulasi, meskipun mereka tidak menjalankan praktik ramah 

lingkungan yang sebenarnya. 

Perusahaan dalam industri ekstraktif sering kali memanfaatkan 

klaim teknologi baru yang seharusnya lebih ramah lingkungan, 

seperti teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien atau energi 

terbarukan, untuk memperbaiki citra mereka. Namun, seperti yang 

ditekankan oleh Carrigan & Attalla (2022) dalam Journal of Business 

Ethics, teknologi ini sering kali belum terbukti atau belum diterapkan 

dalam skala besar untuk mengurangi dampak lingkungan yang 

sebenarnya. 

Bahkan ketika teknologi ini berfungsi dengan baik dalam uji 

coba kecil, tantangan besar muncul ketika perusahaan mencoba 

menerapkannya di lapangan dengan skala yang lebih besar. Ini 

sering kali memerlukan biaya besar dan investasi yang belum tentu 

membuahkan hasil sesuai dengan klaim yang ada. 

Salah satu dampak terbesar dari green-washing adalah bahwa 

ia menutupi atau bahkan mengalihkan perhatian dari kerusakan 

lingkungan yang lebih parah. Sebagai contoh, meskipun beberapa 

perusahaan menanam pohon untuk memitigasi kerusakan hutan, 

penambangan itu sendiri sering kali menyebabkan kerusakan yang 

jauh lebih besar dan tidak dapat diperbaiki hanya dengan kegiatan 

restorasi kecil. 
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Dalam kajian oleh Bertels & Papania (2021) dalam Journal of 

Environmental Management, ditemukan bahwa green-washing justru 

menghambat upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar 

masalah yang lebih besar dalam praktik bisnis. Dengan menyoroti 

inisiatif kecil yang tidak efektif, perusahaan memberikan ilusi bahwa 

mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan, padahal mereka 

tidak melakukan perubahan struktural yang signifikan. 

Green-washing juga dapat menyebabkan hilangnya 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang mengklaim 

komitmen lingkungan tanpa melakukan perubahan nyata. Ketika 

konsumen mengetahui bahwa mereka telah dibohongi, mereka 

cenderung beralih ke perusahaan lain yang lebih transparan dan 

bertanggung jawab. Penelitian oleh Terlaak & Boynton (2020) dalam 

International Journal of Corporate Social Responsibility menunjukkan 

bahwa konsumen semakin cerdas dalam mengidentifikasi praktik 

green-washing, dan perusahaan yang terlibat dalam praktik ini sering 

kali mengalami kerugian reputasi yang signifikan. 

Praktik green-washing masih sangat terlihat di Jawa Timur dan 

Jawa Barat, terutama dalam industri ekstraktif seperti pertambangan 

batu bara dan eksplorasi minyak dan gas. Meskipun perusahaan-

perusahaan ini sering mengklaim bahwa mereka beroperasi dengan 

cara yang ramah lingkungan, banyak dari klaim tersebut yang tidak 

dapat dibuktikan atau hanya bersifat simbolis. Teknik-teknik seperti 

klaim tidak berdasar, penggunaan label lingkungan yang tidak sah, 

dan pemanfaatan teknologi yang belum teruji adalah metode yang 

sering digunakan untuk menciptakan ilusi tanggung jawab 
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lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang 

lebih ketat, peningkatan transparansi, serta kesadaran yang lebih 

besar dari konsumen untuk mendukung perusahaan yang benar-

benar berkomitmen pada keberlanjutan. 

4.2 Faktor Penyebab Green-Washing 

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif, terutama di 

wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, bukan hanya soal upaya 

pemasaran, tetapi juga berkaitan erat dengan tekanan pasar, 

regulasi, dan tuntutan konsumen. Praktik ini muncul karena adanya 

kebutuhan untuk memanipulasi persepsi publik tentang 

keberlanjutan perusahaan, sementara di sisi lain, perusahaan 

berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan margin 

keuntungan mereka tanpa melakukan perubahan struktural yang 

diperlukan untuk menanggulangi dampak lingkungan. Untuk 

memahami lebih jauh mengenai fenomena ini, kita akan 

mengeksplorasi lebih dalam alasan dan motivasi perusahaan dalam 

menerapkan green-washing, serta pengaruh tekanan pasar, regulasi, 

dan tuntutan konsumen. 

Perusahaan di sektor industri ekstraktif sering kali 

menghadapi tekanan yang intens dari berbagai pemangku 

kepentingan, baik internal (misalnya, karyawan dan manajemen) 

maupun eksternal (pemerintah, masyarakat, LSM, dan konsumen). 

Dalam banyak kasus, pemangku kepentingan ini menuntut tanggung 

jawab yang lebih besar terkait dengan keberlanjutan dan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). 
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• Tekanan dari Masyarakat dan LSM: LSM dan kelompok 

masyarakat yang peduli lingkungan semakin vokal dalam 

menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab 

terhadap kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekstraktif. 

Misalnya, di Jawa Timur, perusahaan pertambangan batu bara 

sering terlibat dalam perdebatan dengan kelompok 

masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari polusi 

udara dan kerusakan ekosistem. Agar terhindar dari protes 

dan kritik yang dapat merusak reputasi, banyak perusahaan 

menggunakan green-washing sebagai alat untuk meredakan 

ketegangan dengan menunjukkan bahwa mereka juga 

berusaha menjaga lingkungan melalui inisiatif hijau seperti 

penanaman pohon atau program pengelolaan limbah. 

• Tekanan dari Pemegang Saham dan Investor: Pemegang 

saham dan investor yang semakin menuntut perusahaan 

untuk memperhatikan faktor ESG (Environmental, Social, 

Governance) juga menjadi pendorong utama bagi praktik 

green-washing. Menurut penelitian oleh Grewal et al. (2021) 

dalam Journal of Business Ethics, investor kini lebih memilih 

untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki komitmen 

terhadap keberlanjutan, meskipun dalam banyak kasus, 

perusahaan hanya melakukan upaya simbolis untuk 

menunjukkan bahwa mereka memperhatikan aspek 

lingkungan. 

Permintaan konsumen akan produk dan layanan yang ramah 

lingkungan semakin meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Nielsen (2015), ditemukan bahwa sekitar 66% konsumen di 

seluruh dunia bersedia membayar lebih untuk produk yang berasal 

dari perusahaan dengan rekam jejak yang baik dalam keberlanjutan 

lingkungan. Dalam sektor industri ekstraktif, yang dikenal memiliki 

dampak lingkungan yang besar, perusahaan merasa perlu untuk 

memenuhi tuntutan pasar ini. 

• Perubahan Perilaku Konsumen: Konsumen yang semakin 

sadar akan dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan mulai memprioritaskan untuk membeli 

produk dari perusahaan yang dianggap lebih ramah 

lingkungan. Di sektor pertambangan, terutama di Jawa Timur, 

banyak konsumen yang semakin cemas tentang isu-isu terkait 

perubahan iklim dan deforestasi. Perusahaan yang beroperasi 

di sektor ini, meskipun melakukan kerusakan ekosistem yang 

luas, dapat berusaha untuk mengalihkan perhatian dari praktik 

ekstraktif mereka dengan menggembar-gemborkan inisiatif 

keberlanjutan yang tidak substansial. Ini adalah bentuk green-

washing yang bertujuan untuk menjaga citra positif 

perusahaan tanpa melakukan perubahan mendalam pada 

operasional mereka. 

• Pemasaran Berbasis Lingkungan: Green-washing sering 

digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik 

pelanggan yang semakin mencari produk yang lebih ramah 

lingkungan. Misalnya, perusahaan minyak di Jawa Barat yang 

terlibat dalam eksplorasi migas di daerah yang kaya akan 

biodiversitas sering kali mengklaim bahwa mereka 
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berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih atau 

mendukung proyek energi terbarukan, meskipun kontribusi 

nyata terhadap keberlanjutan sangat terbatas. 

Sektor industri ekstraktif sangat bergantung pada operasi 

besar-besaran yang sering kali mengorbankan keberlanjutan untuk 

keuntungan jangka pendek. Menerapkan teknologi ramah 

lingkungan yang sesungguhnya membutuhkan investasi yang sangat 

besar dan komitmen jangka panjang. Dalam banyak kasus, 

perusahaan lebih memilih untuk melakukan green-washing daripada 

melakukan investasi yang mahal untuk memodernisasi teknologi 

atau mengubah cara mereka beroperasi. 

• Hemat Biaya dengan Klaim Ramah Lingkungan: Dalam banyak 

kasus, perusahaan lebih memilih untuk menggembar-

gemborkan inisiatif lingkungan yang tidak mahal, seperti 

penanaman pohon atau pengelolaan sampah, daripada 

melakukan perubahan substansial yang memerlukan biaya 

tinggi. Sebagai contoh, banyak perusahaan tambang di Jawa 

Timur yang mengklaim telah mengurangi emisi karbon atau 

meningkatkan pengelolaan limbah, namun mereka sering kali 

hanya melakukan perubahan kecil yang tidak mengurangi 

dampak operasional secara signifikan. 

• Minimalkan Risiko dengan Mematuhi Standar Minima: 

Perusahaan sering kali merasa cukup untuk memenuhi standar 

lingkungan minimum yang ditetapkan oleh regulasi, tanpa 

melakukan perubahan yang lebih mendalam. Mereka tahu 

bahwa dengan melakukan green-washing, mereka dapat 
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mengurangi risiko litigasi atau protes dari masyarakat, sambil 

tetap menjalankan operasional mereka dengan cara yang 

lebih menguntungkan secara finansial. 

Sektor ekstraktif sering beroperasi di bawah tekanan regulasi 

yang ketat, baik dari pemerintah pusat maupun internasional. Salah 

satu cara untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan 

berpura-pura menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan 

daripada yang sebenarnya, agar dapat menghindari pengawasan 

atau peraturan yang lebih ketat. 

• Menghindari Pengawasan Ketat: Banyak perusahaan yang 

beroperasi di sektor ekstraktif menggunakan green-washing 

untuk menghindari tekanan dari pemerintah atau lembaga 

internasional yang menuntut pengurangan emisi atau 

pengelolaan limbah yang lebih baik. Dengan memasarkan diri 

sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, mereka dapat 

mengurangi perhatian terhadap dampak buruk dari operasi 

mereka, meskipun kenyataannya perusahaan tersebut tetap 

menjalankan praktik yang merusak alam. 

Dalam konteks pasar global yang semakin mengutamakan 

keberlanjutan, perusahaan dalam sektor industri ekstraktif merasa 

tertekan untuk memperbaiki citra mereka tanpa harus melakukan 

perubahan struktural yang besar. Perusahaan-perusahaan besar 

sering kali menggunakan green-washing untuk memanfaatkan tren 

keberlanjutan dan meraih keuntungan dari konsumen yang peduli 

lingkungan. Green-washing memberikan solusi cepat bagi 
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perusahaan untuk mengatasi tekanan pasar yang semakin besar 

tanpa harus menanggung biaya perubahan operasional yang besar. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bertels & Papania (2021) 

dalam Journal of Environmental Management, ditemukan bahwa 

perusahaan yang bergantung pada green-washing seringkali 

memiliki sedikit atau bahkan tidak ada niat untuk melakukan 

perubahan substansial pada praktik bisnis mereka. Mereka hanya 

memanfaatkan citra "ramah lingkungan" untuk memenuhi harapan 

pasar yang semakin menuntut. 

Regulasi lingkungan yang semakin ketat mendorong 

perusahaan untuk mencari cara untuk mematuhi persyaratan tanpa 

harus melakukan perubahan besar. Di Indonesia, sektor ekstraktif 

sering kali menghadapi regulasi yang mengharuskan mereka untuk 

mengurangi dampak lingkungan atau melakukan restorasi pasca-

penambangan. Banyak perusahaan merespons dengan mengklaim 

bahwa mereka sudah memenuhi standar lingkungan, meskipun pada 

kenyataannya mereka hanya mematuhi ketentuan dasar tanpa 

memperbaiki proses yang lebih mendalam. 

Menurut Zhang et al. (2020) dalam Energy Sustainability and 

Society, regulasi yang ketat dapat memberikan insentif bagi 

perusahaan untuk menggunakan green-washing, dengan cara 

memenuhi peraturan minimal tanpa harus berinvestasi dalam 

perubahan signifikan yang akan mengurangi dampak lingkungan 

mereka secara keseluruhan. 
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Tuntutan konsumen terhadap keberlanjutan semakin kuat, 

terutama di kalangan konsumen muda yang semakin sadar akan isu-

isu lingkungan. Konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari 

perusahaan yang memiliki kebijakan ramah lingkungan, tetapi 

mereka tidak selalu memiliki akses untuk mengetahui apakah klaim 

tersebut benar-benar merefleksikan tindakan nyata atau hanya 

sekadar pemasaran. 

• Kepedulian Konsumen Terhadap Isu Lingkungan: Konsumen 

yang lebih sadar akan keberlanjutan dapat menjadi pemicu 

perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli 

terhadap lingkungan. Namun, ketika perusahaan merasa 

bahwa melakukan perubahan yang lebih besar terlalu mahal, 

mereka sering kali memilih untuk melakukan green-washing 

sebagai jalan pintas untuk memenuhi harapan konsumen 

tanpa perubahan yang berarti. 

• Pemasaran yang Memanfaatkan Kepedulian Konsumen: 

Berdasarkan penelitian oleh Lyon & Montgomery (2020) 

dalam Business & Society Review, perusahaan dapat dengan 

mudah memanfaatkan tren konsumen yang peduli lingkungan 

untuk meningkatkan citra mereka melalui klaim-klaim ramah 

lingkungan yang tidak terverifikasi. 

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur 

dan Jawa Barat didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait, 

mulai dari tekanan pasar, regulasi yang ketat, hingga tuntutan 

konsumen yang semakin tinggi. Meskipun green-washing dapat 

memberikan solusi cepat untuk mengatasi tekanan-tekanan ini, 
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dalam jangka panjang, praktik ini dapat merugikan reputasi 

perusahaan dan memperburuk dampak lingkungan. Oleh karena itu, 

perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih 

tinggi, dan kesadaran yang lebih besar di kalangan konsumen untuk 

memastikan bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen pada 

keberlanjutan, bukan sekadar mengandalkan pemasaran untuk 

menciptakan citra yang ramah lingkungan. 

4.3 Dampak Green-Washing terhadap Kepercayaan Publik 

Green-washing, meskipun sering dianggap sebagai cara 

cepat untuk meningkatkan citra perusahaan dengan mengklaim 

kepedulian terhadap lingkungan, pada kenyataannya dapat memiliki 

dampak negatif yang serius terhadap kepercayaan konsumen dan 

masyarakat terhadap perusahaan, bahkan sektor industri secara 

keseluruhan. Fenomena ini, yang menciptakan kesan bahwa 

perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan tanpa 

tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut, dapat mengikis 

hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya 

serta menurunkan reputasi industri di mata publik. Berikut adalah 

beberapa cara green-washing merusak kepercayaan konsumen dan 

masyarakat terhadap perusahaan dan sektor industri: 

Salah satu dampak langsung dari green-washing adalah 

kebingungan yang ditimbulkan di kalangan konsumen. Ketika 

perusahaan mengklaim memiliki praktik ramah lingkungan tanpa 

bukti yang jelas atau substansial, konsumen menjadi kesulitan dalam 

membedakan antara perusahaan yang benar-benar berkomitmen 

pada keberlanjutan dan yang hanya berusaha memanfaatkan citra 
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hijau untuk keuntungan pemasaran. Hal ini menyebabkan 

ketidakpastian bagi konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian yang informasional. 

• Perasaan Diperdaya: Konsumen yang merasa tertipu oleh 

klaim keberlanjutan yang tidak nyata sering kali merasa 

dipermainkan. Studi oleh TerraChoice (2010) yang dikenal 

dengan "The Seven Sins of Green-Washing" mengungkapkan 

bahwa banyak konsumen merasa tidak puas ketika mereka 

menemukan bahwa klaim ramah lingkungan yang mereka 

percayai ternyata hanya sebuah taktik pemasaran. Hal ini 

dapat menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan 

terhadap label-label hijau dan klaim keberlanjutan secara 

umum. 

• Pengaruh Terhadap Keputusan Pembelian: Ketika konsumen 

merasa tidak dapat mempercayai klaim keberlanjutan 

perusahaan, mereka cenderung akan menghindari produk 

dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan-perusahaan terus-

menerus terlibat dalam green-washing, mereka dapat 

menyebabkan konsumen menjadi lebih skeptis terhadap 

seluruh industri dan meragukan niat baik sektor tersebut. 

Green-washing yang terbongkar dapat menyebabkan 

kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki, baik untuk perusahaan itu 

sendiri maupun untuk sektor industri secara keseluruhan. Seiring 

dengan meningkatnya transparansi dan kesadaran publik, semakin 

banyak konsumen yang mampu memeriksa klaim keberlanjutan 

perusahaan dan menuntut bukti konkret. Ketika klaim-klaim tersebut 
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terbukti tidak benar, dampaknya terhadap reputasi perusahaan 

sangat merugikan. 

• Pengungkapan Klaim Palsu: Banyak perusahaan yang terlibat 

dalam green-washing akhirnya terpapar oleh media atau 

lembaga pengawas lingkungan. Ini dapat memicu kampanye 

media yang mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut 

tidak melakukan tindakan nyata untuk mendukung klaim 

keberlanjutannya. Sebagai contoh, perusahaan yang 

mengklaim menggunakan bahan baku ramah lingkungan 

tetapi sebenarnya masih bergantung pada praktik ekstraktif 

yang merusak alam, dapat dengan cepat menjadi sasaran 

kritik publik. 

• Dampak Krisis Reputasi: Setelah praktik green-washing 

terbongkar, perusahaan tidak hanya menghadapi protes dari 

konsumen, tetapi juga kerugian finansial karena turunnya 

penjualan, serta kehilangan kepercayaan investor. Menurut 

Sweeney & Coughlan (2008) dalam penelitian mereka yang 

dipublikasikan di Journal of Consumer Marketing, krisis 

reputasi dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam 

jangka panjang, mengingat konsumen cenderung 

menghindari merek yang terlibat dalam kebohongan atau 

manipulasi. 

Praktik green-washing tidak hanya berdampak pada 

perusahaan individual, tetapi juga dapat merusak kepercayaan 

terhadap seluruh sektor industri. Ketika perusahaan-perusahaan di 

sektor ekstraktif (pertambangan, minyak, gas) atau sektor-sektor lain 
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yang memiliki dampak lingkungan besar terlibat dalam green-

washing, hal ini dapat menyebabkan konsumen dan masyarakat 

meragukan niat baik seluruh industri dalam menangani isu-isu 

lingkungan. 

• Generalization Effect: Ketika satu perusahaan terbukti 

melakukan green-washing, konsumen mungkin mulai berpikir 

bahwa seluruh industri memiliki kecenderungan yang sama. 

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tambang batu bara 

mengklaim mengurangi dampak lingkungannya melalui 

program hijau yang terbukti tidak efektif, konsumen dapat 

memandang industri pertambangan secara keseluruhan 

sebagai tidak dapat dipercaya dalam hal keberlanjutan. Efek 

ini memperburuk citra sektor industri secara keseluruhan dan 

mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk atau 

layanan serupa dari perusahaan lain dalam industri yang 

sama. 

• Hilangnya Kepercayaan terhadap Label Keberlanjutan: 

Dengan meningkatnya klaim hijau palsu, masyarakat menjadi 

skeptis terhadap berbagai label keberlanjutan atau sertifikasi 

yang digunakan oleh perusahaan. Label seperti "ramah 

lingkungan" atau "berkelanjutan" yang sebelumnya dianggap 

sebagai indikator yang sah, kini sering dianggap hanya 

sebagai alat pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh 

Delmas & Burbano (2011) dalam California Management 

Review menunjukkan bahwa green-washing dapat 
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menurunkan efektivitas label-label lingkungan, karena 

konsumen mulai meragukan keotentikan klaim tersebut. 

Green-washing juga dapat menghambat kemajuan yang lebih 

substansial dalam sektor industri menuju keberlanjutan yang 

sesungguhnya. Ketika perusahaan lebih fokus pada pencitraan diri 

daripada melakukan perubahan yang berarti, ini mengurangi insentif 

bagi sektor untuk melakukan inovasi yang benar-benar ramah 

lingkungan. 

• Mengalihkan Fokus dari Inovasi Sejati: Alih-alih berinvestasi 

dalam teknologi ramah lingkungan atau beralih ke model 

bisnis yang lebih berkelanjutan, perusahaan yang terlibat 

dalam green-washing lebih cenderung untuk mengalihkan 

sumber daya mereka ke kampanye pemasaran atau program 

CSR yang tidak efektif. Dalam jangka panjang, hal ini 

menghalangi sektor industri untuk benar-benar 

bertransformasi ke arah yang lebih hijau, meskipun ada 

potensi besar untuk menciptakan perubahan positif. 

• Penghambatan Regulasi yang Lebih Ketat: Dalam beberapa 

kasus, perusahaan yang terlibat dalam green-washing 

menggunakan klaim hijau palsu untuk menghindari regulasi 

yang lebih ketat. Ini menciptakan kesan bahwa perusahaan 

sudah cukup mematuhi peraturan lingkungan, meskipun 

sebenarnya mereka tidak melakukan perubahan substantif. 

Dalam konteks ini, green-washing justru memperlambat 

penerapan regulasi yang lebih ketat dan perbaikan 

lingkungan yang dibutuhkan oleh industri. 
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Sebagian besar konsumen yang tertarik pada produk atau 

layanan ramah lingkungan memiliki niat baik dan berkeinginan untuk 

mendukung perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. 

Namun, green-washing mengkhianati niat baik ini, dengan 

mengeksploitasi kepedulian mereka terhadap lingkungan untuk 

keuntungan perusahaan. 

• Eksploitasi Nilai Konsumen: Green-washing memanfaatkan 

nilai-nilai keberlanjutan yang dimiliki konsumen dengan cara 

yang tidak etis. Dalam banyak kasus, perusahaan menyadari 

bahwa konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan 

berusaha memanfaatkan ketertarikan ini untuk mendapatkan 

keuntungan finansial. Namun, ketika klaim tersebut terbukti 

palsu, konsumen merasa bahwa mereka telah dimanipulasi, 

yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan mereka 

terhadap perusahaan-perusahaan yang mengklaim 

keberlanjutan. 

Green-washing dapat merusak kepercayaan konsumen dan 

masyarakat terhadap perusahaan dan sektor industri dengan 

menciptakan kebingungan, merusak reputasi perusahaan, dan 

mengurangi kepercayaan terhadap klaim keberlanjutan secara 

keseluruhan. Ketika perusahaan melakukan green-washing, mereka 

tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga memperlambat kemajuan 

sektor menuju keberlanjutan sejati. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan untuk mengambil langkah nyata dalam keberlanjutan 

dan menghindari praktik green-washing, karena kepercayaan adalah 

aset berharga yang, sekali hilang, sulit untuk dipulihkan. Ke depan, 
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konsumen dan masyarakat harus lebih kritis terhadap klaim 

keberlanjutan dan memastikan bahwa tindakan nyata mendukung 

klaim tersebut. 
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Bab 5 

Mengukur Transparansi di Industri Ekstraktif: 

Antara Keterbukaan dan Kepentingan 

5.1 Tolok Ukur Keterbukaan di Industri Ekstraktif 

Transparansi dalam konteks sektor industri ekstraktif merujuk 

pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang 

relevan, dapat diakses, dan diverifikasi oleh publik dan pemangku 

kepentingan lainnya, terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Mengingat 

dampak besar yang ditimbulkan oleh sektor ini, baik dari sisi 

lingkungan (kerusakan ekosistem, polusi, hilangnya biodiversitas) 

maupun sosial (konflik dengan masyarakat lokal, pelanggaran hak 

asasi manusia), transparansi menjadi komponen kunci dalam 

memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat luas. 

Penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa 

transparansi yang kuat tidak hanya mendukung akuntabilitas dan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga 

berkontribusi terhadap peningkatan reputasi perusahaan, menarik 

investasi yang lebih bertanggung jawab, dan mengurangi risiko 

konflik sosial yang bisa muncul akibat eksploitasi sumber daya alam 

(Lange et al., 2018). Oleh karena itu, mengembangkan indikator 

transparansi yang komprehensif menjadi langkah penting untuk 

menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan dalam sektor ekstraktif 

bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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Secara umum, transparansi dalam sektor industri ekstraktif 

dapat dipahami sebagai praktik membuka akses informasi terkait 

kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan 

oleh perusahaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, transparansi tidak hanya 

mencakup pengungkapan data keuangan, tetapi juga informasi yang 

berkaitan dengan kebijakan dan praktik operasional, manajemen 

dampak lingkungan, serta interaksi perusahaan dengan pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat lokal. 

Berdasarkan literatur yang ada, transparansi dalam industri 

ekstraktif sering kali dilihat sebagai mekanisme untuk mengurangi 

ketidakadilan dan ketidakpastian yang timbul akibat aktivitas 

ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu 

ketegangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan transparansi dalam 

sektor ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan 

akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah; 

kedua, untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam yang 

lebih efisien dan berkelanjutan (OECD, 2015). 

Beberapa indikator transparansi yang digunakan dalam 

menganalisis sektor industri ekstraktif dapat dikelompokkan dalam 

lima kategori utama: transparansi keuangan, operasional, 

lingkungan, sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap 

kategori ini memiliki peranannya masing-masing dalam memastikan 

akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan 

pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. 
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Indikator pertama yang paling sering digunakan adalah 

transparansi dalam hal keuangan dan pembayaran yang dilakukan 

oleh perusahaan ekstraktif kepada pemerintah. Dalam banyak kasus, 

informasi tentang royalti, pajak, dan kontribusi lainnya yang 

diberikan perusahaan kepada pemerintah lokal dan nasional sangat 

dibutuhkan untuk mengevaluasi keadilan dan ketelusan dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Praktik transparansi yang baik 

mencakup pengungkapan yang jelas mengenai total pembayaran 

yang dilakukan kepada negara dan bagaimana dana tersebut 

digunakan (Lange et al., 2018). 

• EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) adalah 

standar internasional yang mendorong pengungkapan 

informasi mengenai pembayaran kepada pemerintah. Melalui 

sistem ini, perusahaan diminta untuk melaporkan kontribusi 

mereka secara terbuka dan independen untuk mencegah 

praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam 

(Buchanan, 2017). 

• Laporan Keuangan yang Diperiksa oleh Pihak Ketiga: Indikator 

transparansi yang lainnya adalah sejauh mana perusahaan 

menyajikan laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor 

independen dan dapat diakses oleh publik. 

Transparansi operasional berkaitan dengan sejauh mana 

perusahaan mengungkapkan rincian mengenai lokasi dan skala 

operasional, serta kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan 

dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Pengungkapan yang jelas tentang keberlanjutan sumber daya alam 
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yang dieksploitasi dan dampak yang ditimbulkan oleh operasional 

merupakan salah satu aspek penting dalam transparansi. 

• Informasi Mengenai Lokasi dan Ukuran Proyek: Perusahaan 

yang transparan akan memberikan informasi yang terperinci 

mengenai lokasi dan ukuran operasi mereka, termasuk detail 

mengenai wilayah yang terdampak dan rencana pengelolaan 

jangka panjang (Gunningham, 2018). 

• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sejauh mana perusahaan 

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, baik itu 

melalui praktik ramah lingkungan atau penggunaan teknologi 

baru yang efisien, menjadi indikator penting. Ini termasuk 

penggunaan metode penambangan yang meminimalkan 

kerusakan alam atau pengelolaan limbah yang ramah 

lingkungan (Bebbington et al., 2014). 

Transparansi dalam aspek lingkungan sangat penting untuk 

mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif dari kegiatan 

ekstraksi terhadap ekosistem. Ini termasuk pengungkapan yang jelas 

mengenai kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan, 

pemantauan dampak, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil 

untuk mengurangi kerusakan. 

• Pelaporan Dampak Lingkungan: Perusahaan yang transparan 

biasanya melaporkan dampak lingkungan dari operasi 

mereka, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan 

pengelolaan limbah. Pengungkapan ini juga mencakup 
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langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak 

negatif (OECD, 2018). 

• Audit Lingkungan Independen: Salah satu indikator 

transparansi dalam sektor ini adalah sejauh mana perusahaan 

melibatkan auditor independen untuk menilai kinerja 

lingkungan mereka dan mempublikasikan hasilnya kepada 

publik. 

Transparansi sosial dalam industri ekstraktif terkait dengan 

pengelolaan hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal dan 

dampak sosial dari kegiatan ekstraksi. Pengungkapan mengenai 

bagaimana perusahaan mengelola hak asasi manusia, konflik sosial, 

dan keterlibatan komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa 

operasi perusahaan tidak merugikan masyarakat sekitar. 

• Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: 

Perusahaan yang transparan akan melibatkan masyarakat lokal 

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan kegiatan mereka, termasuk konsultasi publik yang 

terbuka dan jujur (Murray, 2020). 

• Pengelolaan Konflik Sosial: Salah satu indikator transparansi 

sosial adalah pengungkapan tentang cara perusahaan 

mengelola konflik sosial yang mungkin timbul akibat kegiatan 

ekstraksi, termasuk langkah-langkah penyelesaian yang 

diambil untuk mengatasi ketegangan dengan komunitas lokal 

(Bebbington & Bury, 2013). 
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Transparansi dalam pengelolaan regulasi dan hukum berfokus 

pada pengungkapan informasi mengenai kepatuhan perusahaan 

terhadap undang-undang nasional dan internasional yang mengatur 

eksploitasi sumber daya alam, serta standar yang diterapkan dalam 

operasional mereka. 

• Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Sejauh mana 

perusahaan mengikuti standar internasional dalam hal 

keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, seperti standar 

yang ditetapkan oleh ISO 14001 atau Global Reporting 

Initiative (GRI), merupakan indikator transparansi yang penting 

(Sullivan & Gouldson, 2016). 

• Pengawasan oleh Regulator Independen: Transparansi juga 

mencakup sejauh mana kegiatan perusahaan diawasi oleh 

lembaga-lembaga pengawas independen, yang memberikan 

laporan yang dapat diakses oleh publik mengenai kepatuhan 

terhadap regulasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi 

dalam sektor ekstraktif memiliki dampak positif terhadap 

keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Praktik transparansi yang 

baik dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi masyarakat 

dan pemerintah, mendorong investasi yang bertanggung jawab, 

serta mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, transparansi juga 

berperan dalam menarik investor yang mengutamakan 

keberlanjutan dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat 

memperkuat daya saing perusahaan di pasar global (Lange et al., 

2018). 
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Namun, meskipun transparansi dapat memberikan manfaat 

jangka panjang, perusahaan yang kurang terbuka dengan informasi 

dapat merusak kepercayaan konsumen dan masyarakat, serta 

menghadapi risiko reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi 

sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka. 

Indikator transparansi dalam sektor industri ekstraktif sangat 

beragam dan mencakup berbagai dimensi, mulai dari 

pengungkapan informasi keuangan hingga dampak sosial dan 

lingkungan. Untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan 

akuntabilitas perusahaan, transparansi yang komprehensif sangat 

penting. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya keberlanjutan, perusahaan dalam sektor ekstraktif yang 

dapat mempraktikkan transparansi dengan serius akan memperoleh 

manfaat jangka panjang, baik dalam hal reputasi maupun daya saing 

di pasar global. 

5.2 Tingkat Transparansi dalam Praktik Industri Ekstraktif di 

Jawa Timur dan Jawa Barat 

Sektor industri ekstraktif di Indonesia, khususnya yang 

berkaitan dengan pertambangan, minyak, dan gas, sering kali 

menghadapi tantangan besar terkait dengan transparansi, 

akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kedua provinsi, Jawa Timur dan 

Jawa Barat, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya 

alam yang melimpah dan menjadi lokasi penting bagi kegiatan 

industri ekstraktif. Namun, tingkat transparansi yang diterapkan oleh 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kedua provinsi ini 
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bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti regulasi 

pemerintah, kebijakan internal perusahaan, serta tekanan dari 

masyarakat dan lembaga internasional. 

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan 

sumber daya alam, terutama batu bara dan gas alam. Beberapa 

perusahaan besar yang beroperasi di sektor ini antara lain PT. Bukit 

Asam, PT. Indominco Mandiri, dan PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB). 

Meskipun perusahaan-perusahaan ini mengklaim telah menjalankan 

praktik keberlanjutan dan transparansi, ada sejumlah tantangan yang 

dihadapi terkait dengan pelaporan dan pengelolaan dampak sosial 

dan lingkungan. Indikator Transparansi di Jawa Timur Pelaporan 

Pembayaran kepada Pemerintah dan EITI (Extractive Industries 

Transparency Initiative). 

Di Jawa Timur, beberapa perusahaan besar yang terlibat 

dalam industri ekstraktif telah mulai menerapkan sistem pelaporan 

pembayaran kepada pemerintah yang lebih terbuka. PT. Bukit Asam, 

misalnya, melaporkan pembayaran royalti dan pajak yang disetorkan 

kepada pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan ini juga telah 

bergabung dengan inisiatif EITI, yang memungkinkan transparansi 

dalam aliran pendapatan dan pembayaran yang diterima oleh 

pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tingkat keterbukaan yang ada 

seringkali terbatas pada data tahunan yang belum mencakup detail 

yang lebih mendalam mengenai aliran dana di tingkat lokal. 

1. Pelaporan Dampak Lingkungan 
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Dalam hal transparansi lingkungan, beberapa perusahaan 

tambang di Jawa Timur telah mengimplementasikan sistem 

pelaporan dampak lingkungan yang lebih terbuka. PT. Indominco 

Mandiri dan PT. PJB telah mulai mempublikasikan laporan 

keberlanjutan yang mencakup dampak operasional terhadap 

lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang diambil. Laporan 

tersebut mencakup isu-isu seperti pengelolaan limbah, 

pengurangan emisi, serta rehabilitasi lahan pasca-pertambangan. 

Namun, pengawasan independen terhadap laporan-laporan ini 

seringkali minim, sehingga beberapa pihak menganggap 

transparansi mereka belum sepenuhnya dapat dipercaya. 

2. Keterlibatan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik Sosial 

Sektor pertambangan di Jawa Timur juga menghadapi 

masalah terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Beberapa perusahaan, seperti PT. 

Indominco Mandiri, telah melakukan konsultasi dengan masyarakat 

setempat terkait dampak sosial dari operasi mereka. Namun, sering 

kali proses ini lebih bersifat formalitas, dan banyak komunitas lokal 

yang merasa bahwa mereka tidak diberikan informasi yang cukup 

untuk membuat keputusan yang informasional. Terutama di daerah-

daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di kawasan Luwuk dan 

Sampang, pengelolaan hubungan dengan masyarakat lokal masih 

perlu diperbaiki. 

3. Pengawasan dan Akuntabilitas 
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Meskipun ada upaya untuk transparansi, pengawasan 

terhadap aktivitas perusahaan sering kali lemah. Banyak dari laporan 

yang disediakan oleh perusahaan tidak cukup mendalam, dan tidak 

ada cukup lembaga independen yang memantau kepatuhan 

terhadap regulasi. Beberapa perusahaan seperti PT. Bukit Asam yang 

terlibat dalam proyek gas alam dan batu bara di Jawa Timur masih 

dihadapkan pada tantangan terkait audit eksternal yang dapat 

mengonfirmasi klaim-klaim mereka tentang keberlanjutan dan 

transparansi. 

Jawa Barat memiliki sejumlah tambang kecil serta industri 

migas yang beroperasi, termasuk Pertamina dan beberapa 

perusahaan tambang batu bara. Meskipun sektor industri ekstraktif 

di Jawa Barat tidak sebesar di Jawa Timur, perusahaan-perusahaan 

yang ada tetap menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, 

terutama dalam pelaporan pembayaran kepada pemerintah dan 

pengelolaan dampak sosial. Indikator Transparansi di Jawa Barat: 

1. Pelaporan Pembayaran kepada Pemerintah 

Seperti di Jawa Timur, beberapa perusahaan yang beroperasi 

di Jawa Barat, termasuk Pertamina (sebagai perusahaan milik 

negara), sudah mulai mengikuti inisiatif transparansi dengan 

melaporkan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah. 

Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia sudah 

mulai mengadopsi prinsip-prinsip EITI dan secara reguler 

mempublikasikan laporan pendapatan dan pajak yang mereka 

bayarkan ke pemerintah. Namun, masih ada kekurangan dalam hal 
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pengungkapan informasi yang lebih granular mengenai bagaimana 

dana tersebut digunakan di tingkat daerah. 

2. Pelaporan Dampak Lingkungan dan Sosial 

Di Jawa Barat, perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi 

migas dan pertambangan mulai memberikan laporan keberlanjutan, 

namun pengungkapannya sering kali masih terbatas. Pertamina, 

misalnya, mengungkapkan sejumlah informasi terkait upaya mereka 

untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, namun 

pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari 

eksploitasi minyak di daerah seperti Cirebon dan Subang masih 

sangat minim. Laporan mereka lebih fokus pada dampak ekonomi 

dan kurang memberikan perhatian pada dampak sosial yang 

ditimbulkan dari kegiatan operasional. 

3. Keterlibatan Masyarakat dan Konflik Sosial 

Di sektor migas dan pertambangan di Jawa Barat, keterlibatan 

masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sangat 

terbatas. Pengelolaan konflik sosial di beberapa daerah seperti 

Cirebon dan Majalengka, yang merupakan pusat aktivitas 

pertambangan dan energi, sering kali kurang optimal. Beberapa 

komunitas setempat merasa diabaikan dan tidak diberikan akses 

penuh untuk memberikan masukan terhadap kebijakan perusahaan, 

yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan di 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dampak 

sosial dan lingkungan lebih banyak bersifat sebagai formalitas 

daripada dialog yang berkelanjutan. 
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4. Pengawasan dan Kepatuhan Regulasi 

Pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor 

ekstraktif di Jawa Barat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. 

Laporan yang disediakan oleh perusahaan seringkali tidak diaudit 

oleh pihak ketiga yang independen. Meski ada regulasi mengenai 

pengelolaan lingkungan, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup 

dan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap 

regulasi ini sering kali tidak efektif. Beberapa perusahaan besar 

seperti Pertamina telah melakukan upaya untuk memperbaiki 

manajemen lingkungan mereka, tetapi masih ada kesenjangan yang 

signifikan dalam implementasi di lapangan, yang menunjukkan 

kurangnya transparansi dalam pengelolaan lingkungan secara 

keseluruhan. 

Tingkat transparansi yang diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki 

beberapa kesamaan dan perbedaan. 

• Kesamaan: Di kedua provinsi, perusahaan-perusahaan besar 

mulai mengikuti prinsip-prinsip transparansi yang ditetapkan 

oleh EITI dan secara rutin menerbitkan laporan yang 

mengungkapkan pembayaran kepada pemerintah. Namun, 

meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, 

keduanya masih menghadapi tantangan dalam 

mengungkapkan data yang lebih granular terkait aliran dana 

di tingkat lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh 

operasi mereka. 
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• Perbedaan: Jawa Timur cenderung lebih terbuka dalam hal 

pelaporan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, 

terutama di sektor pertambangan batu bara. Di sisi lain, 

transparansi sosial di Jawa Barat, khususnya dalam hal 

keterlibatan masyarakat lokal dan pengelolaan konflik sosial, 

masih sangat terbatas. Perusahaan di Jawa Barat, terutama 

Pertamina, cenderung fokus pada aspek ekonomi dan 

keuangan dari operasi mereka, sementara perusahaan di Jawa 

Timur lebih terbuka dalam pelaporan dampak lingkungan 

meskipun masih banyak kekurangan dalam hal pengawasan 

independen. 

Meskipun ada beberapa perusahaan di Jawa Timur dan Jawa 

Barat yang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi 

dalam sektor industri ekstraktif, masih banyak tantangan yang perlu 

dihadapi, terutama terkait dengan pengelolaan dampak sosial, 

keterlibatan masyarakat, dan pengawasan independen. Penguatan 

regulasi yang mendukung transparansi dan penerapan audit yang 

lebih ketat, serta peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam 

proses pengambilan keputusan, sangat diperlukan untuk 

memperbaiki transparansi di sektor ini. Pengawasan yang lebih ketat 

terhadap pelaporan keberlanjutan dan dampak sosial dari 

perusahaan akan sangat penting untuk memastikan bahwa praktik 

ekstraktif di kedua provinsi ini lebih bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. 

5.3 Hambatan dalam Meningkatkan Transparansi 
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Meskipun transparansi dalam sektor industri ekstraktif di 

Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, telah 

menjadi fokus yang semakin penting, baik bagi perusahaan maupun 

pemerintah, ada banyak kendala yang menghambat implementasi 

transparansi secara efektif. Kendala ini berasal dari berbagai faktor, 

baik internal maupun eksternal, yang melibatkan aspek teknis, 

struktural, ekonomi, serta sosial-politik. Berikut adalah analisis lebih 

mendalam mengenai kendala-kendala utama yang dihadapi dalam 

meningkatkan transparansi di sektor ini. 

Perusahaan-perusahaan besar dalam sektor ekstraktif, seperti 

PT. Bukit Asam (pertambangan batu bara) atau Pertamina (migas), 

seringkali dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga kerahasiaan 

informasi yang berkaitan dengan strategi bisnis mereka. Transparansi 

yang berlebihan dalam hal data finansial, pembayaran kepada 

pemerintah, atau rencana bisnis dapat mengungkapkan informasi 

yang dianggap sensitif atau merugikan posisi kompetitif mereka. 

Bebbington & Bury (2013) mencatat bahwa meskipun ada tekanan 

untuk lebih transparan, banyak perusahaan yang ragu untuk 

melaporkan semua data yang dapat memberikan keuntungan 

kepada pesaing. 

Menerapkan sistem transparansi yang lebih baik sering kali 

membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, 

pelatihan staf, serta audit eksternal untuk memastikan akurasi dan 

keandalan informasi yang disediakan. Sebagai contoh, PT. Bukit 

Asam dan perusahaan pertambangan lainnya sering kali 

menghadapi tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang 
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memadai, karena biaya tinggi yang dibutuhkan untuk 

mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis digital yang memadai 

dan dapat memenuhi standar global seperti EITI atau Global 

Reporting Initiative (GRI). Sullivan & Gouldson (2016) menyoroti 

bahwa biaya ini dapat menjadi beban, terutama bagi perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di kawasan dengan infrastruktur yang 

terbatas. 

Banyak perusahaan ekstraktif enggan untuk mengungkapkan 

data terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

mereka, terutama jika dampak tersebut menunjukkan pelanggaran 

atau kegagalan dalam pengelolaan lingkungan. Gunningham (2018) 

mengemukakan bahwa perusahaan yang terlibat dalam 

pertambangan batu bara atau eksploitasi migas sering kali lebih 

memilih untuk mengurangi fokus pada aspek lingkungan dan sosial 

dalam laporan mereka, karena dapat memengaruhi reputasi mereka 

di mata publik dan investor. Hal ini terutama terjadi di wilayah-

wilayah di mana dampak negatif terhadap lingkungan dan 

masyarakat lebih nyata dan besar. 

Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh banyak 

perusahaan di sektor ekstraktif adalah resistensi terhadap audit dan 

pengawasan eksternal. Bebbington et al. (2014) menyatakan bahwa 

perusahaan sering kali enggan untuk membuka diri terhadap 

pengawasan pihak ketiga yang independen karena khawatir akan 

menemukan ketidaksesuaian atau kegagalan dalam memenuhi 

standar lingkungan dan sosial. Hal ini berkontribusi pada kurangnya 
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akuntabilitas dan membuat data yang disediakan oleh perusahaan 

sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. 

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam 

meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif adalah 

ketidakselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Peraturan yang 

ada sering kali tidak cukup jelas atau tidak cukup mengikat untuk 

mendorong perusahaan agar secara penuh membuka akses 

terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku 

kepentingan. Lange et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun ada 

sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pelaporan dampak 

sosial dan lingkungan, penerapannya di lapangan seringkali lemah 

karena ketidakjelasan dalam aturan yang ada dan perbedaan 

penegakan hukum di daerah. 

Sebagian besar pendapatan daerah, terutama di provinsi-

provinsi dengan sektor ekstraktif besar seperti Jawa Timur dan Jawa 

Barat, bergantung pada pajak dan royalti yang dibayarkan oleh 

perusahaan-perusahaan tambang dan migas. Pemerintah daerah 

sering kali menghadapi dilema antara mendorong transparansi dan 

keberlanjutan sosial dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek 

yang bergantung pada pendapatan dari sektor ekstraktif ini. 

Buchanan (2017) mencatat bahwa ketergantungan pada pendapatan 

dari sektor ekstraktif menyebabkan beberapa pemerintah lokal lebih 

cenderung untuk menoleransi pelanggaran lingkungan dan sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan besar, demi mempertahankan 

pendapatan yang vital bagi pembangunan daerah. 
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Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ekstraktif di 

Indonesia masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang kaya akan 

sumber daya alam. Sullivan & Gouldson (2016) menyoroti bahwa 

sering kali, pemerintah tidak memiliki kapasitas atau sumber daya 

yang memadai untuk melakukan pemantauan yang efektif terhadap 

perusahaan, baik dari segi dampak lingkungan maupun pengelolaan 

pembayaran pajak dan royalti. Banyak daerah yang tidak memiliki 

staf yang terlatih atau fasilitas yang memadai untuk mengawasi 

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. 

Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah seringkali menjadi hambatan besar dalam hal 

transparansi. Pemerintah daerah sering kali memiliki kepentingan 

ekonomi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat 

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bebbington & Bury 

(2013) menunjukkan bahwa di banyak daerah, pemerintah lokal lebih 

memilih untuk memberikan izin ekspansi kepada perusahaan-

perusahaan ekstraktif demi mendapatkan pendapatan pajak yang 

lebih tinggi, meskipun hal ini dapat merugikan masyarakat dan 

lingkungan. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah ini 

seringkali mengarah pada kurangnya transparansi dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 

Di banyak daerah, terutama di provinsi-provinsi yang lebih 

terpencil, pemerintah tidak memiliki infrastruktur yang memadai 

untuk mengelola dan menyebarkan data secara terbuka dan 

transparan. Murray (2020) mencatat bahwa meskipun pemerintah 

pusat dan beberapa pemerintah daerah telah mulai menerapkan 
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platform transparansi digital, banyak daerah yang tidak memiliki 

sistem yang cukup baik untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

mempublikasikan data yang relevan secara terbuka. Kurangnya 

sistem yang terintegrasi ini menghambat usaha untuk memperkuat 

transparansi sektor ekstraktif secara menyeluruh. 

Meskipun transparansi di sektor ekstraktif penting bagi 

masyarakat, sering kali masyarakat lokal tidak memiliki akses atau 

kesadaran yang cukup tentang hak mereka untuk meminta informasi. 

Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar area ekstraktif tidak 

mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan informasi 

mengenai dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. 

Gunningham (2018) mengamati bahwa keterbatasan pengetahuan 

masyarakat ini menghambat upaya transparansi, karena mereka tidak 

dapat secara efektif memanfaatkan informasi yang tersedia atau 

menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan dan pemerintah. 

Lembaga masyarakat sipil yang berperan sebagai pengawas 

independen juga sering kali terbatas dalam kapasitasnya untuk 

memengaruhi kebijakan sektor ekstraktif. OECD (2015) mencatat 

bahwa meskipun banyak organisasi masyarakat sipil yang berusaha 

untuk meningkatkan transparansi, mereka sering kali dihadapkan 

pada hambatan dari pihak perusahaan dan pemerintah yang tidak 

ingin menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Ketidakmampuan 

untuk mengakses data yang relevan, serta adanya ketakutan akan 

pembalasan atau intimidasi, menjadi hambatan besar bagi 

masyarakat dan lembaga sipil untuk mengadvokasi perubahan yang 

mendukung transparansi. 
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Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan, pemerintah, 

dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi di sektor industri 

ekstraktif di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. 

Perusahaan sering kali dihadapkan pada konflik kepentingan antara 

transparansi dan strategi bisnis mereka, sedangkan pemerintah 

menghadapi tantangan struktural dan kapasitas yang terbatas untuk 

mengawasi industri ekstraktif secara efektif. Untuk mengatasi 

masalah ini, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara 

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta penguatan 

sistem regulasi dan kapasitas pengawasan untuk menciptakan sektor 

yang lebih transparan, berkelanjutan, dan akuntabel. 

Pemerintah harus meningkatkan kapasitas pengawasan dan 

penegakan hukum terkait kegiatan ekstraktif. Hal ini bisa dilakukan 

dengan melibatkan lembaga-lembaga independen untuk 

mengaudit secara berkala dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan perusahaan. Sullivan & Gouldson (2016) menyarankan 

penguatan peran Badan Pengawas Keuangan dan Badan 

Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan memastikan bahwa 

perusahaan memenuhi standar pelaporan yang transparan. 

Koordinasi antara lembaga pemerintah yang mengelola 

sektor ekstraktif perlu ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan 

yang lebih kohesif. Ini dapat dilakukan dengan membentuk tim 

koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam sektor ekstraktif, seperti Kementerian 

ESDM, BPK, dan Kementerian Lingkungan Hidup. 
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Penerapan teknologi digital, seperti blockchain untuk 

pelaporan pembayaran dan penggunaan platform berbasis data 

terbuka untuk mempublikasikan dampak sosial dan lingkungan, 

dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di 

sektor ini. Murray (2020) mencatat bahwa teknologi memiliki potensi 

besar untuk memperbaiki pengumpulan, analisis, dan distribusi data 

yang berkaitan dengan kegiatan industri ekstraktif. 

Pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat 

terhadap informasi dan pengambilan keputusan dalam sektor 

ekstraktif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal 

dapat berperan serta dalam proses transparansi. Bebbington et al. 

(2014) mengusulkan penyelenggaraan program pelatihan bagi 

masyarakat dan lembaga sipil untuk meningkatkan kesadaran 

mereka mengenai pentingnya transparansi dan keberlanjutan dalam 

sektor ekstraktif. 

Meningkatkan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di 

Indonesia memang menghadapi banyak kendala yang kompleks, 

baik dari sisi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Namun, 

dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, peningkatan kapasitas 

pengawasan, serta penerapan teknologi yang lebih baik, hambatan-

hambatan tersebut dapat diatasi. Hal ini akan menciptakan ekosistem 

yang lebih transparan, berkelanjutan, dan akuntabel, yang pada 

akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. 
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Bab 6 

Menguak Fakta di Balik Greenwashing dan 

Transparansi 

6.1 Hubungan Antara Green-Washing dan Transparansi 

Green-washing atau "pencucian hijau" merujuk pada praktik 

di mana sebuah perusahaan atau organisasi menggambarkan dirinya 

lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, dengan tujuan 

menarik konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan atau 

memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat. Dalam sektor 

industri ekstraktif, yang melibatkan kegiatan pertambangan, minyak, 

gas, dan sumber daya alam lainnya, green-washing sering digunakan 

untuk menciptakan citra positif tentang keberlanjutan perusahaan, 

meskipun kenyataannya perusahaan tersebut mungkin tidak 

sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan atau 

bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka. 

Dalam konteks ini, transparansi memainkan peran kunci dalam 

mengungkapkan klaim-klaim tersebut dan membedakan antara 

perusahaan yang benar-benar berkomitmen terhadap keberlanjutan 

dan mereka yang hanya berpura-pura. Untuk memahami hubungan 

antara green-washing dan transparansi, kita perlu membahas 

beberapa dimensi utama, termasuk pengungkapan informasi, 

keterbukaan terhadap audit eksternal, serta dampak sosial dan 

lingkungan dari praktik industri ekstraktif. 

Green-washing berfungsi sebagai penghalang terhadap 

transparansi karena perusahaan yang terlibat dalam praktik ini 
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cenderung menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang 

tidak menguntungkan bagi mereka. Klimp et al. (2015) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang melakukan green-washing seringkali 

menyajikan informasi yang terdistorsi tentang keberlanjutan mereka, 

seperti mengklaim pengurangan emisi gas rumah kaca yang tidak 

terverifikasi atau menggembar-gemborkan program ramah 

lingkungan yang tidak berkelanjutan. 

Perusahaan yang terlibat dalam green-washing seringkali 

menghindari pengungkapan informasi yang lebih rinci dan jujur 

tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Mereka 

mungkin hanya mempublikasikan data yang menguntungkan bagi 

citra perusahaan, sementara mengabaikan aspek-aspek yang lebih 

penting, seperti tingkat polusi, kerusakan ekosistem, atau dampak 

negatif terhadap komunitas lokal. Ini jelas merugikan transparansi 

karena konsumen dan pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki 

gambaran yang akurat tentang dampak nyata dari operasi 

perusahaan. 

Salah satu cara utama green-washing menghambat 

transparansi adalah dengan menciptakan kebingungan atau 

ketidakjelasan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan 

keberlanjutan, yang seharusnya menjadi alat penting untuk 

transparansi, sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk 

menonjolkan pencapaian perusahaan yang diragukan validitasnya. 

Bebbington et al. (2014) mencatat bahwa laporan keberlanjutan 

seringkali penuh dengan bahasa yang kabur dan statistik yang tidak 
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jelas, sehingga pembaca tidak dapat menilai secara objektif 

seberapa besar komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. 

Misalnya, perusahaan dalam sektor ekstraktif sering 

mengklaim "penurunan emisi" atau "pengelolaan limbah yang lebih 

baik" tanpa menjelaskan metodologi yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian tersebut atau membuktikan dampaknya. 

Mereka mungkin juga mengabaikan pengungkapan informasi 

tentang masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia, 

kerusakan lingkungan, atau korupsi yang terjadi selama operasi 

mereka. 

Pengawasan eksternal yang kuat adalah elemen penting 

dalam mengurangi praktik green-washing dan meningkatkan 

transparansi. Namun, perusahaan yang terlibat dalam green-washing 

cenderung menghindari pengawasan yang dapat mengungkapkan 

klaim-klaim mereka yang menyesatkan. Gunningham (2018) 

mengemukakan bahwa perusahaan yang mengandalkan green-

washing sering kali menentang audit atau verifikasi oleh pihak ketiga 

karena mereka takut bahwa hasil audit tersebut akan menyoroti 

ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan mereka dan dampak 

nyata dari kegiatan mereka. 

Di sisi lain, kurangnya pengawasan eksternal yang efektif 

memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanipulasi citra 

mereka tanpa mempertanggungjawabkan dampak sosial dan 

lingkungan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan 

transparansi yang sejati, penting bagi regulator dan lembaga 

independen untuk secara aktif memverifikasi klaim yang dibuat oleh 
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perusahaan, terutama di sektor ekstraktif yang memiliki dampak 

besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. 

Salah satu akibat serius dari green-washing adalah kerusakan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri secara 

keseluruhan. Sullivan & Gouldson (2016) menyatakan bahwa ketika 

konsumen dan masyarakat mengetahui bahwa perusahaan 

menggunakan green-washing, mereka menjadi lebih skeptis 

terhadap klaim keberlanjutan di masa depan, bahkan jika 

perusahaan tersebut benar-benar berupaya untuk bertindak lebih 

bertanggung jawab. Ketika perusahaan tidak transparan dalam 

mengungkapkan dampak mereka terhadap lingkungan dan 

masyarakat, ini mengurangi kredibilitas dan mengikis kepercayaan 

publik terhadap komitmen mereka terhadap keberlanjutan. 

Sebagai contoh, banyak konsumen yang merasa kecewa 

setelah mengetahui bahwa perusahaan besar dalam sektor 

pertambangan atau migas yang mengklaim sebagai "ramah 

lingkungan" ternyata masih melakukan praktik-praktik yang merusak 

lingkungan dalam skala besar. Ketidakpercayaan ini dapat mengarah 

pada penurunan reputasi perusahaan dan bahkan berkontribusi 

pada penurunan pangsa pasar. 

Mengatasi praktik green-washing dan meningkatkan 

transparansi dalam sektor ekstraktif memerlukan pendekatan yang 

lebih sistematis dan mendalam. Beberapa langkah yang dapat 

diambil untuk mencegah green-washing dan meningkatkan 

transparansi antara lain: 
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Untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menyajikan 

klaim yang menyesatkan, pemerintah dan organisasi internasional 

harus mendorong penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang 

lebih ketat, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan EITI 

(Extractive Industries Transparency Initiative). Standar ini 

mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang 

lebih rinci dan terverifikasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan 

ekonomi dari operasi mereka. 

Pemerintah dan lembaga independen harus memfasilitasi 

audit eksternal yang transparan terhadap laporan keberlanjutan 

perusahaan. Bebbington et al. (2014) menyarankan bahwa audit ini 

harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen untuk 

memastikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan adalah 

akurat dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pemasaran. 

Keterlibatan konsumen dan masyarakat dalam proses 

pengawasan adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan 

tetap bertanggung jawab atas klaim keberlanjutan mereka. 

Buchanan (2017) menyarankan bahwa masyarakat harus diberi akses 

yang lebih baik terhadap informasi mengenai dampak lingkungan 

dan sosial dari kegiatan ekstraktif. Selain itu, program pendidikan 

yang lebih baik dapat membantu konsumen dalam memahami 

laporan keberlanjutan dan mendeteksi praktik-praktik green-

washing. 

Green-washing dan transparansi dalam industri ekstraktif 

saling berhubungan erat. Green-washing menghambat transparansi 

dengan memanipulasi informasi untuk menciptakan citra yang ramah 
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lingkungan, sementara transparansi yang lebih baik dapat 

mengungkapkan praktik green-washing dan memastikan bahwa 

perusahaan bertanggung jawab terhadap klaim keberlanjutan 

mereka. Untuk mengatasi green-washing dan meningkatkan 

transparansi, penting untuk memperkuat regulasi, menerapkan 

standar pelaporan yang lebih ketat, dan memperkuat pengawasan 

eksternal. Hanya dengan langkah-langkah ini, industri ekstraktif 

dapat bergerak menuju keberlanjutan yang sejati dan 

mengembalikan kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan 

yang mereka buat. 

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor pertambangan, 

minyak, dan gas, memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang sangat besar. Oleh karena itu, transparansi dalam sektor ini 

menjadi krusial, baik untuk memenuhi harapan masyarakat, regulasi 

pemerintah, maupun untuk menjaga keberlanjutan industri itu 

sendiri. Namun, banyak perusahaan di sektor ekstraktif yang terlibat 

dalam green-washing, yaitu sebuah praktik yang memanipulasi citra 

keberlanjutan mereka untuk menarik konsumen atau pemangku 

kepentingan dengan klaim lingkungan yang tidak didukung oleh 

tindakan nyata. Praktik ini sering kali berlawanan dengan prinsip 

transparansi yang sejati dan dapat menyebabkan kerusakan reputasi 

jangka panjang bagi perusahaan yang terlibat. 

Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam tentang 

bagaimana green-washing merusak transparansi dalam industri 

ekstraktif dan apa konsekuensinya, dengan merujuk pada jurnal dan 

literatur internasional yang relevan dari 10 tahun terakhir. Green-
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washing pada dasarnya berusaha menutupi dampak lingkungan 

yang merugikan dengan menciptakan citra perusahaan yang ramah 

lingkungan. Sebagai contoh, banyak perusahaan dalam industri 

ekstraktif mengklaim menggunakan teknologi ramah lingkungan, 

padahal hanya sebagian kecil dari teknologi tersebut yang 

diterapkan atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap 

pengurangan polusi atau emisi gas rumah kaca. Dalam Starkey & 

Welford (2016), dijelaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam 

laporan keberlanjutan dan standar lingkungan, banyak perusahaan 

yang memilih untuk hanya melaporkan hal-hal yang tidak terlalu 

kontroversial, seperti inisiatif hijau kecil, sementara mengabaikan 

masalah besar seperti deforestasi, kontaminasi air, atau kerusakan 

ekosistem. 

Praktik green-washing merusak kepercayaan konsumen 

terhadap klaim keberlanjutan perusahaan. Dalam sektor ekstraktif, 

konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan bisa merasa 

tertipu oleh klaim palsu perusahaan. Gunningham et al. (2018) 

menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan green-

washing untuk menarik konsumen dengan citra ramah lingkungan, 

ketika konsumen menyadari bahwa klaim tersebut tidak benar atau 

tidak dapat diverifikasi, kepercayaan mereka terhadap perusahaan 

akan menurun secara signifikan. Dalam jangka panjang, ini dapat 

merugikan perusahaan, karena konsumen yang merasa dikhianati 

cenderung menghindari produk atau layanan dari perusahaan 

tersebut. 
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Selain itu, green-washing berkontribusi pada terjadinya 

"green fatigue" di kalangan konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh 

Futerra (2017), konsumen yang merasa bingung dengan berbagai 

klaim hijau yang bertentangan atau tidak dapat dibuktikan, akan 

menjadi skeptis terhadap klaim keberlanjutan secara keseluruhan. 

Hal ini memperburuk dinamika transparansi, karena konsumen mulai 

menganggap klaim keberlanjutan sebagai taktik pemasaran belaka. 

Transparansi dalam sektor ekstraktif sangat bergantung pada 

pengungkapan data yang akurat dan komprehensif mengenai 

dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan industri. Namun, 

perusahaan yang terlibat dalam green-washing cenderung 

mengurangi atau memanipulasi data ini untuk menghindari 

pengungkapan yang merugikan. Bebbington et al. (2014) 

mengungkapkan bahwa perusahaan sering kali menyajikan laporan 

keberlanjutan yang hanya mencakup indikator-indikator positif 

sementara menghindari atau meminimalkan aspek negatif seperti 

emisi berbahaya, polusi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang 

mungkin timbul akibat operasi mereka. 

Hal ini berimplikasi pada kurangnya transparansi karena 

informasi yang diberikan hanya sebagian kecil dari gambaran besar. 

Sebagai contoh, perusahaan dalam industri ekstraktif yang 

menggunakan green-washing mungkin akan memfokuskan laporan 

mereka pada penggunaan energi terbarukan dalam sebagian kecil 

operasi mereka, tanpa menyebutkan dampak besar dari kegiatan 

penambangan atau pengeboran yang mengarah pada degradasi 

lingkungan atau ketidakadilan sosial terhadap masyarakat lokal. 
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Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan green-

washing karena ketidakjelasan dalam regulasi dan pengawasan. 

Carter et al. (2015) menunjukkan bahwa pemerintah yang tidak 

memiliki kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap 

sektor ekstraktif memberikan ruang bagi praktik green-washing. Di 

banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor ekstraktif 

sering kali menikmati pengecualian atau peraturan yang longgar, 

yang memungkinkan perusahaan untuk melaporkan klaim 

keberlanjutan tanpa harus menghadapi konsekuensi nyata atas 

klaim-klaim tersebut. 

Lebih lanjut, Sullivan & Gouldson (2016) menyarankan bahwa 

ketidakjelasan dalam definisi apa yang dimaksud dengan 

"keberlanjutan" atau "ramah lingkungan" dalam kebijakan industri 

ekstraktif memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi celah 

regulasi ini. Tanpa definisi yang kuat, laporan keberlanjutan yang 

disusun oleh perusahaan bisa sangat bervariasi, sehingga 

memungkinkan mereka untuk melakukan green-washing meskipun 

dampak operasi mereka sangat merusak lingkungan. 

Kurangnya pengawasan independen juga mempengaruhi 

transparansi di sektor ini. Gunningham (2018) mencatat bahwa 

banyak perusahaan ekstraktif yang terlibat dalam green-washing 

sering kali menghindari audit eksternal atau memanipulasi hasil audit 

untuk mencocokkan citra keberlanjutan mereka. Di beberapa 

negara, pengawasan oleh lembaga independen sering kali lemah 

atau tidak ada sama sekali, sehingga perusahaan tidak memiliki 
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insentif untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan 

mengenai dampak lingkungan dan sosial mereka. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif seperti EITI 

(Extractive Industries Transparency Initiative) telah mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi 

mengenai pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi lainnya kepada 

pemerintah. Lange et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun EITI 

telah meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif, masih 

banyak perusahaan yang hanya memberikan informasi minimal yang 

tidak memberikan gambaran lengkap tentang dampak nyata dari 

operasi mereka. 

Selain dampak lingkungan, sektor ekstraktif juga memiliki 

dampak sosial yang signifikan, seperti konflik sosial, pelanggaran hak 

asasi manusia, dan pemiskinan di komunitas yang terpengaruh. Bury 

et al. (2016) menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan 

green-washing untuk menyembunyikan dampak sosial negatif dari 

operasi mereka. Mereka cenderung mengklaim telah melakukan 

program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berhasil, 

sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal 

sering kali tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari operasi 

tersebut. 

Misalnya, perusahaan tambang yang mengklaim telah 

berinvestasi dalam pendidikan atau infrastruktur, sering kali gagal 

untuk memberikan bukti konkret atau terverifikasi mengenai 

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya 



121 
 

merusak transparansi, tetapi juga menambah ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap klaim-klaim yang dibuat oleh perusahaan. 

Salah satu solusi utama untuk mengurangi green-washing 

adalah dengan mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang 

lebih ketat dan konsisten. GRI (Global Reporting Initiative) dan SASB 

(Sustainability Accounting Standards Board) adalah contoh dari 

standar internasional yang dapat memandu perusahaan dalam 

menyusun laporan yang lebih transparan dan terverifikasi. Rainey & 

Mohr (2017) menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengikuti 

standar pelaporan yang lebih ketat dan terverifikasi oleh pihak 

ketiga, mereka lebih cenderung untuk mengungkapkan data yang 

lebih lengkap dan akurat mengenai dampak sosial dan lingkungan 

mereka. 

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengharuskan 

perusahaan untuk melaporkan dengan transparan mengenai 

dampak lingkungan dan sosial mereka. Penegakan hukum yang lebih 

ketat terhadap perusahaan yang terlibat dalam green-washing juga 

penting untuk mencegah praktik ini berkembang. Bebbington & 

Bury (2013) menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan 

mekanisme pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa klaim 

keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar sesuai 

dengan praktik mereka. 

Peningkatan keterlibatan masyarakat, konsumen, dan 

lembaga masyarakat sipil dalam memantau perusahaan dapat 

membantu memastikan transparansi yang lebih baik. Sullivan & 

Gouldson (2016) mengusulkan agar lembaga masyarakat sipil 
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memiliki peran yang lebih besar dalam mengaudit klaim 

keberlanjutan perusahaan, serta memberi umpan balik langsung 

kepada perusahaan dan regulator. 

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan platform data 

terbuka dapat membantu memperbaiki transparansi di sektor 

ekstraktif. Murray (2020) mencatat bahwa teknologi ini 

memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap aliran sumber 

daya, pembayaran pajak, dan dampak lingkungan secara real-time, 

yang dapat mengurangi ruang untuk manipulasi dan green-washing. 

Hubungan antara green-washing dan transparansi dalam 

industri ekstraktif adalah sangat erat, dengan green-washing sering 

kali menghambat transparansi dan menyembunyikan dampak sosial 

serta lingkungan yang merugikan. Untuk mengatasi hal ini, langkah-

langkah perlu diambil baik oleh perusahaan, pemerintah, maupun 

masyarakat untuk memperkuat standar pelaporan, pengawasan, dan 

teknologi yang mendukung transparansi. Keberlanjutan sejati hanya 

dapat tercapai jika informasi yang akurat dan terbuka tersedia untuk 

semua pemangku kepentingan. 

6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi dalam 

Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang meliputi pertambangan, eksplorasi 

minyak dan gas, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya, 

memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. 

Oleh karena itu, transparansi dalam sektor ini menjadi hal yang 

sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan, tetapi juga untuk memenuhi harapan pemangku 
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kepentingan yang lebih luas, seperti konsumen, investor, dan 

masyarakat sipil. Namun, baik faktor internal perusahaan maupun 

faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah, pasar, dan 

tekanan masyarakat mempengaruhi sejauh mana transparansi ini 

dapat tercapai. 

Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam faktor 

internal dan eksternal yang memengaruhi transparansi di sektor 

industri ekstraktif, dengan mengacu pada literatur terbaru dalam 

buku dan jurnal internasional dari dekade terakhir. Faktor Internal 

yang Mempengaruhi Transparansi. 

1. Kepemimpinan dan Komitmen Terhadap Keberlanjutan 

Kepemimpinan perusahaan memainkan peran kunci dalam 

membentuk budaya transparansi. Sebuah komitmen kuat dari 

pimpinan puncak terhadap keberlanjutan dan transparansi 

mendorong seluruh organisasi untuk lebih terbuka dalam 

melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. 

Kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang lebih cenderung 

untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan 

transparansi sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. 

Sebagai contoh, Schaltegger & Wagner (2017) menjelaskan 

bahwa kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip 

keberlanjutan yang jelas akan mendorong perusahaan untuk 

melaporkan secara lebih terbuka tentang kebijakan dan praktik yang 

mereka jalankan, terutama dalam hal dampak sosial dan lingkungan. 

Sebaliknya, jika manajemen tidak menunjukkan komitmen nyata 
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terhadap keberlanjutan, perusahaan cenderung akan meminimalkan 

atau bahkan menyembunyikan informasi yang merugikan mereka. 

2. Budaya Perusahaan dan Etika Organisasi 

Budaya perusahaan yang mendukung etika yang tinggi dan 

nilai-nilai keberlanjutan sangat penting dalam memastikan 

transparansi. Sebuah budaya organisasi yang memprioritaskan nilai-

nilai sosial dan lingkungan akan mendorong pegawai dan 

manajemen untuk melakukan pelaporan yang lebih jelas dan akurat. 

Hal ini berlawanan dengan budaya yang hanya mengejar 

keuntungan jangka pendek dan tidak menghargai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Bebbington et al. (2014) menunjukkan bahwa budaya 

perusahaan yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial 

akan lebih cenderung untuk mengungkapkan data yang transparan, 

bahkan ketika informasi tersebut mungkin dapat merugikan 

perusahaan dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan dengan 

budaya organisasi yang lemah dalam hal etika sering kali 

menghindari pelaporan atau memanipulasi data untuk memperbaiki 

citra mereka di hadapan publik. 

3. Sistem Pengelolaan dan Akuntabilitas Internal 

Keberadaan sistem manajemen yang baik, termasuk sistem 

akuntabilitas yang kuat, adalah faktor penting dalam mendukung 

transparansi. Perusahaan dengan sistem pengelolaan internal yang 

terstruktur dan efisien memiliki peluang lebih besar untuk 

menghasilkan laporan yang akurat mengenai dampak sosial dan 
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lingkungan mereka. Penggunaan teknologi untuk memonitor dan 

mengelola data juga mempermudah pelaporan yang lebih 

transparan. 

Gunningham et al. (2018) menyatakan bahwa sistem 

pelaporan yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk 

mengumpulkan data secara lebih menyeluruh dan menyajikannya 

dengan cara yang jelas. Hal ini mencakup penggunaan teknologi 

digital dan platform data terbuka, yang memungkinkan pemangku 

kepentingan untuk mengakses data secara langsung dan 

memverifikasi klaim keberlanjutan perusahaan. 

4. Motivasi Finansial dan Kebutuhan untuk Meningkatkan Reputasi 

Salah satu faktor internal yang dapat mendorong transparansi 

adalah motivasi finansial dan kebutuhan untuk menjaga atau 

meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Perusahaan yang ingin 

menarik investor dan pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan 

dan tanggung jawab sosial akan lebih cenderung untuk 

memperbaiki transparansi mereka. Dalam hal ini, rekam jejak 

transparansi menjadi bagian dari strategi reputasi jangka panjang 

perusahaan. 

Carter et al. (2015) menekankan bahwa perusahaan yang 

berkomitmen pada keberlanjutan dan transparansi memiliki 

keunggulan kompetitif di pasar, terutama ketika investor sosial atau 

konsumen yang sadar lingkungan semakin mendominasi pasar. 

Transparansi, dalam hal ini, bukan hanya dipandang sebagai 

kewajiban etis, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang dapat 
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meningkatkan daya tarik perusahaan di mata pemangku 

kepentingan. 

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Transparansi 

1. Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Lingkungan 

Regulasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting 

dalam menciptakan kondisi yang mendorong transparansi. 

Kebijakan yang mendukung pelaporan terbuka, seperti yang 

diterapkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

atau Global Reporting Initiative (GRI), dapat meningkatkan tingkat 

transparansi di sektor industri ekstraktif. Di negara-negara dengan 

regulasi yang ketat, perusahaan sering kali dipaksa untuk 

melaporkan secara terbuka mengenai dampak lingkungan, emisi 

karbon, dan pembayaran pajak kepada pemerintah. 

Sullivan & Gouldson (2016) menunjukkan bahwa regulasi yang 

efektif dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar 

pelaporan dan transparansi mereka. Sebaliknya, di negara-negara 

dengan kebijakan yang lemah atau tidak ada sama sekali, 

perusahaan lebih cenderung untuk menghindari pengungkapan 

yang dapat merugikan mereka. Regulator yang tegas, dengan sanksi 

yang jelas terhadap ketidakpatuhan, menciptakan lingkungan yang 

lebih kondusif bagi transparansi. 

2. Tekanan dari Pemangku Kepentingan Eksternal 

Selain regulasi, tekanan dari pemangku kepentingan 

eksternal, seperti konsumen, investor, dan organisasi masyarakat 
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sipil, memainkan peran kunci dalam mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan transparansi. Masyarakat yang semakin sadar 

lingkungan dan sosial menuntut perusahaan untuk mengungkapkan 

lebih banyak informasi mengenai dampak operasi mereka. Investor 

sosial atau investor yang berfokus pada keberlanjutan juga lebih 

memilih perusahaan yang dapat menunjukkan transparansi dalam 

laporan keberlanjutan mereka. 

Gunningham et al. (2018) mencatat bahwa tekanan ini tidak 

hanya datang dari konsumen dan investor, tetapi juga dari lembaga-

lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang 

melakukan advokasi keberlanjutan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, 

perusahaan yang gagal menunjukkan transparansi dapat 

menghadapi kampanye boikot atau penurunan permintaan dari 

pasar yang lebih luas. 

3. Teknologi dan Platform Digital 

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor eksternal yang 

mendorong transparansi. Platform digital yang digunakan untuk 

melaporkan data lingkungan atau pembayaran sektor ekstraktif 

memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi 

secara real-time dan memverifikasi klaim keberlanjutan perusahaan. 

Blockchain sebagai teknologi yang aman dan transparan, semakin 

digunakan untuk mencatat aliran uang atau material yang terkait 

dengan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam. 

Murray (2020) mencatat bahwa teknologi ini membantu 

memperbaiki pelaporan dengan menyediakan sistem yang tidak 
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dapat dimanipulasi dan terverifikasi, yang pada gilirannya 

meminimalkan risiko green-washing. Pemanfaatan teknologi digital 

oleh lembaga-lembaga internasional dan pemerintah semakin 

mendorong perusahaan untuk mengadopsi pelaporan yang lebih 

transparan. 

4. Pengaruh Lembaga Internasional dan Standar Global 

Lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank, 

International Monetary Fund (IMF), dan OECD, serta inisiatif seperti 

EITI, telah mendorong transparansi di sektor ekstraktif melalui 

standar global yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

melaporkan keberlanjutan mereka. Penerapan standar ini membantu 

menurunkan variabilitas pelaporan dan memastikan bahwa semua 

perusahaan dalam sektor ini memenuhi standar keberlanjutan dan 

transparansi yang konsisten. 

Lange et al. (2018) menyatakan bahwa inisiatif internasional 

seperti GRI atau EITI menyediakan pedoman dan metrik yang jelas 

mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana informasi 

tersebut harus disajikan kepada publik. Meskipun demikian, 

tantangan tetap ada dalam hal penerapan yang konsisten, terutama 

di negara-negara dengan regulasi yang lemah. 

5. Perubahan Sosial dan Dinamika Pasar Global 

Dinamika pasar global juga berperan penting dalam 

memengaruhi transparansi. Perusahaan yang beroperasi di pasar 

internasional kini menghadapi tuntutan yang lebih tinggi dari 

konsumen dan investor untuk melaporkan secara terbuka tentang 
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dampak sosial dan lingkungan mereka. Persaingan yang semakin 

ketat dalam sektor ekstraktif membuat perusahaan harus menjaga 

reputasi keberlanjutan mereka di mata pemangku kepentingan 

global. 

Futerra (2017) menyatakan bahwa perubahan sosial, seperti 

peningkatan kesadaran akan perubahan iklim dan keberlanjutan, 

telah memengaruhi preferensi konsumen dan kebijakan perusahaan 

dalam hal transparansi. Keberadaan konsumen yang semakin sadar 

akan isu-isu keberlanjutan menambah tekanan bagi perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi secara lebih jelas dan terbuka. 

Faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang saling 

terkait dalam mendorong transparansi di sektor industri ekstraktif. 

Faktor internal seperti kepemimpinan, budaya perusahaan, sistem 

pengelolaan, dan motivasi finansial sangat menentukan sejauh mana 

perusahaan bersedia mengungkapkan informasi yang akurat 

mengenai dampak operasional mereka. Sementara itu, faktor 

eksternal seperti regulasi pemerintah, tekanan pemangku 

kepentingan, teknologi, standar internasional, dan dinamika pasar 

turut mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat 

transparansi mereka. 

Untuk memperbaiki transparansi di sektor ini, perlu ada 

kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil 

dalam mendorong kebijakan yang mendukung pelaporan yang jujur, 

terbuka, dan akurat, dengan mempertimbangkan keberlanjutan 

jangka panjang baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. 
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6.3 Perbandingan Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa 

Barat 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang perbandingan transparansi sektor industri ekstraktif di Jawa 

Timur dan Jawa Barat, serta mengaitkan fenomena green-washing, 

penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

transparansi di kedua provinsi. Dalam analisis ini, saya akan 

membahas lebih lanjut tentang faktor pengaruh eksternal, regulasi 

pemerintah, praktik perusahaan, dan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mengawasi dampak lingkungan, dengan referensi dari buku 

dan jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir. Faktor yang 

Mempengaruhi Transparansi di Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan 

Jawa Barat. 

Regulasi dan kebijakan pemerintah adalah faktor eksternal 

yang sangat menentukan dalam meningkatkan atau menghambat 

transparansi sektor ekstraktif. Di Jawa Timur, kebijakan daerah telah 

mencoba untuk meningkatkan transparansi perusahaan melalui 

partisipasi dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), 

yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

terkait pembayaran pajak, royalti, dan pembagian keuntungan yang 

diterima oleh pemerintah. EITI menjadi alat yang efektif dalam 

mengurangi praktik green-washing dengan menuntut 

pengungkapan yang lebih akurat dan terbuka dari perusahaan. 

Namun, penerapan kebijakan ini tidak merata di seluruh 

sektor industri ekstraktif, khususnya di perusahaan-perusahaan kecil 

dan menengah. EITI Indonesia memang telah meningkatkan 
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transparansi, tetapi implementasinya terkendala oleh kurangnya 

pengawasan di tingkat daerah (Gunningham et al., 2018). Hal ini 

memberikan celah bagi beberapa perusahaan untuk mengklaim 

kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan transparansi tanpa 

benar-benar melakukan perubahan yang substansial pada praktik 

mereka. 

Di Jawa Barat, meskipun terdapat kebijakan yang mengarah 

pada keberlanjutan, seperti Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang menyertakan agenda 

perlindungan lingkungan, regulasi terkait transparansi perusahaan di 

sektor ekstraktif masih kurang kuat (Lange et al., 2018). Perusahaan 

sering kali hanya memenuhi syarat administratif tanpa pengawasan 

yang cukup, sehingga membuka peluang bagi green-washing. 

Gunningham et al. (2018) menjelaskan bahwa tanpa pengawasan 

yang ketat, kebijakan yang lebih kuat hanya akan tetap menjadi 

simbol dan tidak mengubah praktik di lapangan. Bebbington et al. 

(2014) menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, meskipun 

ada regulasi yang mendukung transparansi, banyak sektor tetap 

tidak cukup terawasi, terutama di daerah-daerah yang belum 

terintegrasi dengan sistem pelaporan global seperti EITI. 

Teknologi digital berperan besar dalam memfasilitasi 

transparansi di sektor ekstraktif, terutama dalam hal pelaporan 

lingkungan dan akuntabilitas sosial. Di Jawa Timur, penggunaan 

platform pelaporan berbasis teknologi yang mendukung 

transparansi data dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk 

mengakses informasi secara terbuka sudah mulai diperkenalkan. 
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Teknologi seperti blockchain untuk memantau aliran sumber daya 

dan platform pelaporan digital untuk dokumentasi keberlanjutan 

memberi tekanan bagi perusahaan untuk mengurangi praktik green-

washing (Schaltegger & Wagner, 2017). 

Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal adopsi teknologi, 

di Jawa Barat, adopsi teknologi yang berkaitan dengan pelaporan 

transparansi masih terbatas. Banyak perusahaan di sektor ekstraktif 

di Jawa Barat belum memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. 

Akibatnya, ada ketidaksesuaian antara laporan yang dibuat dan 

kondisi nyata di lapangan, yang memberi ruang bagi praktik green-

washing. Murray (2020) mengidentifikasi penggunaan teknologi, 

khususnya big data dan blockchain, sebagai cara untuk memperbaiki 

akuntabilitas perusahaan dalam sektor ekstraktif dan mengurangi 

celah transparansi yang dapat dimanfaatkan untuk praktik green-

washing. Gunningham et al. (2018) menyoroti bahwa teknologi dapat 

memperkuat sistem pelaporan yang lebih efisien dan mengurangi 

kemungkinan manipulasi data atau praktik green-washing oleh 

perusahaan. 

Di kedua provinsi, aktivisme masyarakat memiliki peran 

penting dalam mendorong transparansi dan mencegah praktik 

green-washing. Di Jawa Timur, kelompok-kelompok Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan telah berperan 

dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan-

perusahaan ekstraktif. Mereka menggunakan media sosial, 

pemberitaan, dan kampanye untuk menuntut perusahaan agar lebih 
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terbuka dalam pelaporan dan lebih bertanggung jawab atas dampak 

operasi mereka. 

Namun, meskipun ada upaya yang signifikan, kekuatan 

pengaruh masyarakat sipil terhadap praktik green-washing di Jawa 

Timur terbatas, karena banyak perusahaan yang terlibat dalam lobi 

politik yang kuat, sehingga mereka dapat menghindari pengawasan 

atau menutupi kesalahan mereka melalui kampanye keberlanjutan 

palsu (Bebbington et al., 2014). 

Di Jawa Barat, meskipun ada beberapa organisasi yang aktif, 

tekanan dari masyarakat terhadap perusahaan untuk meningkatkan 

transparansi belum sekuat di Jawa Timur. Banyak perusahaan di Jawa 

Barat yang menghindari pengawasan masyarakat dengan melakukan 

praktik green-washing yang cukup canggih dan tersembunyi, 

dengan mengklaim keberlanjutan tanpa tindakan nyata. Bebbington 

et al. (2014) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil di 

daerah-daerah seperti Jawa Timur lebih sering berkonfrontasi 

dengan perusahaan besar yang mengabaikan keberlanjutan 

lingkungan dan sosial mereka. Futerra (2017) menyatakan bahwa 

kesadaran dan tekanan publik yang semakin tinggi akan mendorong 

transparansi yang lebih baik di masa depan, namun ketahanan 

perusahaan terhadap tekanan sosial juga penting dalam 

menentukan hasil akhir. 

Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam 

pertambangan batu bara di Jawa Timur sering melakukan kampanye 

hijau untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap rehabilitasi 

lahan pasca-tambang. Namun, banyak laporan yang 
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mengungkapkan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan ini lebih banyak 

bersifat simbolis dan tidak mengarah pada perbaikan ekosistem 

secara substansial. Banyak dari aktivitas penanaman pohon yang 

dilakukan di area bekas tambang hanya untuk memenuhi 

persyaratan administratif tanpa adanya pemantauan jangka panjang 

yang memadai. 

Beberapa perusahaan yang bergerak di sektor energi dan 

minyak di Jawa Timur sering mengklaim menggunakan teknologi 

ramah lingkungan atau green technology untuk mengurangi emisi 

karbon. Namun, audit independen sering kali menunjukkan bahwa 

emisi yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari yang diklaim. Klaim-klaim 

ini digunakan untuk memenuhi tuntutan pasar dan regulator yang 

semakin ketat terhadap dampak lingkungan dari industri ekstraktif. 

Di sektor tambang batu gamping di Jawa Barat, beberapa 

perusahaan mengklaim bahwa mereka telah melakukan reklamasi 

untuk mengembalikan lahan ke kondisi semula setelah dieksploitasi. 

Namun, audit independen menunjukkan bahwa banyak lahan yang 

tidak dipulihkan secara maksimal, dan banyak reklamasi yang lebih 

bersifat kosmetik, hanya untuk mengurangi tekanan dari regulator 

dan masyarakat. 

Beberapa perusahaan di sektor mineral dan batu bara di Jawa 

Barat menggunakan kampanye pengurangan dampak lingkungan 

sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Namun, hasil-hasil 

audit dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan 

ekstraksi tetap merusak lingkungan dalam jangka panjang, tanpa 



135 
 

adanya solusi konkret yang diambil oleh perusahaan untuk 

mengurangi dampak negatifnya. 

Perbandingan transparansi sektor ekstraktif antara Jawa Timur 

dan Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun kedua provinsi telah 

membuat kemajuan dalam hal pelaporan keberlanjutan, praktik 

green-washing masih menjadi tantangan besar. Di Jawa Timur, 

perusahaan besar lebih sering terlibat dalam kampanye hijau dan 

klaim keberlanjutan, tetapi pengawasan yang lemah dan 

ketidakjelasan regulasi membuka peluang untuk manipulasi 

informasi. Di Jawa Barat, meskipun perusahaan-perusahaan lebih 

kecil dalam skala, kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat 

memungkinkan praktik green-washing yang lebih tersembunyi dan 

tidak terdeteksi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan regulasi 

yang lebih kuat, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi 

masyarakat yang lebih luas dalam memantau dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekstraktif. 
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Bab 7 

Langkah Maju untuk Transparansi di Industri 

Ekstraktif 

7.1 Merangkum Fakta dan Pelajaran dari tata kelola Industri 

Ekstraktif 

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena green-washing 

dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia, khususnya di provinsi 

Jawa Timur dan Jawa Barat, telah menjadi isu yang semakin relevan 

seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan dan 

perubahan iklim. Meskipun ada perbaikan dalam hal transparansi, 

perusahaan-perusahaan di kedua provinsi ini masih sering terlibat 

dalam green-washing, di mana mereka menampilkan citra 

keberlanjutan yang tidak sesuai dengan realitas operasional mereka. 

Berdasarkan analisis lebih mendalam dan referensi dari buku serta 

jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir, berikut adalah analisis 

yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong 

dan menghambat transparansi serta keberlanjutan di sektor ini. 

1. Faktor-faktor yang Mendorong Transparansi dan Pengurangan 

Green-Washing 

A. Regulator dan Kebijakan Pemerintah: 

Menurut Lange et al. (2018), kebijakan pemerintah 

memegang peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan 

mengurangi praktik green-washing di sektor ekstraktif. Di Jawa Timur 

dan Jawa Barat, meskipun ada peraturan yang mendukung 

pelaporan transparan, implementasi kebijakan ini masih sering 
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terhambat oleh ketidakcukupan pengawasan dan lobby politik yang 

dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini sering kali membuat 

kebijakan yang ada tidak cukup efektif dalam mendorong perubahan 

yang substansial. 

• EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang 

diterapkan di beberapa perusahaan besar di Jawa Timur, telah 

membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi 

pembayaran pajak dan royalti. Namun, Gunningham et al. 

(2018) mengungkapkan bahwa pengawasan yang lemah di 

tingkat daerah memungkinkan perusahaan untuk 

menghindari pelaporan yang sepenuhnya jujur. 

• Di Jawa Barat, meskipun ada kebijakan terkait keberlanjutan 

yang diatur dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah), implementasinya lebih lemah 

dibandingkan dengan di Jawa Timur. Kurangnya pengawasan 

yang independen terhadap pelaksanaan kebijakan ini 

membuat praktik green-washing lebih marak, karena 

perusahaan sering hanya memenuhi syarat administratif tanpa 

ada pengawasan yang memadai. 

B. Partisipasi Masyarakat Sipil: 

Partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi dampak sosial 

dan lingkungan dari industri ekstraktif memiliki peran penting dalam 

meningkatkan transparansi. Murray (2020) mengungkapkan bahwa 

tekanan dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) dapat 

membantu mengungkap praktik green-washing yang tidak 
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terdeteksi oleh regulator atau pengawas industri. Di Jawa Timur, 

sejumlah LSM lingkungan telah berhasil memaksa beberapa 

perusahaan untuk mengubah cara mereka melaporkan dampak 

lingkungan dan sosial mereka. Namun, sebagian besar dari mereka 

masih terhambat oleh kurangnya akses terhadap informasi yang 

transparan dan pengaruh politik perusahaan besar. 

Di Jawa Barat, meskipun terdapat beberapa upaya dari aktivis 

lingkungan, pengaruh mereka terhadap perusahaan besar relatif 

lebih kecil dibandingkan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan 

kurangnya kesadaran publik di daerah ini mengenai pentingnya 

transparansi dalam sektor ekstraktif. Futerra (2017) menekankan 

bahwa kesadaran konsumen yang lebih tinggi di tingkat global 

memaksa perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan 

dampak operasional mereka. Namun, di daerah-daerah seperti Jawa 

Barat, masih ada ketimpangan dalam hal akses informasi dan 

pendidikan masyarakat mengenai keberlanjutan. 

C. Teknologi dan Inovasi: 

Teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi 

green-washing dan memperbaiki transparansi di sektor ekstraktif. 

Schaltegger & Wagner (2017) mencatat bahwa penggunaan 

teknologi seperti platform pelaporan berbasis digital dan blockchain 

dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi 

manipulasi data oleh perusahaan. Di Jawa Timur, beberapa 

perusahaan besar sudah mulai mengadopsi teknologi ini untuk 

memantau dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka, 
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meskipun penerapannya masih terbatas pada perusahaan-

perusahaan besar yang beroperasi di pasar internasional. 

Namun, di Jawa Barat, penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan transparansi masih sangat terbatas. Murray (2020) 

menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam industri 

ekstraktif di Jawa Barat belum mengadopsi big data atau AI dalam 

pelaporan mereka. Hal ini menyebabkan data yang diberikan tidak 

sepenuhnya akurat dan transparan, memungkinkan perusahaan 

untuk menyembunyikan informasi yang merugikan. 

2. Faktor-faktor yang Menghambat Transparansi dan Meningkatkan 

Praktik Green-Washing 

A. Pengawasan yang Lemah: 

Pengawasan yang lemah di kedua provinsi ini merupakan 

hambatan besar dalam mendorong transparansi yang lebih tinggi 

dan mengurangi green-washing. Bebbington et al. (2014) mencatat 

bahwa meskipun kebijakan seperti EITI dan standar keberlanjutan 

internasional telah diimplementasikan, kurangnya pengawasan 

independen di lapangan memungkinkan banyak perusahaan untuk 

menghindari kewajiban pelaporan mereka atau memanipulasi 

informasi yang diberikan kepada publik. 

Di Jawa Timur, meskipun pemerintah daerah telah berusaha 

meningkatkan transparansi melalui kebijakan yang lebih ketat, masih 

banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

menutupi praktik operasional yang merugikan lingkungan. 

Gunningham et al. (2018) menyoroti bahwa banyak perusahaan yang 
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terlibat dalam lobi politik yang memungkinkan mereka untuk 

menghindari pengawasan yang lebih ketat. 

Di Jawa Barat, pengawasan yang lemah dari pemerintah 

daerah dan kurangnya regulasi yang jelas membuat perusahaan 

lebih bebas untuk melakukan green-washing. Lange et al. (2018) 

mencatat bahwa di banyak daerah dengan pengawasan yang lemah, 

perusahaan-perusahaan kecil sering kali terlibat dalam praktik 

eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak 

lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. 

B. Ketergantungan Ekonomi pada Industri Ekstraktif: 

Sektor ekstraktif di kedua provinsi ini memainkan peran 

penting dalam perekonomian lokal. Ketergantungan ekonomi pada 

sektor ini sering kali menjadi hambatan bagi perubahan yang lebih 

signifikan menuju transparansi dan keberlanjutan. Fuerer & 

Kefferpütz (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat 

dalam sektor ekstraktif cenderung memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kebijakan lokal, yang dapat digunakan untuk menunda 

atau menghindari penerapan regulasi yang lebih ketat. 

Di Jawa Timur, meskipun ada upaya untuk memperbaiki 

transparansi, banyak perusahaan yang tetap mengedepankan 

kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan jangka 

panjang. Schaltegger & Wagner (2017) menambahkan bahwa 

perusahaan-perusahaan ini sering kali menggunakan green-washing 

sebagai alat untuk mempertahankan citra positif mereka tanpa harus 
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menghadapi biaya atau tantangan besar dalam mengubah praktik 

operasional mereka. 

C. Ketidakterbukaan dalam Laporan Keberlanjutan: 

Salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya green-

washing adalah ketidakterbukaan dalam laporan keberlanjutan. 

Banyak perusahaan di kedua provinsi ini yang terlibat dalam industri 

ekstraktif yang mengeluarkan laporan yang tidak jelas atau hanya 

berfokus pada aspek-aspek positif dari operasi mereka tanpa 

menyebutkan dampak negatif yang terjadi. Bebbington et al. (2014) 

menekankan bahwa laporan keberlanjutan sering kali tidak 

mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, karena informasi 

yang disediakan oleh perusahaan cenderung terbatas dan 

terdistorsi. 

3. Rekomendasi untuk Mengurangi Green-Washing dan 

Meningkatkan Transparansi 

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah harus 

memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan 

terhadap perusahaan-perusahaan ekstraktif, terutama di 

tingkat daerah. Bebbington et al. (2014) menyarankan agar 

pengawasan independen dan audit yang lebih ketat dilakukan 

untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan 

perusahaan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

2. Penerapan Teknologi Pelaporan yang Lebih Baik: Penggunaan 

blockchain dan platform pelaporan berbasis teknologi harus 

didorong lebih luas di sektor ekstraktif, terutama di Jawa Barat 
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yang masih tertinggal dalam hal teknologi pelaporan. Murray 

(2020) menunjukkan bahwa teknologi dapat mengurangi 

praktik green-washing dengan memastikan bahwa data yang 

disampaikan transparan, dapat diakses, dan bebas dari 

manipulasi. 

3. Peningkatan Peran Masyarakat Sipil dan Konsumen: 

Meningkatkan peran masyarakat sipil dan organisasi 

lingkungan dalam mengawasi perusahaan adalah kunci untuk 

memperkuat transparansi dan mengurangi green-washing. 

Futerra (2017) menyarankan bahwa untuk mencegah green-

washing, masyarakat harus diberdayakan untuk menuntut 

transparansi dari perusahaan dan pemerintah. 

Meskipun ada kemajuan dalam hal transparansi sektor industri 

ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, praktik green-washing masih 

marak terjadi, terutama karena pengawasan yang lemah, kurangnya 

teknologi pelaporan yang memadai, dan ketergantungan ekonomi 

pada sektor ekstraktif. Regulasi yang lebih ketat, adopsi teknologi 

pelaporan yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat 

adalah langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk mengurangi 

green-washing dan meningkatkan transparansi di sektor ini. 

7.2 Upaya untuk Peningkatan Transparansi dan Pengurangan 

Green-Washing 

Fenomena green-washing dan masalah transparansi dalam 

sektor industri ekstraktif, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, 

masih menjadi tantangan besar meskipun berbagai kebijakan dan 

upaya perbaikan telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. 
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Analisis ini berfokus pada bagaimana perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat dapat bersama-sama mengatasi masalah ini, dengan 

merujuk pada literatur internasional dan studi-studi terkini dalam 

bidang transparansi korporasi, keberlanjutan, dan green-washing. 

Berdasarkan kajian terbaru dalam buku dan jurnal 

internasional, terdapat beberapa aspek penting yang 

mempengaruhi praktik green-washing dan transparansi di sektor 

ekstraktif. Oleh karena itu, pemahaman lebih mendalam tentang 

faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan menjadi 

sangat penting. Menurut Delmas & Burbano (2011), green-washing 

merujuk pada upaya perusahaan untuk menampilkan citra yang lebih 

ramah lingkungan atau berkelanjutan dari yang sebenarnya melalui 

klaim-klaim yang tidak didukung oleh tindakan nyata. Dalam sektor 

industri ekstraktif, praktik ini sering kali terlihat dalam bentuk klaim 

yang berfokus pada keberlanjutan jangka pendek, seperti reklamasi 

lahan atau penanaman pohon, tanpa ada bukti yang cukup 

mengenai keberhasilan atau dampak jangka panjang dari kegiatan 

tersebut. 

Di Jawa Timur dan Jawa Barat, klaim seperti “reklamasi sukses” 

atau “penurunan emisi karbon” sering kali tidak didukung dengan 

data atau bukti yang terverifikasi. Hal ini menjadi masalah besar 

dalam meningkatkan transparansi di sektor ini karena konsumen dan 

masyarakat cenderung mempercayai klaim tanpa memeriksa 

integritas data yang disampaikan. 

Dalam beberapa kasus, green-washing melibatkan penipuan 

atau manipulasi data yang digunakan oleh perusahaan untuk 
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mengalihkan perhatian dari dampak negatif mereka terhadap 

lingkungan. Prinsloo et al. (2020) menyebutkan bahwa dalam sektor 

ekstraktif, laporan tentang keberlanjutan sering kali dipenuhi dengan 

statistik yang tidak jelas, data yang dipilih secara selektif, atau 

informasi yang dibuat untuk meminimalkan dampak sosial dan 

lingkungan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, tanpa 

pengawasan yang memadai, perusahaan dapat dengan mudah 

mengelabui publik dengan klaim hijau yang tidak valid. 

Pengawasan yang lemah merupakan salah satu faktor utama 

yang memungkinkan green-washing berkembang. Gunningham et 

al. (2018) menyatakan bahwa regulasi yang tidak jelas atau tidak 

memadai memungkinkan perusahaan untuk “memanipulasi” laporan 

mereka. Hal ini sering kali diperburuk oleh ketidakjelasan dalam 

definisi keberlanjutan yang digunakan oleh pemerintah dan 

perusahaan. Sebagai contoh, jika pemerintah tidak menetapkan 

standar yang jelas untuk laporan dampak lingkungan, perusahaan 

dapat dengan mudah melakukan green-washing untuk memenuhi 

persyaratan yang minim. 

Di banyak daerah di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan 

Jawa Barat, ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif 

membuat pemerintah dan masyarakat enggan untuk menuntut 

transparansi lebih lanjut. Menurut Schaltegger & Wagner (2017), 

ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif sering kali mengarah 

pada konflik kepentingan yang dapat melemahkan komitmen 

terhadap keberlanjutan dan transparansi. Perusahaan besar yang 

memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan sering kali dapat 
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mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga 

keuntungan mereka, meskipun itu berarti mengabaikan prinsip 

keberlanjutan. 

Di Jawa Timur, industri ekstraktif seperti pertambangan batu 

bara memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi lokal, sehingga 

pemerintah seringkali enggan untuk mengimplementasikan 

kebijakan yang lebih ketat terkait pelaporan lingkungan atau 

pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat menurunkan 

profitabilitas industri. 

Lobi politik dan pengaruh industri juga menjadi faktor utama 

yang menghambat transparansi di sektor ekstraktif. Lange et al. 

(2018) menyatakan bahwa perusahaan besar yang beroperasi di 

sektor ekstraktif sering memiliki pengaruh politik yang besar, baik 

melalui pendanaan politik maupun hubungan dengan pejabat 

pemerintah. Hal ini membuat mereka dapat menghindari atau 

memperlambat pengimplementasian regulasi yang ketat, yang pada 

gilirannya menghambat tercapainya transparansi yang lebih tinggi 

dan memperburuk potensi green-washing. 

Contohnya, di Jawa Barat, beberapa perusahaan besar di 

sektor pertambangan dan energi memiliki hubungan yang erat 

dengan tokoh-tokoh politik lokal, yang memungkinkan mereka untuk 

menghindari kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Fuerer & 

Kefferpütz (2019) mengungkapkan bahwa pengaruh politik dalam 

sektor ekstraktif sering kali menjadi hambatan utama dalam 

mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik. 



146 
 

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam 

meningkatkan transparansi dan mengurangi green-washing. Murray 

(2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pelaporan 

berbasis big data, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dapat 

membantu perusahaan untuk mengumpulkan dan menyebarkan 

data keberlanjutan yang lebih akurat dan dapat diverifikasi. Namun, 

di Jawa Timur dan Jawa Barat, sebagian besar perusahaan ekstraktif 

masih mengandalkan metode pelaporan tradisional yang sering kali 

tidak cukup efektif dalam mengurangi manipulasi data dan 

meningkatkan transparansi. 

Penggunaan teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan 

akuntabilitas dalam sektor ekstraktif dengan meminimalisir potensi 

manipulasi data yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan 

green-washing. Delmas & Burbano (2011) mengemukakan bahwa 

salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi green-washing 

adalah dengan mengadopsi standar keberlanjutan yang lebih ketat. 

Perusahaan di sektor ekstraktif harus lebih transparan dalam 

pelaporan dampak lingkungan dan sosial mereka. Standar-standar 

internasional, seperti ISO 14001 (untuk sistem manajemen 

lingkungan) dan Global Reporting Initiative (GRI), harus diterapkan 

dengan lebih ketat oleh pemerintah sebagai pedoman untuk 

pelaporan yang benar-benar akurat. Pemerintah di Jawa Timur dan 

Jawa Barat dapat mendorong implementasi standar internasional ini 

melalui kebijakan yang lebih tegas dan memberikan insentif kepada 

perusahaan yang memenuhi standar ini. 
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Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan independen 

terhadap perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif. Bebbington et 

al. (2014) menyatakan bahwa pengawasan oleh pihak ketiga yang 

tidak terafiliasi dengan perusahaan atau pemerintah dapat 

memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang diajukan benar-

benar mencerminkan kondisi di lapangan. Selain itu, audit 

lingkungan yang dilakukan oleh lembaga independen juga dapat 

mengurangi manipulasi data dan klaim green-washing yang tidak 

valid. 

 Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk lebih terlibat dalam 

pengawasan sosial terhadap perusahaan ekstraktif. Futerra (2017) 

menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam proses 

pengumpulan data terkait dampak lingkungan dan sosial 

perusahaan, misalnya dengan menggunakan platform digital atau 

aplikasi mobile untuk melaporkan temuan atau aktivitas yang 

mencurigakan. Pengawasan sosial yang lebih ketat dapat menjadi 

alat yang efektif untuk mendeteksi dan melaporkan praktik green-

washing. 

Agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi 

green-washing, perlu ada peningkatan pendidikan dan kesadaran 

publik mengenai isu keberlanjutan dan dampak lingkungan dari 

sektor ekstraktif. Kampanye pendidikan dan pelatihan yang lebih 

intensif harus diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan 

publik tentang bagaimana mengenali klaim keberlanjutan yang tidak 

sah, serta mendorong mereka untuk memilih produk atau layanan 

dari perusahaan yang lebih bertanggung jawab. 
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Praktik green-washing dan kurangnya transparansi di sektor 

industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat masih menjadi 

tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai 

pihak. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi 

praktik green-washing. Penerapan standar keberlanjutan yang lebih 

tegas, pengawasan independen, serta pemberdayaan masyarakat 

sipil dapat membantu menciptakan sektor ekstraktif yang lebih 

transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan 

teknologi dan peningkatan pendidikan publik menjadi langkah 

strategis untuk mewujudkan perubahan yang lebih signifikan dalam 

sektor ini. 
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